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KATA PENGANTAR 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan 

pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 

setiap akhir tahun anggaran. Sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang 

tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menyusun laporan keuangan 

Tahun Anggaran 2021 dan 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan 

Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 

dan Catatan atas Laporan Keuangan. (CaLK). 

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran secara 

tersanding. Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas yang diukur dalam nilai rupiah per tanggal 31 Desember 

2021. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas 

selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Sedangkan Catatan 

atas Laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan 

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 

2021 dan 2020  merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan transparan 

demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. 

 

 

 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 

Tahun Anggaran 2021 dan 2020 telah berpedoman pada Standar Akuntansi 
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Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010.  

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 disusun dengan Pendapatan 

sebesar Rp708.565.724.704,64  dan Belanja Daerah ditambah transfer sebesar 

Rp673.098.647.861,79 sehingga mengalami surplus sebesar 

Rp35.467.076.842,85. 

Dalam Tahun 2021 terdapat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 

Rp11.577.534.209,96 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp13.750.000.000,00 

sehingga SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp33.294.611.052,81  

Neraca Tahun Anggaran 2021 disusun dengan jumlah Aset sebesar 

Rp1.334.449.394.345,23, Jumlah kewajiban sebesar Rp16.780.344.014,26 dan 

jumlah ekuitas sebesar Rp1.317.669.050.330,97. 

Laporan Operasional Tahun 2021 disusun dengan Pendapatan sebesar 

Rp627.523.199.770,64 dan Beban sebesar Rp679.053.722.318,75 surplus/defisit 

dari operasi sebesar (Rp51.530.522.548,11), surplus non operasional sebesar 

(Rp0,00), defisit non operasional sebesar Rp50.206.601,00, defisit pos luar biasa 

sebesar Rp0,00 sehingga surplus/defisit LO sebesar (Rp51.580.729.149,11). 

Laporan Arus Kas Tahun 2021 menunjukkan bahwa arus kas bersih dari 

aktivitas operasi sebesar Rp152.337.905.372,73, arus kas bersih dari aktivitas 

investasi sebesar (Rp130.620.828.529,88),  arus kas bersih dari aktivitas 

pendanaan sebesar Rp0,00 dan arus kas bersih dari aktivitas Transitoris sebesar 

(Rp82.954.264,56) sehingga saldo akhir kas di BUD + FKTP + Kas dibendahara 

Pengeluaran + BOS + Kas Lainnya sebesar Rp33.754.596.452,91   

Saldo akhir kas daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 

Rp33.754.596.452,91 terdiri dari Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara 

Pengeluaran + BLUD + FKTP + BOS sebesar Rp33.754.596.452,91, Kas di 

Bendahara Penerimaan sebesar Rp 0,00. 
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Apabila dijumpai kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan tersebut, 

akan kami koreksi pada laporan keuangan tahun berikutnya. Kami mengharapkan 

berbagai saran perbaikan untuk menyempurnakan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumba Barat. 

 

 

 

                                Waikabubak, 13 Juni 2022 

BUPATI SUMBA BARAT 

 

 

YOHANIS DADE, SH 
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

kesatuan laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Neraca, serta Laporan Arus Kas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala 

Daerah. Format Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca serta Laporan Arus Kas disusun 

dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah. 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Sumba Barat. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.  

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya, dengan:  

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

b)  Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

c)  Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

       ekonomi  

d)  Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e)  Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;  

f)  Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai     

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 
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g)  Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diselenggarakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai 

berikut: 

 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan 

Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah; 

 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat; 

 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 Peraturan Bupati Nomor 5a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati  Nomor 35 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 

5.a Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Sumba Barat; 

 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sumba Barat Tahun Anggaran 2021; 

 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021. 

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan 
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Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sumba Barat disajikan dengan 

sistematika  terdiri atas tujuh bab yaitu: 

Bab I  Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Bab II  Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target 

Kinerja APBD 

2.1. Ekonomi Makro 

2.2. Kebijakan Keuangan 

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD 

Bab III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD 

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja APBD 

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target 

yang telah ditetapkan. 

Bab IV  Kebijakan Akuntansi 

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah 

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

4.4. Penerapan Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah. 

Bab V   Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan 

keuangan pemerintah daerah: 

5.1. Laporan Realisasi Anggaran 

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

5.3. Neraca 

5.4. Laporan Operasional 

5.5. Laporan Arus Kas 

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Bab VI Informasi Non Keuangan  

Bab VII  Penutup 

Lampiran - Lampiran 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN 

TARGET KINERJA APBD 

 

2.1. Ekonomi Makro 

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang 

mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat 

difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan 

mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi 

dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 

mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun 

sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat, 

yaitu (minimal) : 

a. Jumlah penduduk miskin sebesar 28,39 % 

b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,74 %. 

c. Gini Ratio sebesar  0,288 

d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,83 % 

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 1,03 % 

f. Tingkat Inflasi sebesar 0,78% 

g. Produk   Domestik Regional Bruto   Atas   Dasar  Harga  Berlaku (PDRB 

ADHB) sebesar  Rp 2416.855.13 Miliar;  

2.1.1. Tingkat Kemiskinan 

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis 

kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan 

untuk memenuhi standar minimum kebutuhan- kebutuhan konsumsi 

pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup 

layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam 

persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun 

memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa 

besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan 

kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat 

perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. 

Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda 

pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan 

keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang 

termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-

rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, 

makin parah kemiskinannya. 

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat 
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No Tingkat Kemiskinan 
Tahun 2021 

(%) 

Tahun 2020 

(%) 
Naik/turun (%) 

1 Kab/Kota (%) 28,39 28,17 0,22 

2 Kab/Kota (Ribu Orang) 37,78 36,95 0,83 

3 Provinsi (%) 20,09 20,09 0,09 

4 Nasional (%) 10,14 9,78 0,36 

5 Peringkat Provinsi 4 4 - 

6 Peringkat Nasional 28 28 - 

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumba Barat 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 

2021 sebesar  28,39%  mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 

Tahun 2020 persentase penduduk miskin berhasil  ditekan hingga 

tetap menjadi 28,17%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba 

Barat masih diatas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan 

penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk 

menekan angka kemiskinan. 

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat 

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Naik/Turun (%) 

1 Tingkat Kedalaman 

Kemiskinan Kab/Kota 

6,77 5,56 1,21 

2 Tingkat Kedalaman 

Kemiskinan Provinsi 

3,96 4,02 -0,06 

3 Tingkat Kedalaman 

Kemiskinan Nasional 

1,71 1,61 0,1 

4.  Peringkat Provinsi 4 5 -1 

5 Peringkat Nasional 18 34 -16 

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat 

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba 

Barat 

No Uraian 
Tahun 

2021 

Tahun 

2020 

Naik/ 

Turun (%) 

1 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota 2,16 1,52 0,64 

2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi 1,05 1,05 0 

3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional 0,42 0,38 0,04 

4. Peringkat Provinsi 4 5 -1 

5 Peringkat Nasional 16 34 -18 

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat 

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka 
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TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah 

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, 

terdiri dari :  

(i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.  

(ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.  

(iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, 

karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan  

(iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai 

bekerja. 

Sesuai dengan  data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba 

Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Tahun 

2021 adalah sebesar 3,96%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah 

ini. 

Tabel.2.1.2Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat 

 

No 

 

Uraian 

Tahun 2021 Tahun 

2020 

Naik/ Turun 

(%) 

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota 

(%) 

1,74 3,96 -2,22 

2 Tingkat Pengangguran Provinsi (%) 3,77 4,28 -0,51 

3 Tingkat Pengangguran Nasional (%) 6,49 7,07 -0,58 

4 Peringkat Provinsi 20 12 8 

5 Peringkat Nasional    

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat 

Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,74%, 

sedangkan TPT  pada Tahun 2020 adalah sebesar 3,96 % atau lebih 

rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. Namun  

demikian TPT Kabupaten Sumba Barat masih lebih rendah 

dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar  3,77%. 

dan Nasional sebesar 6,49 %. 

2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio) 

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang 

digunakan untuk    menghitung atau mengukur distribusi pendapatan 

masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode 

tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva 

pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai 

pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang 

mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini 

berkisar antara 0 dan 1 dimana: 

a. Indek Gini sama dengan 0,  menunjukkan distribusi pendapatan 

merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk 

menerima bagian pendapatan yang sama. 
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b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak 

merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya 

dinikmati satu golongan tertentu saja. 

Sesuai dengan  data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba 

Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sumba Barat Tahun 

2021 belum dihitung sehingga menggunakan pencapaian Gini Ratio 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dijelaskan tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Sumba Barat 

No Tingkat Kemiskinan 
Tahun 

2021 

Tahun 

2020 

Naik/turun 

(%) 

1 Tingkat Kab/Kota  0,288 0,321 -0,033 

2 Tingkat Provinsi 0,346 0,354 -0,008 

3 Tingkat Nasional 0,384 0,381 0,003 

3 Peringkat Provinsi 20 11 9 

4 Peringkat Nasional    

Sumber Dokumen  : BPS Kabupaten Sumba Barat 

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi 

Nusa Tenggara Timur  yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 

0,346 Angka ini kurang -0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini 

Ratio Tahun 2020 yang sebesar  0,354 dan lebih rendah jika 

dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional. 

 

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM 

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan 

pendidikan.  IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan 

hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan 

(knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). 

Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, 

yaitu : 

a. Rendah  (< 60) 

b. Sedang  (60≤IPM<70) 

c. Tinggi  (70 ≤IPM<80) 

d. Sangat Tinggi ( >80). 

Sesuai dengan  data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba 

Barat Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 

adalah sebesar 63,83 poin dengan kategori sedang  sebagaimana 

dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia 
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No IPM (Tingkat) Tahun 

2021 

Tahun 

2020 

Naik/turun 

(%) 

1 Kabupaten/Kota 63,83 63,53 0,3 

2 Provinsi 65,28 65,19 0,09 

3 Indonesia/Nasional 72,29 71,94 0,35 

4 Peringkat Provinsi 12 12 0 

5 Peringkat Nasional 0,00 0,00 0 

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sumba Barat 

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat adalah sebesar 

63,83 poin, dibandingkan Tahun 2020  sebesar 63,53 poin mengalami 

kenaikan sebesar       0,3 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan 

meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan 

lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan 

standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup 

saat lahir mencapai 66,98 tahun pada Tahun 2021, lebih lama 

dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. 

Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 12,89 tahun lebih lama 

dibandingkan dengan harapan lama sekolah 0,01 tahun. Sementara, 

Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp7.586 atau 

meningkat Rp311 dibandingkan tahun sebelumnya. 

IPM di Kabupaten Sumba Barat pada saat ini berada pada urutan 12 

dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi, Nasional dan berada pada 

urutan 466 untuk  peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota 

yang ada di Indonesia. 

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk  mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi 

suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan 

sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. 

Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses 

penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses 

penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh 

karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan 

pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor 

produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas 

dasar harga konstan 2010. 

 

 

 

 

Tabel2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota 

  Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nasional 
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No Uraian Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2021 

Tahun 2021 

1 PDRB (harga konstan 

2010) (Miliar Rupiah) 

1.441,32 1.437,37 1452,22  11.118.868,50 

2 Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

5,12 (0,27)    

3 Peringkat Provinsi 18 18 18 - - 

4 Peringkat Nasional 

(Indonesia) 

 -  - - 

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Sumba Barat 

  

2.1.6. Inflasi  

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten 

Sumba Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi 

merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi 

harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup 

masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi 

suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan 

melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka 

inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan 

sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi : 

(i) Inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan 

peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya 

persentasenyapun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. 

(ii) Inflasi sedang (Galloping Inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi 

dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30%  

setahun. 

(iii) Inflasi berat (High Inflation) kategori inflasi ini temasuk yang 

berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada 

tingkat ini harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan 

sulit dikendalikan. 

(iv) Hiper inflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan 

pengaruhnya karen terjadi secara besar-besaran dan mencapai 

lebih dari 100% setahun. 

Sesuai dengan  data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba 

Barat Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 mengikuti 

inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 0,67% dengan 

kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat 

No Uraian Tahun Tahun Naik/Turun 



 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat  

LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 
2021 
 

 
 

Catatan atas Laporan Keuangan 

 

13 

 

2021 2020 (%) 

1 Tingkat Inflasi Kab/Kota 

(%) 
   

2 Tingkat Inflasi Provinsi (%) 0,67 0,61 0,06 

3 Tingkat inflasi Nasional (%) 1,87 1,68 0,29 

4 Peringkat Provinsi    

5 Peringkat Nasional    

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Sumba Barat 

Tingkat inflasi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 mengikuti 

inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut data BPS menunjukan 

angka sebesar 0,67%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 

adalah sebesar 0,06% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka 

inflasi pada Tahun 2020. Namun demikian inflasi Kabupaten Sumba 

Barat masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional 

sebesar 1,87%. 

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Barat 

Struktur  perekonomian Kabupaten Sumba Barat dalam menunjang 

PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel.2.1.7PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 

Usaha 

Dalam jutaan rupiah 

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

1 A. Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

628.614,78 629.747,72 679.059,59 

2 B. Pertambangan dan Penggalian 23.909,10 24.775,67 26.624,94 

 C. IndustriPengolahan 42.797,48 42.939,89 43.338,16 

 D. Pengadaan Listrik dan Gas 1.354,46 1.494,59 1.534,25 

 E. Pengadaan Air, Pengelolaan  

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

 

184,10 

 

195,06 

 

210,71 

 F. Konstruksi 159.078,31 150.317,75 160.349,24 

 G. PerdaganganBesar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

403.359,07 392.008,37 419.884,17 

 H. Transportasi dan Pergudangan 46.302,88 45.613,60 47.341,11 

 I. Penyediaan Akomodasi dan   

Makan Minum 

11.199,73 8.416,30 8.478,28 

 J. Informasi dan Komunikasi 109.422,60 115.958,91 121.457,24 

 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 116.806,91 128.705,53 139.016,49 
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No Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

 L. Real Estate 59.053,67 58.813,92 59.176,10 

 M,N. Jasa Perusahaan 4.369,79 3.298,11 2.795,93 

 O. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

415.169,55 425.680,48 378.573,21 

 P. Jasa Pendidikan 236.822,58 248.735,93 253.081,79 

 Q. Jasa Kesehatan dan 

KegiatanSosial 

34.903,99 38.541,13 41.809,31 

 R,S,T,U. Jasa lainnya 41.111,56 36.293,25 35.124,63 

 Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

2.334.460,55 2.351.536,21 2.416.855,13 

 Produk Domestik Regional Bruto 

tanpa Migas 

2.334.460,55 2.351.536,21 2.416.855,13 

 PDRB Provinsi 106.731.763,32 106.480.968,02 110.885.751,03 

 PDRB Nasional(miliar Rp) 15.832.657,20 15.438.017,50 16.970.789,20 

 Peringkat Provinsi 18 12 16 

 Peringkat Nasional 477   

 

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat 

2.2. Kebijakan Keuangan 

Otonomi Daerah mempunyai makna adanya pelimpahan kewenangan 

yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah pusat dialihkan kepada 

pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 dan perubahannya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, 

efektivitas dan manfaat anggaran Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten 

Sumba Barat pada Tahun Anggaran 2021 telah menyusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021, yang berpedoman kepada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

 Struktur  APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Selisih antara pendapatan dengan belanja menyebabkan timbulnya surplus 

atau defisit anggaran, untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus yang 

terjadi, maka dialokasikan dalam anggaran pembiayaan daerah.  

Kebijakan Umum belanja daerah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan 

publik dan penataan perangkat serta sarana prasarana dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Belanja daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif 
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sesuai dengan program dan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

RKPD dan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.  

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD 

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 

mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 pada masing-masing Perangkat 

Daerah/Unit Kerja maupun pada tingkatan Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah. 

Keberhasilan pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan 

program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan 

daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat 

Daerah/Unit Kerja. 

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian target 

kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu  : 

 Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai satu kesatuan 

sistem Pengelolaan Keuangan Derah yang komprehensif dan memberikan 

tanggungjawab yang besar kepada masing-masing Perangkat Daerah/Unit 

Kerja untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

anggaran yang telah dipersiapkan. 

 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bekerjasama untuk 

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah 

dicanangkan oleh Pemerintah Daerah. 

 Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan 

program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumba 

Barat Tahun Anggaran 2021. 
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BAB III 

 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD 

 

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja APBD 

Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba 

Barat Tahun 2021  menunjukan adanya  kenaikan dibanding dengan tahun 

anggaran sebelumnya.  

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp708.565.724.704,64 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 

Rp716.273.422.423,00 tercapai 98,92%. 

Realisasi belanja secara keseluruhan sebesar Rp673.098.647.861,79  atau 

94,25%  dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp714.186.258.032,00. 

Belanja Operasi sebesar Rp427.275.757.527,91 atau 92,67% terhadap 

anggarannya sebesar Rp461.084.131.634,00. Belanja Modal sebesar 

Rp116.870.828.529,88 atau 96,52% terhadap anggarannya sebesar 

Rp121.082.520.939,00. Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.140.747.846,00 

atau 50,63% terhadap anggarannya sebesar Rp6.203.291.459,00. Belanja 

Transfer sebesar Rp125.811.313.958,00 atau 100,00% terhadap 

anggarannya sebesar Rp125.816.314.000,00. 

3.2. Hambatan dan Kendala 

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 

dalam pencapaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 antara lain adalah 

masih kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang 

pengelolaan keuangan perangkat daerah/unit kerja terutama dalam 

pencatatan akuntansi dan pengelolaan aset perangkat daerah/unit kerja 

disebabkan perubahan regulasi Peraturan Perundang-Undangan terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aplikasi yang digunakan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan 

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang 

terdiri dari 76 Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku entitas akuntansi, yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Perangkat Daerah/Unit 

Kerja. 

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah basis akrual. 

Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 

pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 

10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan 

Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten 

Sumba Barat menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2021 sebagaimana yang 

tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI tahun sebelumnya. Adapun dampak 

kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang 

berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam 

laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka 

memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan. 

 

 

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas 

dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan 

Operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya 

laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib 

menyampaikan laporan demikian. 

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Dengan demikian 

Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak 

disertai dokumen penetapan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan 

berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual 

untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada 

saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan 
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berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima 

atau dibayar oleh kas daerah. 

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang 

ada dalam SAP pada Pemerintah daerah. 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan telah mengacu pada 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan 

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi aturan-aturan, dan praktek yang 

dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan 

Keuangan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Penyajian Laporan 

Keuangan adalah sebagai berikut  : 

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI   

Kebijakan Akuntansi  ditetapkan  dengan   Peraturan  Bupati  Sumba   

Barat    Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Sumba Barat Nomor 5a Tahun 2014 Tentang   Kebijakan   

Akuntansi  Pemerintah   Daerah Kabupaten Sumba Barat secara ringkas 

sebagai berikut: 

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-

pos sebagai berikut : 

 Pendapatan-LRA; 

 Belanja; 

 Transfer; 

 Surplus atau defisit; 

 Penerimaan pembiayaan; 

 Pengeluaran pembiayaan;  

 Pembiayaan neto; dan 

 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) 

2) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

(LPSAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara 

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut : 

 Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu 

 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih  

 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) 

 Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 

 Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan 

3) LAPORAN OPERASONAL  (LO) 

Struktur Laporan Pperasional mencakup pos-pos sebagai berikut : 

a. Pendapatan-LO 

b. Beban 

c. Surplus/Defisit dari Operasi 

d. Kegiatan Non Operasional 

e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa 

f. Pos Luar Biasa 

g. Surplus/Defisit-LO 
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4) NERACA 

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : 

 kas dan setara kas 

 investasi jangka pendek 

 piutang 

 persediaan 

 investasi jangka panjang  

 aset tetap 

 kewajiban jangka pendek 

 kewajiban jangka panjang 

 ekuitas. 

5) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 

Struktur Dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Koreksi-

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara 

lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 

 Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya (jika ada) 

 Koreksi nilai piutang (jika ada) 

 Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap (jika ada) 

 Selisih revaluasi nilai aset lainnya (jika ada) 

 Koreksi nilai beban dibayar dimuka (jika ada) 

 Selisih revaluasi investasi non permanen (jika ada) 

 Selisih revaluasi investasi permanen (jika ada) 

 Koreksi nilai dana cadangan (jika ada) 

 Koreksi nilai utang (jika ada) 

 Lain-lain. 

 Kewajiban untuk dikonsolidasikan (khusus untuk Laporan 

Perubahan Ekuitas Perangkat Daerah/Unit Kerja); 

 Ekuitas akhir. 

6) LAPORAN ARUS KAS (LAK) 

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran 

kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. 

7) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar 

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah 

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar 
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atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan 

komitmen-komitmen lainnya.  

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang 

penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan 

yang memadai, antara lain:  

 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

 Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

makro; 

 Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 

target; 

 Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

 Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 

 Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; dan  

 Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidaK disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.  

B. KEBIJAKAN AKUN  : 

1) KAS DAN SETARA KAS  : 

 RUANG LINGKUP  

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh 

kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan 

umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.  

 PENGAKUAN 

1. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, 

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan 

Layanan Umum Daerah dan Bendahara Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

 PENGUKURAN 

1. Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal. 

 PENGUNGKAPAN 

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan 

setara kas antara lain: 

 Saldo Kas di Kas Daerah; 

 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan; 

 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran; 

 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah; 
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 Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada setiap 

FKTP (Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama) milik 

Pemerintah Daerah; dan  

 Saldo kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). 

1) PIUTANG 

 PENGAKUAN  

1. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan 

2. Pencatatan pengakuan piutang pada prinsipnya dapat 

dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut: 

a. pengakuan piutang dicatat (bertambah) pada setiap kali 

timbulnya hak tagih pemda berdasarkan 

peraturan/dokumen yang sah, dan berkurang pada setiap 

kali diterima pembayarannya; atau 

b. pengakuan  piutang  hanya  dicatat  sekali  pada  akhir  

tahun  saja,  yaitu sebesar selisih kurang antara jumlah 

keseluruhan hak tagih pemda berdasarkan 

peraturan/dokumen yang sah selama tahun berjalan 

dibandingkan dengan jumlah pembayarannya yang telah 

diterima selama tahun yang bersangkutan. 

3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu 

peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, 

kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai 

piutang dan dicatat sebagai aset di neraca. 

 PENGUKURAN   

1. Pengukuran piutang disajikan sebesar nilai yang belum 

dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan  

2. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai 

nominal piutang dengan penyisihan piutang.  

3. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan 

klasifikasi sebagai berikut:  

a. Kualitas Piutang Lancar;  

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

c. Kualitas Piutang Diragukan;  

d. Kualitas Piutang Macet. 

 PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:  

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 % (nol koma lima persen); 

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % (sepuluh persen) 

dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi 

dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);  

c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari 
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piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi 

dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); 

dan  

d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang 

dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai 

agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 

 PEMBERHENTIAN PENGAKUAN 

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga 

dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan 

penghapusbukuan (write down). 

 PENGUNGKAPAN  

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. 

Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup 

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud 

dapat berupa:  

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, 

pengakuan dan pengukuran piutang;  

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk 

mengetahui tingkat kolektibilitasnya; 

c. penjelasan atas penyelesaian piutang; 

d. jaminan atau sita jaminan jika ada.  

2) PERSEDIAAN 

 PENGAKUAN   

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, 

dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan/atau saldo 

administrasi dimana pencatatan persediaan dilakukan dengan 

metode perpetual dan periodik.  

 PENGUKURAN 

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:  

a. Metode Perpetual  

b. Metode Periodik  

 PENILAIAN 

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In 

First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama 

kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual 

pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung 

dimulai dari harga pembelian terakhir. 

 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.  

 

 

 

 

3) INVESTASI 
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 PENGAKUAN 

Suatu transaksi pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan 

hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi 

investasi  

 PENGUKURAN DAN PENILAIAN 

1. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 

investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri 

ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya 

lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. 

A) INVESTASI JANGKA PENDEK 

 PENGAKUAN  

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka 

pendek, antara lain berupa bunga deposito, Bunga 

obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai 

pendapatan. 

 PENGUKURAN 

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga 

misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat 

sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi 

meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah 

komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya 

yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. 

 PENGUNGKAPAN 

1. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi 

jangka pendek, antara lain: 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

b. Jenis-jenis investasi jangka pendek; 

c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek; 

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan 

penyebab penurunan tersebut. 

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan 

penerapannya; 

f. Perubahan pos investasi. 

 

B) INVESTASI JANGKA PANJANG 

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan 

untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

 PENGAKUAN 

Pengeluaran untuk memperoleh invastasi jangka panjang 

diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. 

 

 PENGUKURAN 

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat 

sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi 
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investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka 

perolehan investasi berkenaan. 

 Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang 

1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 

tiga metode sebagai berikut: 

a. Metode biaya 

b. Metode ekuitas 

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan 

pada kriteria sebagai berikut: 

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode 

biaya. 

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan 

kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang 

signifikan menggunakan metode ekuitas. 

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode 

ekuitas. 

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat 

nonpermanen menggunakan metode nilai bersih 

yang direalisasikan. 

 

4) ASET TETAP 

 PENGAKUAN ASET TETAP 

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi 

masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan 

handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. Berwujud; 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan; 

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; dan 

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan; 

f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau 

pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi 

batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah 

ditetapkan. 

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat 

serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi 

dilakukan pada saat realisasi belanja modal. 

 Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) 

Perolehan Awal Aset Tetap. 
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Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan 

aset tetap  nilai per unitnya sebagai berikut: 

a. Sama dengan atau lebih dari  Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi 

peralatan dan mesin. 

b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh 

lima juta rupiah) untuk gedung dan bangunan atau aset 

tetap renovasi gedung dan bangunan. 

 Pengukuran Aset Tetap 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 

aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 

wajar pada saat perolehan. 

 PENILAIAN AWAL ASET TETAP 

Barang berwujud  yang memenuhi kualifikasi untuk diakui 

sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, 

pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. 

 PEROLEHAN SECARA GABUNGAN 

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang 

diperoleh secara gabungan ditentukan dengan 

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 

bersangkutan. 

 ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA 

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas 

Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan 

dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansiyang melakukan 

pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset 

tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan 

penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 ASET PERJANJIAN KERJASAMA FASILITAS SOSIAL 

DAN FASILITAS UMUM 

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama 

dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum 

(fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya 

Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat 

penguasaannya berpindah. 

 

 PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS) 
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Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau 

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset 

lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai 

wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai 

tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah 

setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. 

 ASET DONASI 

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus 

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 

 PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT 

EXPENDITURES) 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam 

bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, 

peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau 

peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan 

minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus 

ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang 

bersangkutan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa 

manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah 

dimiliki; dan 

b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai 

kapitalisasi aset tetap/aset lainnya. 

 PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT 

MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL 

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 

tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi 

kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset 

tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing 

akun aset tetap. 

 PENYUSUTAN 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 

tetap yang disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat 

aset yang bersangkutan.  

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode 

garis lurus (straight line method) yaitu menetapkan tariff 

penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah 

yang sama. Rumusan tersebut adalah  : 

Penyusutan per periode  =   Nilai yang dapat disusut 

   Masa manfaat 
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 PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION) 

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak 

diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah 

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau 

harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin 

dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku 

secara nasional. 

 PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP 

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi 

dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen 

dihentikan  penggunaannya   dan dianggap tidak memiliki 

manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang 

setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan 

persetujuan DPRD. 

 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca 

belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam 

pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya 

yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya 

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum 

selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya 

memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu 

perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. 

 PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam 

Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: 

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang 

akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan 

diperoleh; dan 

b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

 PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya 

perolehan. 

 

 

 PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM 

PENGERJAAN 
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Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh 

karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik ataupun 

kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa 

penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila 

suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara 

waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam 

neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila 

pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan 

pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak 

akan memberikan manfaat ekonomis dimasa depan, ataupun 

sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP 

tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini 

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan.  

5) DANA CADANGAN 

 PENGAKUAN  

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus 

didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana 

Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat 

digunakan untuk peruntukan yang lain. 

 PENGUKURAN 

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas 

yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. 

 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset 

Nonlancar.  

6) ASET LAINNYA 

 PENGAKUAN  

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat: 

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal. 

b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau 

kepenguasaannya berpindah. 

 PENGUKURAN DAN PENILAIAN 

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah 

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh 

pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo 

tagihan penjualan angsuran. 

2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam 

Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan 
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setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang 

bersangkutan ke kas umum daerah. 

3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam 

Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah 

dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai 

yang bersangkutan ke kas umum daerah. 

2. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu 

harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu 

Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset 

Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang 

diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat 

pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas 

tersebut. 

3. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai 

bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi 

dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 

selama 4 tahun. 

4. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya. 

 PENGUNGKAPAN 

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, 

sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:  

1. Rincian aset lainnya;  

2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; 

3. Informasi lainnya yang penting.  

7) KEWAJIBAN 

 PENGAKUAN  

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa 

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk 

menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, 

dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai 

penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

 PENGUKURAN 

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.  

2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan 

berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus 

dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih 

harus disetorkan.  

   PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  

1. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 
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a. Jumlah  saldo  kewajiban  jangka  pendek  dan  jangka 

panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi 

pinjaman;  

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah 

berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh 

temponya;  

c. Bunga  pinjaman  yang  terutang  pada  periode  berjalan  

dan  tingkat bunga yang berlaku;  

d. Konsekuensi dilakukannya  penyelesaian  kewajiban  

sebelum  jatuh tempo;  

e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 

a) Pengurangan pinjaman; 

b) Modifikasi persyaratan utang; 

c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 

d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 

f. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 

g. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan 

periode pelaporan. 

2. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar 

umur utang berdasarkan kreditur. 

8) EKUITAS 

 DEFINISI 

 Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal 

laporan. 

9) PENDAPATAN-LRA 

 PENGAKUAN 

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat: 

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. 

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh 

Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan 

belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan 

Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari 

BUD.  

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima 

satker/Perangkat Daerah/Unit Kerja dan digunakan 

langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas 

penerima wajib melaporkannya kepada BUD. 

d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung 

dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai 

pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas 

penerima wajib melaporkannya kepada BUD.  
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e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar 

entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan 

oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. 

 PENGUKURAN 

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan 

Pendapatan-LRA adalah : 

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran; 

b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun 

pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat 

khusus; 

c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target 

penerimaan pendapatan daerah; dan 

d. informasi lainnya yang dianggap perlu. 

10) PENDAPATAN-LO 

 PENGAKUAN 

Secara umum pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat: 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau 

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya 

ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai 

(realized) maupun masih berupa piutang (realizable). 

 PENGUKURAN 

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  

Pendapatan-LO  disajikan  dalam  Laporan  Operasional  

(LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari 

Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. 

11) BELANJA 

 PENGAKUAN 

1. Belanja diakui pada saat: 

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD. 

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 
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pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya 

SP2D GU atau SP2D Nihil. 

c. Khusus pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN pada 

FKTP milik Pemerintah Daerah diakui saat terbitnya 

SP2B. 

d. Khusus pengeluaran untuk BLUD diakui saat terbitnya 

SP2B. 

2. Koreksi  atas  pengeluaran  belanja  (penerimaan  kembali  

belanja)  yang terjadi pada periode pengeluaran belanja 

dibukukan sebagai pengurang belanja yang bersangkutan 

pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 

berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan 

dalam Lain-Lain PAD yang sah. 

 PENGUKURAN 

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang 

ditetapkan dalam dokumen anggaran. 

2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan 

diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan 

tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. 

 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

1. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang 

ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 

2. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan 

perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat 

konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan 

dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA). 

3. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: 

a. Belanja Operasi 

b. Belanja Modal 

c. Belanja Tak Terduga 

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

12) BEBAN 

 PENGAKUAN  

1. Beban diakui pada: 

a. Saat timbulnya kewajiban;  

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan 

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa. 

2. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan 
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penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: 

a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban 

pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar 

gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar. 

b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya 

kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu 

ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara 

Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember 

belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih 

terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka 

dicatat sebagai pengurang beban. 

c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir 

tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan 

dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu 

pada bukti memorial yang diterbitkan. 

d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir 

tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase 

cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan 

mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. 

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo 

untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, 

nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal 

pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal 

pelaporan. 

f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban 

pemerintah daerah.  Dalam hal pada akhir periode 

akuntansi terdapat alokasi dana yang harus 

dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah 

diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai 

tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti 

beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas. 

 PENGUKURAN 

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah 

nettonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak). 

 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian 

dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: 

a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai,  Beban 

Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban 

Hibah, Beban Bantuan Sosial,  Beban Penyusutan dan 

Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-

lain 
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b. Beban Transfer 

c. Beban Non Operasional 

d. Beban Luar Biasa 

2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam 

Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit 

dari Kegiatan Non Operasional. 

13) TRANSFER 

 PENGAKUAN 

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan 

Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan 

pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.  

 PENGUKURAN 

Akuntansi transfer dilaksankan berdasarkan azas bruto dan diukur 

berdasarkan kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang 

belum disalurkan. Nilai pengeluarkan kas didasarkan pada 

penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada 

rekening penerima sebesar nilai yang seharusnya disalurkan 

sesuai ketentuan perundang-undangan dan tercantum dalam 

dokumen penerimaan dan pengeluaran yang sah. 

 PENILAIAN 

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

2. Pengukuran transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana 

tercantum dalam dokumen yang sah. 

 PENGUNGKAPAN 

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai 

berikut: 

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer 

masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi 

pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta 

perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran 

sebelumnya 

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara 

anggaran transfer masuk dengan realisasinya. 

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk 

dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi 

pendapatan transfer pada Laporan Operasional.  

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 
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a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer 

keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian 

realisasi beban transfer pada Laporan Operasional 

beserta perbandingannya dengan tahun anggaran 

sebelumnya. 

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara 

anggaran transfer keluar dengan realisasinya. 

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar 

dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi 

beban transfer pada Laporan Operasional. 

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

14) PEMBIAYAAN 

 PENGAKUAN 

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada 

Rekening Kas Umum Daerah. 

2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan 

asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan 

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran) 

 PENGUKURAN 

1. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau 

pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. 

2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan 

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

3. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto. 

 AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO 

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan 

pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan 

dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang 

antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu 

periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. 

2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih 

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran 

selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara 

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode 

pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 

 PENGUNGKAPAN 

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan 

pembiayaan antara lain: 

a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

tahun berkenaan 
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b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan 

penerimaan/ pemberian pinjaman, 

pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset 

daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah 

daerah. 

15) BANTUAN SOSIAL 

 PENGAKUAN 

1. Belanja Bantuan Sosial diakui pada saat :  

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal;   

b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah.  

2. Pengakuan Belanja Bantuan Sosial pada akhir periode 

akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 

 PENGUKURAN 

1. Metode pencatatan Belanja Bantuan Sosial dilakukan dengan:  

a. Metode Perpetual  

b. Metode Periodik  

 PENILAIAN 

1. Penilaian Belanja Bantuan Sosial menggunakan metode FIFO 

(First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang 

pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang 

digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai Belanja 

Bantuan Sosial akhir dihitung dimulai dari harga pembelian 

terakhir. 

 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

1. Belanja Bantuan Sosial disajikan sebagai pengeluaran belanja 

pada Laporan Realisasi Anggaran dan sebagai beban pada 

Laporan Operasional.   

2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan:  

a. Belanja Bantuan Sosial seperti barang atau jasa terkait 

dengan kejelasan peruntukkannya.   

b. Jenis, jumlah, dan nilai Belanja Bantuan Sosial tidak 

dicantumkan dalam neraca cukup dijelaskan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan 

 

16) KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN 

AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN 

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 

 KOREKSI KESALAHAN  
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1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu 

atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan 

pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari 

adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran 

oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, 

kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan 

interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. 

 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI  

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari 

suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk 

mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh 

karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan  diterapkan 

secara konsisten pada setiap periode. 

 PERISTIWA LUAR BIASA  

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau 

transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. 

Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk 

penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi 

berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa 

luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah 

atau jarang terjadi sebelumnya.  

2. Peristiwa luar biasa  memenuhi seluruh persyaratan berikut:  

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;  

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi 

berulang;  

c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;  

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi 

anggaran atau posisi aset/kewajiban.  

3. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh 

peristiwa luar biasa  diungkapkan secara terpisah dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 
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BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

I. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 

I.A PENDAPATAN DAERAH 

Pendapatan 
Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp708.565.724.704,64  Rp720.442.494.613,02 

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp708.565.724.704,64 atau 98,92% dari 

target sebesar Rp716.273.422.423,00 atau kurang dari target sebesar 

Rp7.707.697.718,36 dan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah 

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp720.442.494.613,02 mengalami penurunan 

sebesar Rp11.876.769.908,38 atau 1,65%. Rincian realisasi pendapatan per 

komponen sebagai berikut: 
  Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan Daerah Rp Rp  Rp 

1 Pendapatan Asli Daerah 53.675.481.468,00 56.266.124.645,64 104,83 55.672.133.644,41 

2 Pendapatan Transfer 639.101.703.705,00 629.704.863.809,00 98,53 611.581.621.686,41 

3 Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 

23.496.237.250,00 22.594.736.250,00 96,16 53.188.739.282,20 

 Jumlah 716.273.422.423,00 708.565.724.704,64 98,92 720.442.494.613,02 

 

Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut 

I.A.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah 
Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp56.266.124.645,64  Rp55.672.133.644,41 

Jumlah sebesar Rp56.266.124.645,64 merupakan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah selama Tahun Anggaran 2021 dari target sebesar 

Rp53.675.481.468,00 atau 104,83% jika dibandingkan dengan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp55.672.133.644,41 

mengalami kenaikan sebesar Rp593.991.001,23 atau 1,07% dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 

No Uraian 
Anggaran    

Tahun 2021 (Rp) 

Realisasi      Tahun 

2021 (Rp) 
% 

Realisasi      Tahun 

2020 (Rp) 

1) Pendapatan  Pajak  

Daerah 

12.759.960.715,00 13.641.370.365,39 106,91 10.784.718.624,00 

2) Pendapatan  Retribusi  

Daerah 

3.165.358.240,00 2.009.823.802,00 63,49  

2.981.750.726,00 
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3) Hasil Pengelolaan  

Kekayaan Daerah  

yang  Dipisahkan 

8.110.451.501,00 8.110.451.501,00 100,00 8.381.091.920,37 

4) Lain-lain PAD yang  

Sah 

29.639.711.012,00 32.504.478.977,25 109,67 33.524.572.374,04 

 Jumlah 53.675.481.468,00 56.266.124.645,64 104,83 55.672.133.644,41 

Uraian lebih lanjut dari pendapatan asli daerah untuk tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 

I.A.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp13.641.370.365,39  Rp10.784.718.624,00 

 

Jumlah sebesar Rp13.641.370.365,39 merupakan realisasi penerimaan pajak 

daerah Tahun Anggaran 2021 dari target sebesar Rp12.759.960.715,00 atau 

106,91% dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp10.784.718.624,00 mengalami kenaikan sebesar 

Rp2.856.651.741,39 atau 26,49% dengan rincian sebagai berikut : 

 

Pendapatan Pajak Restoran sebesar Rp1.475.665.757,20 merupakan 

penerimaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.474.768.257,20 dan pajak 

restoran yang terdapat pada kas bendaharan pengeluaran per 31 Desember 

2021 yang disetor pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp897.500,00 telah 

diakui pendapatan pajak restoran pada Tahun Anggaran 2021. 

Hal-hal yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan pajak daerah adalah 

sebagai berikut: 

a) Pajak Hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena 

meningkatnya kunjungan tamu  dan penggunaan fasilitas hotel serta 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik dari Pemerintah maupun Non 

Pemerintah.  

  Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan Pajak Daerah Rp Rp  Rp 

1) Pajak Hotel 6.513.354.938,00 7.287.207.652,00 111,88 4.620.676.158,00 

2) Pajak Restoran 980.000.000,00 1.475.665.757,20 150,58 1.194.957.062,00 

3) Pajak Hiburan 500.000,00 4.177.250,00 835,45 2.560.500,00 

4) Pajak Reklame 40.000.000,00 48.573.968,00 121,43 29.662.163,00 

5) Pajak Penerangan  Jalan  1.800.000.000,00 1.954.488.655,00 108,58 1.830.511.902,00 

6) 
Pajak Mineral bukan logam 

dan   batuan 
1.000.000.000,00 555.296.033,19 

55,53 
1.035.888.182,00 

7) 

Pajak Bumi dan 

bangunanPerdesaan dan 

Perkotaan 

1.026.105.777,00 720.014.210,00 

70,17 

688.321.507,00 

8) BPHTB 1.400.0000.000,00 1.595.946.840,00 114,00 1.382.141.150,00 

 Jumlah 12.759.960.715,00 13.641.370.365,39 106,91 10.784.718.624,00 
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b) Pajak Restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena 

meningkatnya pengguna jasa rumah makan, warung, tenda bakso dan 

makan minum dalam rangka kegiatan rapat/pelatihan. 

c) Pajak Hiburan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena 

meningkatnya penggunaan kolam renang cemara oleh warga 

masyarakat. 

d) Pajak Reklame mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

meningkatnya pemasangan iklan dari CV, Toko, rumah makan dan 

iklan tertentu lainnya di Kabupaten Sumba Barat. 

e) Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

karena adanya pemakaian pulsa listrik yang meningkat, pemasangan 

listrik baru dan pemasangan lampu jalan dalam kota waikabubak. 

f) Pajak Pengambilan mineral bukan logam dan batuan mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya penurunan 

penggunaan bahan baku bangunan seperti pasir, sirtu, tanah dan batu-

batuan oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan pembangunan fisik 

sesuai kontrak kerja. 

g) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya karena kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak sendiri ke Kas Daerah, aparat 

pemungut pajak belum optimal dalam melakukan penagihan dan 

rendahnya pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. 

h) BPHTB mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena 

meningkatnya pembelian tanah oleh investor dan pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan. 

I.A.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 

Pendapatan  Retribusi 

Daerah 

 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp2.009.823.802,00  Rp2.981.750.726,00 

 

Jumlah sebesar Rp2.009.823.802,00 merupakan realisasi penerimaan 

retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 dari target sebesar 

Rp3.165.358.240,00 atau 63,49% dan jika dibandingkan dengan realisasi 

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.981.750.726,00 mengalami penurunan 

sebesar Rp971.926.924,00 atau 32,60% dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 

Uraian 
Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 
% 

Realisasi 2020 

(Rp) 

Retribusi Jasa Umum 1.581.899.750,00 1.363.322.554,00 86,18 2.042.356.500,00 

Pelayanan Kesehatan 1.554.899.750,00 1.213.654.054,00 78,05 1.890.020.000,00 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 27.000.000,00 28.625.000,00 106,02 15.331.000,00 
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Uraian 
Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 
% 

Realisasi 2020 

(Rp) 

Umum 

Pelayanan Pasar 0,00 121.043.500,00 100,00 131.527.000,00 

Kesehatan Ternak 0,00 0,00 0,00 5.478.500,00 

Retribusi Jasa Usaha 1.526.338.490,00 582.738.600,00 38,18 735.607.300,00 

Pemakaian Kekayaan Daerah 1.111.567.990,00 445.611.600,00 40,09 555.051.300,00 

Pasar grosir dan/atau pertokoan 364.770.500,00 101.610.000,00 27,86 0,00 

Terminal 35.000.000,00 14.622.000,00 41,78 4.211.000,00 

Rumah Potong Hewan 10.000.000,00 9.650.000,00 96,50 13.700.000,00 

Penjualan Produksi Usaha Daerah 5.000.000,00 11.245.000,00 224,90 25.500.000,00 

KTP Ternak 0,00 0,00 0,00 48.825.000,00 

Jasa Pemakaian Traktor 0,00 0,00 0,00 36.270.000,00 

Jasa Alat dan Mesin Pertanian 0,00 0,00 0,00 52.050.000,00 

Retribusi Perizinan Tertentu 57.120.000,00 63.762.648,00 111,63 203.786.926,00 

Izin Mendirikan Bangunan 45.000.000,00 51.642.648,00 114,76 187.826.926,00 

Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.120.000,00 

12.120.000,00 100,00 15.960.000,00 

Jumlah 3.165.358.240,00 2.009.823.802,00 63,49 2.981.750.726,00 

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 terbagi dalam beberapa 

Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut: 

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Retribusi per OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020 

 

No OPD Anggaran      

Tahun 2021 (Rp) 

Realisasi       

Tahun 2021 (Rp) 

% Realisasi    

Tahun 2020 (Rp) 

1) Dinas Pendidikan 28.000.000,00 26.301.000,00 93,93 25.563.000,00 

2) Dinas Kesehatan 1.610.000.000,00 1.257.227.654,00 78,09 1.940.624.550,00 

3) Dinas PUPR 50.000.000,00 68.642.648,00 137,29 218.576.926,00 

4) Dinas Pangan 0,00 2.245.000,00  11.750.000,00 

5) Dinas Perhubungan 926.000.000,00 276.447.000,00 29,85 290.342.000,00 

6) 
Dinas Kelautan dan 

Perikanan 
26.000.000,00 51.000.000,00 

 

196,15 
0,00 

7) Dinas Pertanian 80.216.000,00 47.966.000,00 59,80 79.786.000,00 

8) Dinas Peternakan 16.795.750,00 14.980.000,00 89,19 90.839.500,00 

9) Dinas Perindag 364.770.500,00 222.653.500,00 61,04 271.327.000,00 

10) Bagian Ekonomi 0,00 0,00 0,00 15.960.000,00 

11) Setda 12.120.000,00 12.120.000,00 100,00 0,00 

12) BKAPD 51.455.990,00 30.241.000,00 58,77 36.981.750,00 

 Jumlah 3.165.358.240,00 2.009.823.802,00 63,49 2.981.750.726,00 
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Hal-hal yang mempengaruhi kenaikan/penurunan pendapatan retribusi 

adalah sebagai berikut: 

(a) Pelayanan Kesehatan mengalami penurunan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya karena berkurangnya kunjungan pasien rawat inap 

dan rawat jalan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.  

(b) Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum mengalami kenaikan dibandingkan 

tahun sebelumnya karena lokasi parkir kendaraan yang memadai dan 

petugas parkir yang profesional. 

(c) Pelayanan Pasar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena 

pemanfaatan  lokasi Pasar Weekarou belum optimal oleh karena 

sebagian penjual masih menggunakan pasar lama Kota Waikabubak. 

(d) Pelayanan Kesehatan Ternak mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya karena tidak ada  pelayanan  kesehatan hewan pada 

masyarakat. 

(e) Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya dan tidak mencapai target ditahun 2021 disebabkan karena: 

 Kurangnya kesadaran para pengelola Truk Mandaelu untuk 

melakukan penyetoran sesuai perjanjian kerjasama dengan Pihak 

Koperasi Suar Mandaelu dan terdapat beberapa truk yang rusak 

sehingga tidak dapat beroperasi lagi. 

 Masih terdapat tunggakan sewa rumah dinas, sewa ruko Jl. Ahmad 

Yani dan Ruko Padaeweta yang belum dilunasi. 

 Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium alat sendcond oleh 

pihak ketiga. 

(f) Rumah Potong Hewan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

disebabkan kurangnya jumlah pemanfaatan pemotongan hewan yang 

memanfaatkan RPH-R Waikabubak. 

(g) Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami penurunan karena adanya 

wabah penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang semua 

ternak babi yang ada di Breeding Center Kota Waikabubak dan 

Lamboya dimana penyakit ini merupakan penyakit baru yang memiliki 

tingkat Morbiditas dan Mortalitas 100% dan sampai dengan saat ini 

belum ada vaksin dan obat.  

(h) KTP Ternak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagai 

akibat dari berkurang mutasi masuknya  hewan  besar  di Kabupaten  

Sumba  Barat,  bekurangnya jumlah kelahiran ternak  pada  tahun  2021  

dan berkurangnya mutasi kepemilikan yang baru sehingga pergantian 

KTP ternak menurun. 

(i) Jasa Pemakaian Traktor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

karena pengalihan rekening kegiatan pengolahan lahan pertanian ke 

rekening pemakaian kekayaan daerah. 
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(j) Jasa Alat dan Mesin Pertanian mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya karena beberapa mesin pertanian mengalami kerusakan 

sehingga tidak dapat melayani permintaan masyarakat. 

(k) Izin Mendirikan Bangunan mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya karena pelayanan perizinan menggunakan sistem online 

dan masyarakat yang membangunan gedung/rumah baru berkurang. 

(l) Izin tempat penjualan minuman beralkohol mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnya karena berkurangnya Pengelola Hotel yang 

membayar Izin tempat penjualan minuman beralkohol diakibatkan 

menurunnya pengunjung/tamu hotel. 

I.A.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 

daerah yang Dipisahkan 

 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp8.110.451.501,00  Rp8.381.091.920,37 

    

Jumlah sebesar Rp8.110.451.501,00 merupakan realisasi penerimaan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 atau 

100% dari target sebesar Rp8.110.451.501,00 dan jika dibandingkan dengan 

realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.381.091.920,37 mengalami 

penurunan sebesar Rp270.640.419.37 atau 3,23% untuk lebih jelasnya dapat 

diinformasikan bahwa Bagian Laba Bank NTT mengalami penurunan 

sebesar 3,23% disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2021 rentabilitas 

PT. Bank NTT menurun dan PD Sumbar Dharma tidak ada lagi kegiatan 

operasional yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 sehingga tidak 

ada penyetoran. 

Tabel 4 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 

2021 dan Tahun 2020 

Uraian Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 

% Realisasi 2020 

(Rp) 

Bagian Laba PD. Sumbar 

Dharma 

0,00 0,00 - 0,00 

Bagian Laba Bank NTT 

 

8.110.451.501,00 8.110.451.501,00 100 8.381.091.920,37 

Jumlah 8.110.451.501,00 8.110.451.501,00 100 8.381.091.920,37 

 

I.A.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah 

Lain-Lain PAD yang Sah 
Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp32.504.478.977,25  Rp33.524.572.374,04 

 

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 

Rp32.504.478.977,25 dari target sebesar Rp29.639.711.012,00 atau 

109,67% dan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp33.524.572.374,04 mengalami penurunan sebesar Rp1.020.093.396,79 

atau 3,04% dengan rincian sebagai berikut : 



 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat  

LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 
2021 
 

 
 

Catatan atas Laporan Keuangan 

 

44 

 

Tabel 5 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 

Tahun 2020 

Uraian Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 

% Realisasi 2020 

(Rp) 

Hasil Penjualan Aset daerah 

yang tidak dipisahkan 

10.000.000,00 12.320.000,00 123,20 154.712.000,00 

Hasil penjualan asset lainnya-

Aset Lain-lain 

10.000.000,00 12.320.000,00 123,20 154.712.000,00 

Hasil pemanfaatan BMD yang 

tidak dipisahkan 

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Hasil sewa BMD 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Penerimaan Jas Giro 406.935.640,00 786.693.304,06 192,74 1.333.045.280,66 

Jasa Giro Kas Daerah 250.000.000,00 685.946.681,40 274,38 1.196.564.789,02 

Jasa Giro pada Kas dibendahara 156.935.640,00 98.389.304,50 62,69 60.324.473,94 

Jasa Giro BOS 0,00 2.357.318,16 100,00 76.156.017,70 

Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah 

636.961.199,00 932.483.163,80 146,40 564.750.724,61 

Tuntutan ganti kerugian daerah 

terhadap bendahara 

636.961.199,00 932.483.163,80 146,40 564.750.724,61 

Penerimaan komisi, potongan, 

atau bentuk lain 

0,00 8.199.556,00 100,00 0,00 

Penerimaan komisi, potongan, 

atau bentuk lain 

0,00 8.199.556,00 100,00 0,00 

Denda atas  Keterlambatan  

pelaksanaan Pekerjaan 

286.421.356,00 312.413.069,78 109,07 39.862.001,00 

Denda atas keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan 

286.421.356,00 312.413.069,78 109,07 39.862.001,00 

Pendapatan Denda Pajak 20.048.561,00 26.763.984,12 133,50 18.561.853,90 

Denda Pajak Hotel 10.015.460,00 7.432.952,64 74,21 10.106.537,90 

Denda Pajak Restoran 5.000.000,00 6.520.460,00 130,41 4.968.180,00 

Denda Pajak Reklame 622.317,00 1.801.284,00 289,45 0,00 

Denda Pajak Hiburan 0,00 25.000,00 100,00 4.000,00 

Denda PBB Perdesaan dan 

Perkotaan 

4.410.784,00 10.984.287,48 249,03 3.483.136,00 

Pendapatan Denda Retribusi 985.920,00 1.440.960,00 146,15 1.383.000,00 

Denda Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah 

985.920,00 1.440.960,00 146,15 1.383.000,00 

Pendapatan Hasil Eksekusi 

atas Jaminan 

0,00 0,00  39.699.279,00 

Hasil Eksekusi atas Jaminan 

Pengadaan barang dan jasa 

0,00 0,00  39.699.279,00 
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Uraian Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 

% Realisasi 2020 

(Rp) 

Pendapatan dari 

Pengembalian 

31.897.584,00 238.919.599,00 749,02 66.241.879,20 

Pengembalian kelebihan 

pembayaran Gaji dan Tunjangan 

31.897.584,00 52.593.300,00 164,88 41.090.050,00 

Pengembalian kelehiban 

perjalanan dinas biasa 

0,00 186.326.299,00 100,00 0,00 

Pendapatan dari Dana 

Kapitasi  

6.234.460.752,00 5.979.059.175,00 95,90 6.465.670.400,00 

Dana Kapitasi JKN dari BPJS 

Kesehatan 

6.234.460.752,00 5.979.059.175,00 95.90 6.465.670.400,00 

Penerimaan BLUD 22.000.000.000,00 24.206.186.165,49 110,03 24.829.195.155,67 

JUMLAH 29.639.711.012,00 32.504.478.977,25 109,67 33.524.572.374,04 

 

Hal-hal yang menyebabkan  kenaikan/penurunan Lain-lain PAD yang sah 

adalah : 

(a) Penerimaan Hasil penjualan asset lainnya-Aset lain-lain  jika 

dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya mengalami 

penurunan disebabkan karena berkurangnya hasil bumi yang diperjual 

belikan antar pulau dan penjualan minuman beralkohol. 

(b) Penerimaan Jasa Giro mengalami penurunan karena sangat tergantung 

pada suku bunga giro yang ditetapkan oleh bank, banyaknya uang yang 

disimpan di Bank dan telah dilakukan pemindahbukuan ke Rekening 

Umum Kas Daerah setiap hari kerja berdasarkan perjanjian Kerjasama 

antara PT Bank NTT dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba 

Barat.  

(c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya karena telah optimal melakukan penagihan dan penyetoran 

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas temuan BPK, BPKP, 

Inspektorat Provinsi dan  Kabupaten.  

(d) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain disebabkan karena 

kelebihan stor/ kelebihan bayar sisa UP/GU/TU/LS oleh bendahara 

pengeluaran, kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah 

oleh wajib pajak. 

(e) Denda Atas Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan mengalami kenaikan 

karena pihak ketiga telah melakukan penyetoran denda keterlambatan 

pada tahun sebelumnya. 

(f) Pendapatan denda pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya  

karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah 

tepat waktu. 
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(g) Pendapatan Denda Retribusi mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya  karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar 

retribusi daerah tepat waktu. 

(h) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan barang dan jasa 

tidak terdapat realisasi penerimaan karena bersifat insidentil yang 

disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerjasama Pihak Ketiga yang 

disetor lewat PT JAMKRINDO. 

(i) Pendapatan dari pengembalian mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya karena kelengkapan administrasi untuk pembayaran gaji 

kepada ASN yang telah pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke 

Kabupaten/Provinsi lain belum disampaikan tepat waktu. 

(j) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas 

biasa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya 

penyetoran sisa belanja LS tahun anggaran 2020 yang disetor pada 

tahun anggaran 2021. 

(k) Penerimaan Dana Kapitasi JKN mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya disebabkan karena berkurangnya ketersediaan tenaga 

kesehatan dan pelayanan kesehatan ditingkat Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama. 

(l) Pendapatan BLUD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

disebabkan karena berkurangnya pasien yang berobat ke Rumah Sakit 

Umum Daerah Waikabubak baik rawat jalan maupun rawat inap. 

I.A.2 Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer 
 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp629.704.863.809,00  Rp611.581.621.686,41 

 

Jumlah  sebesar Rp629.704.863.809,00 merupakan  realisasi pendapatan 

transfer Tahun Anggaran 2021 dari target sebesar Rp639.101.703.705,00 atau 

98,53% dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp611.581.621.686,41 mengalami kenaikan sebesar 

Rp18.123.242.122,59 atau 2,96% dengan rincian sebagai berikut  :  

Tabel 6 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2020 

No Uraian 
Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 
% 

 

Realisasi 2020 

(Rp) 

A.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-

Dana Perimbangan: 
616.840.967.273,00 528.661.041.010,00 99,94 505.772.133.477,00 

A.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak 6.092.599.557,00 9.984.373.630,00 163,88 5.917.010.279,00 

 Bagi Hasil dari PBB sektor 

pertambangan 
0,00 0,00 0,00 3.376.099.929,00 

 Bagi Hasil dari PBB sektor 

perkebunan 
0,00 0,00 0,00 19.184.716,00 

 Bagi Hasil dari PBB sektor 

perhutanan 
0,00 0,00 0,00 10.311.200,00 
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No Uraian 
Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 
% 

 

Realisasi 2020 

(Rp) 

 Bagi Hasil dari PPh 2.025.681.000,00 2.684.476.012,00 132,52 2.503.933.019,00 

 Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau 
0,00 19.264.032,00 100 7.481.415,00 

 Bagi Hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan 

4.066.918.557,00 7.280.633.586,00 179,02 0,00 

      

A.2.1.b Dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam 

1.266.249.375,00 1.916.105.906,00 149,73 892.550.071,00 

 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber 

Daya Hutan 

3.878.000,00 4.436.050,00 114,39 1.651.900,00 

 Bagi Hasil Dari Pungutan 

Pengusahaan Perikanan 

1.128.319.000,00 1.674.500.150,00 148,41 788.276.289,00 

 Bagi Hasil dari Pertambangan 

Panas Bumi 

134.052.375,00 217.009.383,00 161,88 101.342.169,00 

 Bagi Hasil dari Energi 

Terbarukan 

0.00 0.00 0,00 1.279.713,00 

 Bagi Hasil SDA Mineral dan 

Batubara – Royalti 

0,00 20.160.323,00 100 0,00 

      

A.2.1.c Dana Alokasi Umum 373.358.635.000,00 373.154.810.990,00 99,95 377.323.812.000,00 

      

A.2.1.d Dana Alokasi Khusus Reguler 148.337.016.341,00 143.605.750.484,00 100,00 121.638.761.127,00 

 DAK Bidang Pendidikan 23.941.443.737,00 23.941.443.737,00 100,00 16.015.546.000,00 

 -  SD 21.245.049.642,00 21.245.049.642,00 100,00 0,00 

 - SMP 2.696.394.095,00 2.696.394.095,00 100,00 0,00 

 DAK Bidang Kesehatan 51.949.141.029,00 51.949.141.028,00 100,00 19.898.134.137,00 

 - Pelayanan Kesehatan Dasar 10.389.168.423,00 10.389.168.422,00 100,00 0,00 

 - Pelayanan Kesehatan Rujukan 32.846.717.673,00 32.846.717.673,00 100,00 0,00 

 - Pelayanan Kefarmasian 4.376.371.915,00 4.376.371.915,00 100,00 0,00 

 - KB 4.336.883.018,00 4.336.883.018,00 100,00 0,00 

 
DAK Perumahan dan 

Permukiman 

1.250.776.000,00 1.250.776.000,00 100,00 0,00 

 DAK Bidang Jalan 8.464.449.330,00 8.464.449.329,00 100,00 0,00 

 
DAK Bidang Infra Struktur 

Sanitasi 

0,00 0,00 0,00 1.125.000.000,00 

 DAK Penugasan 29.459.680.625,00 29.425.545.622,00 99,88 9.325.241.500,00 

 
DAK Bidang Kesehatan - 
Penguatan Intervensi Stunting 

349.096.000,00 349.096.000,00 100,00 1.918.527.500,00 

 DAK Bidang Sanitasi 9.500.061.000,00 9.500.061.000,00 100,00 2.271.399.000,00 

 DAK Bidang Pertanian 0,00 0,00 0,00 1.935.875.000,00 

 
DAK Bidang Kelautan dan 

Perikanan 

1.159.675.000,00 1.159.675.000,00 100,00 1.471.440.000,00 

 DAK Bidang Jalan 7.151.472.820,00 7.151.462.822,00 99,99 0,00 

 DAK Bidang Irigasi 1.942.875.905,00 1.912.325.904,00 98,43 1.728.000.000,00 

 DAK Bidang Air Minum 9.356.499.900,00 9.352.924.896,00 99,96 0,00 

 DAK Afirmasi 6.722.037.747,00 6.722.017.744,00 100,00 46.095.028.690,00 

 
DAK Bidang Transportasi 

Perdesaan 
6.722.037.747,00 6.722.017.744,00 100,00 0,00 

 DAK Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 2.269.740.000,00 

 DAK Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 34.080.694.247,00 

 DAK Bidang Sanitasi 0,00 0,00 0,00 3.054.100.000,00 

 
DAK Bidang Perumahan dan 

Permukiman 
0,00 0,00 0,00 2.373.361.000,00 
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No Uraian 
Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 2021 

(Rp) 
% 

 

Realisasi 2020 

(Rp) 

 
DAK Bidang Transportasi 
Perdesaan 

0,00 0,00 0,00 4.317.133.443,00 

 DAK NON FISIK 26.549.487.873,00 21.852.377.024,00 82,31 29.179.810.800,00 

 Bantuan Operasional KB 2.321.609.000,00 2.050.828.200,00 88,34 1.942.322.000,00 

 Bantuan Operasional Kesehatan 5.242.682.873,00 3.294.367.739,00 62,84 9.605.868.000,00 

 
Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

1.787.251.000,00 1.770.213.450,00 
99,05 548.901.300,00 

 BOP Pendidikan Kesetaraan 468.200.000,00 92.650.000,00 19,79 230.550.000,00 

 TPG PNSD 10.917.517.000,00 10.258.794.635,00 93,97 9.520.940.000,00 

 Tamsil Guru PNSD 441.000.000,00 441.000.000,00 100,00 1.163.295.000,00 

 Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,00 0,00 0,00 261.306.500,00 

 BOP PAUD 3.394.200.000,00 3.330.300.000,00 98,12 3.192.300.000,00 

 Tunjangan Khusus Guru 0,00 0,00 0,00 2.714.328.000,00 

 
BOKKB-Pengawasan obat dan 
makanan 

234.555.000,00 0,00 0,00 0,00 

 BOKKB-Akreditasi Puskesmas 377.537.000,00 0,00 0,00 0,00 

 BOKKB-Jaminan Persalinan 750.713.000,00 0,00 0,00 0,00 

 PK2UKM 222.000.000,00 222.000.000,00 100,00 0,00 

 Dana bantuan BLPS 392.223.000,00 392.223.000,00 100,00 0,00 

      

A.2.2 
Transfer Pemerintah Pusat-

Lainnya 87.786.467.000,00 87.786.467.000,00 100,00 90.786.467.000,00 

A.2.2.a Dana Keistimewaan 87.786.467.000,00 87.786.467.000,00 100,00 87.786.467.000,00 

 Dana Desa 87.786.467.000,00 87.786.467.000,00 100,00 87.786.467.000,00 

A.2.2.b Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 

 Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 

A.2.3 
Transfer Pemerintah Daerah 

Lainnya 
22.260.736.432,00 13.257.355.799,00 59,55 15.023.021.209,41 

A.2.3.a Pendapatan Bagi Hasil Pajak   22.260.736.432,00 13.257.355.799,00 59,55 15.023.021.209,41 

 Bagi Hasil dari PKB 5.983.181.448,00 1.948.558.219,00 32,57 1.493.335.853,00 

 Bagi Hasil dari BBN-KB 3.783.924.343,00 931.324.042,00 24,61 1.525.426.804,00 

 Bagi Hasil dari PBB-KB 8.910.566.523,00 2.390.614.480,00 26,83 3.645.145.328,00 

 

Bagi Hasil dari Pajak 

Pengambilan dan Pemanfaatan 

Air Permukaan 

5.501.497,00 1.865.133,00 33,90 4.056.452,41 

 Bagi Hasil Pajak Rokok 3.577.562.621,00 7.984.993.925,00 223,20 8.355.056.772,00 

 

 

 

JUMLAH TOTAL 

 

639.101.703.705,00 

 

629.704.863.809,00 

 

98,53 

 

611.581.621.686,41 

 

I.A.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah 

Lain-Lain Pendapatan 

yang Sah 

 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp22.594.736.250,00  Rp53.188.739.282,20 

 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah realisasi sebesar Rp22.594.736.250,00 dari 

target sebesar Rp23.496.237.250,00 atau 96,16% dan jika dibandingkan 

dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 

Rp30.594.003.032.20 atau 57,52%. Realisasi sebesar Rp22.594.736.250 

terdiri dari: 
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1. Pendapatan Hibah sebesar Rp266.922.000,00. yaitu :  

a. Pendapatan Hibah CSR Penerangan Jalan Umum PLTD Sumba Barat 

dari PT Bank NTT sebesar Rp256.900.000,00  

b. Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis sebesar Rp10.022.000,00 terdiri dari 

PT Timor Mitra Niaga sebesar Rp9.272.000,00 Rudi Hartono sebesar 

Rp600.000,00 dan Rony Rusdiono sebesar Rp150.000,00. 

2. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan sebesar Rp22.327.814.250,00 terdiri dari Pendapatan Hibah 

BOS sebesar Rp19.202.457.000,00 dan Pendapatan atas pengembalian 

Hibah sebesar Rp3.125.357.250,00. 

Realisasi Pendapatan Hibah BOS sebesar Rp19.202.457.000,00 dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pendapatan Hibah BOS SD sebesar Rp10.479.269.000,00 yang 

terdiri dari BOS Reguler SD sebesar Rp10.219.269.000,00; BOS 

Afirmasi SD sebesar Rp180.000.000,00; BOS Kinerja SD sebesar 

Rp80.000.000,00;  

b. Pendapatan Hiban BOS SMP sebesar Rp8.723.188.000,00, terdiri 

dari BOS Reguler SMP sebesar Rp8.683.188.000,00 dan BOS 

Kinerja SMP sebesar Rp40.000.000,00  

Realisasi Pendapatan atas pengembalian Hibah sebesar 

Rp3.125.357.250,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengembalian Hibah dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebesar 

Rp275.931.849,00 

b. Pengembalian Hibah dari KPU Kabupaten Sumba Barat sebesar 

Rp2.849.425.401,00 

Tabel 7 Lain-lain PAD yang sah 

No Uraian Anggaran 2021 

(Rp) 
Realisasi 2021 

(Rp) 

% Realisasi 2020 

(Rp) 

A.3.1 Pendapatan Hibah 279.780.000,00 266.922.000,00 95,40 2.776.430.000,00 

 Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah 

0,00 0,00 0,00 2.776.430.000,00 

 - Pendapatan Hibah CSR 256.900.000,00 256.900.000,00 100 0,00 

 - Sumbangan Pihak 

Ketiga 

22.880.000,00 10.022.000,00 43,80 0,00 

A.3.2 Pendapatan Lainnya 23.216.457.250,00 22.327.814.250,00 96,17 28.376.209.634,00 

 Pendapatan HIBAH 

Dana Bos 

20.091.100.000,00 19.202.457.000,00 95,58 22.036.099.648,20 

 -  BOS SD 10.867.500.000,00 10.479.269.000,00 96,43 11.803.943.662,73 

 -  BOS SMP 9.233.600.000,00 8.723.188.000,00 94,47 10.232.155.985,47 
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No Uraian Anggaran 2021 

(Rp) 
Realisasi 2021 

(Rp) 

% Realisasi 2020 

(Rp) 

 Pendapatan atas 

pengembalian Hibah 

3.125.357.250,00 3.125.357.250,00 100,00 0,00 

 - BAWASLU 275.931.849,00 275.931.849,00 100,00 0,00 

 - KPUD 2.849.425.401,00 2.849.425.401,00 100,00 0,00 

 JUMLAH 23.496.237.250,00 22.594.736.250,00 96,16 53.188.739.282,20 

 

I.B BELANJA 

Belanja 
Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp673.098.647.861,79  Rp727.720.587.411,78 
 

Realisasi belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp673.098.647.861,79 atau 93,02% dari  anggaran sebesar Rp714.186.258.032,00 

dan jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp727.720.587.411,78 mengalami penurunan sebesar 

Rp54.621.939.549,99 atau 7,51%. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2021 antara 

lain sebagai berikut: 
  Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Daerah Rp Rp  Rp 

1 Belanja Operasi 461.084.131.634,00 427.275.757.527,91 92,67 449.818.965.620,28 

2 Belanja Modal 121.082.520.939,00 116.870.828.529,88 96,52 141.940.433.703,50 

3 Belanja Tidak Terduga 6.203.291.459,00 3.140.747.846,00 50,63 8.981.419.591,00 

4 Belanja Transfer 125.816.314.000,00 125.811.313.958,00 100,00 126.979.768.497,00 

 Jumlah 714.186.258.032,00 673.098.647.861,79 94,25 727.720.587.411,78 

 

Rincian realisasi belanja per komponen sebagai berikut : 

I.B.1 Belanja Operasi 

Belanja  Operasi 
Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp427.275.757.527,91  Rp449.818.965.620,28 

Jumlah sebesar Rp427.275.757.527,91 merupakan realisasi belanja operasi 

Tahun Anggaran 2021 dari anggaran sebesar Rp461.084.131.634,00 atau 

92,67%, terdiri dari:  
Tabel  10  Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 

N 

O 

 

URAIAN 

 

ANGGARAN 

 

REALISASI APBD 

 

REALISASI BOS 

 

REALISASI BLUD 

 

REALISASI 

JKN 

TOTAL 

REALISASI 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Belanja 

Pegawai 
186.813.544.347,00 172.952.119.200,00 2.523.256.544,00 1.754.980.000,00 0 177.230.355.744,00 94,87 

2. Belanja 

Barang 
268.378.837.287,00 205.948.703.880,91 12.784.308.230,00 20.355.177.954,00 5.584.896.491,00 244.673.086.555,91 91,17 
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dan Jasa 

3. Belanja 

Hibah 
5.725.750.000,00 5.245.915.228,00 0 0 0 5.245.915.228,00 91,62 

4. Belanja 

Bantuan 

Sosial 

166.000.000,00 126.400.000,00 0 0 0 126.400.000,00 76,14 

 Jumlah 

Total 
461.084.131.634,00 384.273.138.308,91 15.307.564.774,00 1.754.980.000,00 5.584.896.491,00 427.275.757.527,91 92,67 

 

Uraian lebih lanjut dari masing-masing belanja tersebut adalah sebagai 

berikut: 

I.B.1.1. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp177.230.355.744,00  Rp266.058.718.006,00 

Realiasi Belanja Pegawai sebesar Rp177.236.506.744,00 dengan rincian 

sebagai berikut: 
1 Dinas Pendidikan 62.611.726.859,00 

2 Dinas Kesehatan 16.908.730.507,00 

  Puskesmas Puuweri 7.600.000,00 

  Puskesmas Tanarara 7.500.000,00 

  Puskesmas Lahihuruk 9.000.000,00 

  Puskesmas Kabukarudi 9.000.000,00 

  Puskesmas Malata 9.000.000,00 

  Puskesmas Weekarou 9.000.000,00 

  Puskesmas Kareka Nduku 9.000.000,00 

  Puskesmas Padediwatu 9.000.000,00 

  Puskesmas Gaura 9.000.000,00 

  Puskesmas Lolowano 9.000.000,00 

3 RSUD Waikabubak 12.185.723.851,00 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.206.232.371,00 

5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.603.936.191,00 

6 Satuan Polisi Pamong Praja 1.938.482.178,00 

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.227.516.550,00 

8 Dinas Sosial 1.616.086.419,00 

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

1.368.403.009,00 

10 Dinas Pangan 1.468.257.525,00 

11 Dinas Pertanahan 755.255.357,00 

12 Dinas Lingkungan Hidup 1.429.936.254,00 

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.332.276.129,00 

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.672.257.666,00 

15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.357.928.370,00 

16 Dinas Perhubungan 1.667.242.638,00 

17 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan 

Statistik 

1.446.514.036,00 

18 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1.050.262.485,00 

19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

1.404.379.925,00 

20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.135.077.116,00 

21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.442.423.295,00 
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22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 916.873.173,00 

23 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.476.475.416,00 

24 Dinas Pertanian 5.800.096.861,00 

25 Dinas Peternakan 2.246.254.266,00 

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.457.950.262,00 

27 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.419.537.367,00 

28 Setda 0,00 

  Bagian Pembangunan 12.550.000,00 

  Bagian Organisasi 9.000.000,00 

  Bagian Hukum 8.400.000,00 

  Bagian Ekonomi 14.995.000,00 

  Bagian Umum 7.275.274.045,00 

  Bagian Tata Pemerintahan 9.000.000,00 

  Bagian Kesejahteraan Rakyat 10.350.000,00 

  Bagian Humas dan Protokol 10.200.000,00 

  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 268.100.000,00 

  Bagian ESDM dan Kehutanan 8.400.000,00 

29 Inspektorat Kabupaten 1.785.731.536,00 

30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.607.280.608,00 

31 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah 2.425.967.102,00 

32 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.786.464.092,00 

33 Badan Penelitian dan Pengembangan 1.310.443.471,00 

34 Sekretariat DPRD 12.963.188.273,00 

35 Kecamatan Loli 2.934.711.477,00 

  Kelurahan Weekarou 7.800.000,00 

  Kelurahan Sobawawi 7.800.000,00 

  Kelurahan Diratana 8.400.000,00 

  Kelurahan Lodapare 8.625.000,00 

  Kelurahan Weedabo 8.400.000,00 

36 Kecamatan Kota Waikabubak 3.327.745.213,00 

  Kelurahan Kampung Sawah 8.900.000,00 

  Kelurahan Kampung Baru 5.800.000,00 

  Kelurahan Komerda 8.400.000,00 

  Kelurahan Maliti 8.400.000,00 

  Kelurahan Wailiang 8.400.000,00 

  Kelurahan Padaeweta 11.460.000,00 

37 Kecamatan Wanokaka 813.158.431,00 

38 Kecamatan Lamboya 1.227.286.254,00 

39 Kecamatan Laboya Barat 841.089.464,00 

40 Kecamatan Tana Righu 1.095.167.219,00 

41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.160.532.483,00 

  

Jumlah 177.230.355.744,00 

 

Jumlah sebesar Rp177.230.355.744,00 merupakan realisasi belanja 

pegawai atau 94,87% dari anggaran sebesar Rp186.813.544.347,00 dan 

jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp266.058.718.006,00 mengalami penurunan sebesar 
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Rp88.828.362.262,00 atau 33,39%, hal ini disebabkan karena adanya 

perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diganti dengan 

Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Rincian belanja pegawai sebagai berikut : 

Tabel 8 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 

 

Uraian 

Anggaran  

Tahun 2021 

(Rp.) 

Realisasi 

Tahun 2021 

(Rp.) 

 

% 

Realisasi 

Tahun 2020 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 

Gaji dan Tunjangan 154.721.308.358,00 147.983.679.002,00 95,65 163.937.324.176,00 

Gaji dan Tunjangan DPRD 11.312.993.624,00 11.081.342.526,00 97,95 3.501.000.000,00 

Insentif  Pemungutan 

Pajak Daerah 

 

0,00 

0,00 0,00 483.262.000,00 

Insentif  Pemungutan 

Retribusi Daerah 

0,00 0,00 0,00 46.502.800,00 

Uang  Lembur 0,00 0,00 0,00 1.156.437.500,00 

Honorarium  PNS 0,00 0,00 0,00 22.416.762.250,00 

Honorarium  Non PNS 0,00 0,00 0,00 68.820.062.600,00 

Tambahan penghasilan 

berdasarkan per timbangan 

obyektif lainnya ASN  

14.387.696.915,00 13.184.726.700,00 91,64 0,00 

Belanja gaji dan tunjangan 

Kdh/WKDH 

186.813.570,00 133.970.972,00 71,71 0,00 

Belanja penerimaan 

lainnya Pimpinan DPRD 

serta KDH/WKDH 

615.600.000,00 568.400.000,00 92,33 0,00 

Belanja pegawai BLUD 2.893.383.380,00 1.754.980.000,00 60,65 3.126.620.180,00 

Belanja pegawai BOS 2.695.748.500,00 2.523.256.544,00 93,60 2.570.746.500,00 

Jumlah 186.813.544.347,00 177.230.355.744,00 94,87 266.058.718.006,00 

 

I.B.1.2. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp244.673.086.555,91  Rp147.918.774.175,25 

 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp244.673.086.555,91 dengan 

rincian sebagai berikut: 
1 Dinas Pendidikan 52.493.027.778,00 

2 Dinas Kesehatan 22.288.480.095,00 

  Puskesmas Puuweri 1.685.752.672,00 

  Puskesmas Tanarara 785.057.636,00 

  Puskesmas Lahihuruk 992.424.341,00 

  Puskesmas Kabukarudi 1.483.420.391,00 

  Puskesmas Malata 1.176.805.474,00 
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  Puskesmas Weekarou 1.422.021.843,00 

  Puskesmas Kareka Nduku 759.181.640,00 

  Puskesmas Padediwatu 781.299.125,00 

  Puskesmas Gaura 948.463.895,00 

  Puskesmas Lolowano 645.888.098,00 

3 RSUD Waikabubak 39.135.644.023,00 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.385.623.409,82 

5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.750.458.800,00 

6 Satuan Polisi Pamong Praja 4.249.891.925,00 

7 Badan Penangulangan Bencana Daerah 2.765.216.964,00 

8 Dinas Sosial 3.550.928.600,00 

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.204.221.479,00 

10 Dinas Pangan 1.054.789.300,00 

11 Dinas Pertanahan 664.729.501,00 

12 Dinas Lingkungan Hidup 2.982.885.400,00 

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.212.715.678,00 

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.002.531.284,00 

15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.831.067.800,00 

16 Dinas Perhubungan 1.768.685.525,00 

17 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 1.000.571.530,00 

18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.204.457.829,00 

19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.552.462.937,00 

20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2.000.956.400,00 

21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.170.222.209,00 

22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 603.512.650,00 

23 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.881.033.341,00 

24 Dinas Pertanian 1.746.696.958,00 

25 Dinas Peternakan 2.211.434.031,00 

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.317.421.893,00 

27 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2.435.862.543,09 

28 Setda 0,00 

  Bagian Pembangunan 978.049.924,00 

  Bagian Organisasi 918.541.710,00 

  Bagian Hukum 892.607.874,00 

  Bagian Ekonomi 540.292.658,00 

  Bagian Umum 7.091.632.205,00 

  Bagian Tata Pemerintahan 1.784.663.226,00 

  Bagian Kesejahteraan Rakyat 747.013.405,00 

  Bagian Humas dan Protokol 2.971.105.620,00 

  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 345.585.081,00 

  Bagian ESDM dan Kehutanan 762.903.447,00 

29 Inspektorat Kabupaten 2.285.210.128,00 

30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.272.933.250,00 

31 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah 4.704.915.001,00 

32 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 8.457.824.412,00 

33 Badan Penelitian dan Pengembangan 929.517.590,00 

34 Sekretariat DPRD 7.009.624.027,00 

35 Kecamatan Loli 1.107.674.039,00 

  Kelurahan Weekarou 521.891.700,00 

  Kelurahan Sobawawi 605.644.500,00 
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  Kelurahan Diratana 522.056.878,00 

  Kelurahan Lodapare 542.513.600,00 

  Kelurahan Weedabo 589.689.100,00 

36 Kecamatan Kota Waikabubak 804.450.600,00 

  Kelurahan Kampung Sawah 500.332.416,00 

  Kelurahan Kampung Baru 579.442.313,00 

  Kelurahan Komerda 437.068.050,00 

  Kelurahan Maliti 339.627.025,00 

  Kelurahan Wailiang 356.018.000,00 

  Kelurahan Padaeweta 490.778.313,00 

37 Kecamatan Wanokaka 1.028.403.450,00 

38 Kecamatan Lamboya 1.017.771.200,00 

39 Kecamatan Laboya Barat 620.408.700,00 

40 Kecamatan Tana Righu 967.839.550,00 

41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 803.212.566,00 

 Jumlah 244.673.086.555,91 

 

Jumlah sebesar Rp244.673.086.555,91 merupakan realisasi belanja barang 

dan jasa Tahun Anggaran 2021 atau 91,17% dari anggaran sebesar 

Rp268.378.837.287,00 mengalami kenaikan sebesar Rp96.754.312.380,66 

atau 65,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp147.918.774.175,25, hal ini disebabkan karena adanya perubahan 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diganti dengan 

Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Rincian belanja barang jasa sebagai berikut: 

Tabel 9 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Bahan Pakai Habis 62.969.474.974,00 53.665.431.899,09 85,25 4.637.128.486,00 

Belanja Barang tak pakai habis 21.895.800,00 3.161.700,00 14,44 5.779.545.221,20 

Belanja Jasa Kantor 104.547.624.936,00 99.540.206.839,00 95,21 15.828.344.731,00 

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.872.129.509,00 12.786.692.240,00 85,98 12.425.369.156,00 

Belanja sewa tanah 7.200.000,00 7.200.000,00 100 0,00 

Belanja sewa peralatan & mesin 315.925.000,00 277.485.000,00 87,83 0,00 

Belanja sewa Gedung dan 

bangunan 

128.439.600,00 88.350.000,00 68,79 0,00 

Belanja jasa konsultansi 

konstruksi 

1.511.220.000,00 899.646.600,00 59,53 0,00 

Belanja jasa konsultansi non 

konstruksi 

589.000.000,00 550.000.000,00 93,38 0,00 
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Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja beasiswa Pendidikan 

PNS 

2.922.400.000,00 2.375.200.000,00 81,28 0,00 

Belanja kursus singkat/pelatihan 1.785.613.000,00 1.775.009.900,00 99,41 0,00 

Belanja insentif bagi pegawai 

Non ASN atas pemungutan 

pajak daerah 

 

102.548.000,00 

 

69.004.000,00 

 

67,29 

 

0,00 

Belanja Perawatan kendaraan 

bermotor 

0,00 0,00 0 3.337.978.480,00 

Belanja Cetak dan Penggandan 0,00 0,00 0 2.688.224.628,00 

Belanja Sewa Rumah/ 

Gedung/Gudang 

0,00 0,00 0 71.500.000,00 

Belanja sewa sarana Mobilitas 0,00 0,00 0 122.545.000,00 

Belanja Sewa alat Berat 0,00 0,00 0 0,00 

Belanja sewa perlengkapan dan 

peralatan kantor 

0,00 0,00 0 117.800.000,00 

Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0 7.514.160.225,00 

Belanja Pakaian Dinas dan 

Atributnya 

0,00 0,00 0 784.880.500,00 

Belanja pakaian kerja 0,00 0,00 0 41.426.000,00 

Belanja pakaian khusus dan 

hari-hari tertentu 

0,00 0,00 0 814.781.759,00 

Belanja Perjalanan Dinas 35.888.659.197,00 31.183.389.793,00 86,89 21.040.980.403,00 

Belanja Pemeliharaan 3.462.908.488,00 2.871.342.685,82 82,92 1.351.838.342,97 

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 0 1.757.223.700,00 

Belanja uang/jasa untuk 

diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat 

 

5.775.882.100,00 
 

5.441.479.715,00 

 

94,21 

 

24.808.916.476,25 

Belanja beasiswa Pendidikan 

PNS 

0,00 0,00 0 3.381.100.000,00 

Belanja kursus,pelatihan, 

sosialisasi dan bimtek 

0,00 0,00 0 1260.802.636,00 

Uang untuk diberikan kepada 

pihak ketiga/ masyarakat 

0,00 0,00 0 3.923.658.400,00 

Belanja Barang dan Jasa BOS 14.786.467.463,00 12.784.308.230,00 86,46 14.157.916.068,83 

Belanja yang bersumber dari 

Dana Kapitasi  JKN 

0,00 0,00 0 194.688.400,00 

Belanja Sarana dan Prasarana 

Tanggap Darurat 

0,00 0,00 0 162.552.000,00 

Belanja Perawatan dan 

Pengobatan 

0,00 0,00 0 0,00 
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Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Bahan Pokok 0,00 0,00 0 313.712.500,00 

Belanja Barang dan Jasa BLUD 18.691.449.220,00 20.355.177.954,00 108,90 21.401.701.062,00 

JUMLAH 268.378.837.287,00 244.673.086.555,91 91,17 147.918.774.175,25 

 

Belanja Barang dan Jasa BLUD melampaui dari pagu anggaran yang 

ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 disebabkan karena 

pembayaran hutang belanja Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan 

dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang didasarkan pada 

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 22.a Tahun 2020 tentang 

Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan 

Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Waikabubak Pasal 10 ayat (1) Prosentase ambang batas ditetapkan sebesar 

10%. 

 

I.B.1.3. Belanja Bunga 

Belanja Bunga 
Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp   0,00  Rp  0,00 

Tidak terdapat realisasi belanja bunga baik Tahun Anggaran 2021 maupun 

Tahun Anggaran 2020. 

 

I.B.1.4 Belanja Subsidi 

Belanja Subsidi 
Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp   0,00  Rp  0,00 

Tidak terdapat realisasi belanja subsidi baik Tahun Anggaran 2021 

maupun Tahun Anggaran 2020. 

 

I.B.1.5. Belanja Hibah 

Belanja Hibah Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp5.245.915.228,00  Rp35.100.073.439,03 

 

Jumlah sebesar Rp5.245.915.228,00 merupakan realisasi belanja Hibah 

Tahun Anggaran 2021 atau 91,62% dari anggaran sebesar 

Rp5.725.750.000,00 dan mengalami penurunan sebesar 

Rp29.854.158.211,03 atau 85,05% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp35.100.073.439,03 hal ini disebabkan karena hanya diberikan 

untuk: 
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 Alokasi belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

yaitu pengelola Dinas Pendidikan realisasi sebesar 

Rp3.413.400.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3.862.400.000,00 

dimanfaatkan untuk Belanja Operasional Lembaga PAUD dan Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat ; 

 Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumba Barat realisasi sebesar 

Rp600.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp600.000.000,00 

dimanfaatkan untuk bantuan keagamaan dan PMI;  

 Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

berbadan Hukum Indonesia realisasi sebesar Rp373.350.000,00 dari 

pagu anggaran sebesar Rp373.350.000,00 yaitu pengelola Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga; 

 Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan realisasi sebesar Rp190.000.000,00 dari pagu sebesar 

Rp190.000.000,00 terdiri dari : 

- Dinas Pangan realisasi sebesar Rp110.000.000,00 dari pagu 

anggaran sebesar Rp110.000.000,00 dan  

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata realisasi sebesar 

Rp80.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp80.000.000,00 

dimanfaatkan untuk Belanja bantuan Ritual Pasola.  

 Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik realisasi sebesar 

Rp669.165.228,00 dari pagu anggaran sebesar Rp700.000.000,00 

yaitu pengelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tabel 10 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 

No Uraian 

Anggaran Tahun 

2021 

(Rp) 

Realisasi   Tahun 

2021 

(Rp) 

Realisasi   Tahun  

2020 

(Rp) 

1 Hibah kepada Organisasi Pramuka 0,00 0,00 300.000.000,00 

2 Hibah kepada  KPUD 0,00 0,00 19.489.034.450,00 

3 Hibah kepada  Bawaslu 0,00 0,00 5.787.756.000,00 

4 Hibah kepada Badan/Lembaga/ 

Organisasi  Keagamaan 

0,00 0,00  

632.000.000,00 

5 Hibah kepada  Badan/Lembaga/ 

Organisasi   Non Pemerintah 

0,00 0,00  

1.942.882.989,03 

6 Hibah kepada Organisasi 

Kemasyarakatan 

0,00 0,00 0,00 

7 Hibah kepada  Badan/Lembaga/ 

Organisasi  Pendidikan 

0,00 0,00 

3.773.400.000,00 

8 Hibah kepada PMI 0,00 0,00 175.000.000,00 

9 Hibah kepada TNI dan Polri 0,00 0,00 3.000.000.000,00 

10 Hibah KONI 0,00 0,00 0,00 

11 Hibah kepada Pemerintah Daerah 

Lainnya 4.462.400.000,00 4.013.400.000,00 0,00 

12 Hibah kepada Badan dan Lembaga 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 
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No Uraian 

Anggaran Tahun 

2021 

(Rp) 

Realisasi   Tahun 

2021 

(Rp) 

Realisasi   Tahun  

2020 

(Rp) 

1 Hibah kepada Organisasi Pramuka 0,00 0,00 300.000.000,00 

Nirlaba, sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan 

13 Hibah kepada Lembaga dan 

Lembaga Nirlaba, sukarela dan 

sosial yang telah memiliki surat 

keterangan terdaftar 373.350.000,00 373.350.000,00 0,00 

14 Hibah bantuan keuangan kepada 

Partai Politik 700.000.000,00 669.165.228,00 0,00 

 JUMLAH 5.725.750.000,00 5.245.915.228,00 35.100.073.439,03 

 

I.B.1.6. Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bantuan Sosial  Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp126.400.000,00  Rp741.400.000,00 

 

Jumlah sebesar Rp126.400.000,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan 

Sosial Tahun Anggaran 2021 atau 76,14% dari anggaran sebesar 

Rp166.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp615.000.000,00 atau 

82,95% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar  Rp741.400.000,00, 

hal ini disebabkan karena bantuan sosial hanya diberikan kepada individu 

yang dikelola oleh : 

1. Dinas Sosial realisasi sebesar Rp118.800.000,00 dari anggaran sebesar 

Rp122.400.000,00 dan  

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak realisasi 

sebesar Rp7.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp7.600.000,00 

digunakan untuk bantuan modal usaha kepada perempuan yang 

merupakan kepala keluarga tunggal yang memiliki usaha. 

Tabel 11 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020 

No Uraian 

Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi  

Tahun 2021 

(Rp) 

Realisasi  

Tahun 2020 

(Rp) 

1 Bantuan Sosial kepada Individu 130.000.000,00 126.400.000,00 0,00 

2 

Belanja Bantuan Sosial kepada 

organisasi sosial kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 

3 

Belanja Bantuan Sosial kepada 

masyarakat 36.000.000,00 0,00 122.400.000,00 

4 Belanja Bantuan Pendidikan 0,00 0,00 619.000.000,00 

 JUMLAH 166.000.000,00 126.400.000,00 741.400.000,00 
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I.B.2 Belanja Modal 

Belanja Modal Tahun 2021  Tahun 2020 

Rp116.870.828.529,88  Rp141.940.433.703,50 

 

Jumlah sebesar Rp116.870.828.529,88 merupakan realisasi belanja modal 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan 

serta aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2021 atau 96,52% dari pagu 

anggaran sebesar Rp121.082.520.939,00 mengalami penurunan sebesar 

Rp25.069.603.172,01 atau 17,66% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp141.940.433.703,50 terdiri dari : 

Tabel 12 Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 

N 

O 
URAIAN ANGGARAN REALISASI APBD 

REALISASI 

BOS 

REALISASI 

BLUD 

REALISASI 

JKN 

TOTAL 

REALISASI 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

 

Belanja 

Modal Tanah 

 

100.000.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0 

2 Belanja 

Modal 

Peralatan & 

Mesin 

 

47.131.406.986,70 

 

 

44.971.074.397,00 

 

0,00 

 

255.217.693,00 

 

501594.660,00 

 

 

45.727.886.750,00 

 

97,02 

3 Belanja 

Modal 

Gedung & 

Bangunan 

 

 

28.920.425.160,00 

 

 

28.546.482.611,58 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

28.546.482.611,58 

 

 

98,71 

4 Belanja 

Modal JIJ 

 

39.613.784.529,30 

 

38.460.926.986,60 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

38.460.926.986,60 

 

97,09 

5 Belanja 

Modal Aset 

Tetap 

Lainnya 

 

 

5.316.904.263,00 

 

 

18.300.000,00 

 

 

4.117.232.181,70 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

4.135.532.181,70 

 

 

77,78 

 Jumlah Total  

121.082.520.939,00 

 

111.996.783.995,18 

 

4.117.232.181,70 

 

255.217.693,00 

 

501.594.660,00 

 

116.870.828.529,88 

 

96,52 

Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut: 

I.B.2.1. Belanja Modal Tanah 

Tidak ada realisasi atas Belanja Modal Tanah 

I.B.2.2. Belanja Modal Peralatan & Mesin 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai 

berikut: 

Belanja Modal Peralatan & 

Mesin  

Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Rp Rp  Rp 

Pengadaan alat-alat bantu 25.000.000,00 25.000.000,00 100 495.159.934,50 

Pengadaan alat-alat angkutan  

darat bermotor 
3.860.865.280,00 3.628.425.280,00 93,98 4.261.710.000,00 

Pengadaan alat bengkel bermesin 24.000.000,00  100 0,00 

Pengadaan alat-alat ukur 205.040.600,00 24.000.000,00 0 257.200.000,00 

Pengadaan alat-alat pengolahan  14.450.000,00 0 82,01 0,00 

Pengadaan alat pemeliharaan  0,00 11.850.000,00 0 2.459.004.800,00 
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tanaman/alat penyimpan 

Pengadaan  alat  kantor 337.986.100,00 0 96,37 353.584.298,00 

Pengadaan alat rumah tangga 1.938.757.250,00  81,42 3.005.396.450,00 

Pengadaan Komputer 6.481.502.314,70 325.721.900,00 96,59 2.625.521.837,00 

Pengadaan Meja dan Kursi  

Kerja/Rapat 
7.500.000,00 1.578.595.300,00 

100 
19.500.000,00 

Pengadaan alat studio 36.000.000,00 6.260.382.040,00 99,96 64.836.000,00 

Pengadaan alat komunikasi 2.500.000,00 7.500.000,00 100 15.000.000,00 

Pengadaan alat-alat kedokteran 31.494.605.843,00  99,51 34.075.713.374,00 

Pengadaan Peralatan Pemancar 1.854.007.599,00 35.987.000,00 100 0,00 

Pengadaan alat kesehatan 0,00 2.500.000,00 0 5.199.773.870,00 

Pengadaan unit-unit Laboratorium 286.070.000,00 31.340.320.938,00 81,33 246.800.000,00 

Alat keselamatan kerja 3.500.000,00 1.854.007.599,00 35,71 0,00 

Peralatan olaharaga 144.454.600,00 0 100 0,00 

Peralatan dan Mesin BLUD 415.167.400,00 232.675.000,00 61,47 0,00 

Jumlah 47.131.406.986,70 45.727.886.750,00 97,02 53.079.200.563,50 

 

Belanja Peralatan dan Mesin telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat 

Daerah/Unit Kerja sebagai berikut: 
1 Dinas Pendidikan 4.636.308.000,00 

2 Dinas Kesehatan 2.128.060.540,00 

  Puskesmas Puuweri 73.042.600,00 

  Puskesmas Tanarara 10.141.300,00 

  Puskesmas Lahihuruk 24.500.000,00 

  Puskesmas Kabukarudi 82.483.900,00 

  Puskesmas Malata 177.669.000,00 

  Puskesmas Weekarou 78.260.100,00 

  Puskesmas Kareka Nduku 20.051.760,00 

  Puskesmas Padediwatu 23.420.000,00 

  Puskesmas Gaura 15.293.600,00 

  Puskesmas Lolowano 20.152.400,00 

3 RSUD Waikabubak 33.033.305.366,00 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.850.000,00 

5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 97.643.000,00 

6 Badan Penangulangan Bencana Daerah 14.277.100,00 

7 Dinas Sosial 136.179.000,00 

8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

20.100.000,00 

9 Dinas Pangan 408.350.000,00 

10 Dinas Lingkungan Hidup 24.492.490,00 

12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 247.536.150,00 

13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 89.841.400,00 

14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 654.633.680,00 

15 Dinas Perhubungan 45.582.450,00 

16 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan 186.759.800,00 
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Statistik 

17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.277.100,00 

18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

98.095.900,00 

19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 153.555.200,00 

20 Dinas Pertanian 64.648.700,00 

24 Dinas Peternakan 424.610.950,00 

25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.000.000,00 

26 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 35.392.700,00 

27 Setda  

  Bagian Organisasi 27.027.000,00 

  Bagian Hukum 24.798.200,00 

  Bagian Ekonomi 119.716.700,00 

  Bagian Umum 1.721.572.600,00 

  Bagian Kesejahteraan Rakyat 40.124.300,00 

  Bagian Humas dan Protokol 4.911.800,00 

  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 63.267.000,00 

  Bagian ESDM dan Kehutanan 6.830.900,00 

28 Inspektorat Kabupaten 49.933.000,00 

29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.875.000,00 

30 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah 162.576.000,00 

31 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 147.531.300,00 

32 Sekretariat DPRD 58.083.600,00 

33 Kecamatan Loli 4.375.000,00 

  Kelurahan Weekarou 25.214.900,00 

  Kelurahan Sobawawi 9.839.900,00 

  Kelurahan Diratana 350.000,00 

  Kelurahan Lodapare 3.000.000,00 

  Kelurahan Weedabo 18.575.000,00 

34 Kecamatan Kota Waikabubak 0,00 

  Kelurahan Kampung Sawah 6.305.900,00 

  Kelurahan Kampung Baru 15.746.200,00 

  Kelurahan Komerda 51.598.075,00 

  Kelurahan Maliti 2.225.000,00 

  Kelurahan Wailiang 5.000.000,00 

  Kelurahan Padaeweta 25.983.789,00 

35 Kecamatan Wanokaka 12.599.600,00 

36 Kecamatan Laboya Barat 37.080.000,00 

37 Kecamatan Tana Righu 8.231.800,00 

  

Jumlah 

 

45.727.886.750,00 
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I.B.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan 

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian 

sebagai berikut: 

Belanja Modal gedung & 

Bangunan 

Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Rp Rp  Rp 

Pengadaan Gedung Tempat Kerja 28.338.448.160,00 27.965.035.611,33 98,68 49.111.715.905,21 

Pengadaan Bangunan Tempat  

Tinggal 

 

451.977.000,00 

 

451.947.000,00 

 

99,99 

 

1.898.243.600,00 

Tugu titik kontrol pasti 130.000.000,00 129.500.000,00 99,62 0,00 

Jumlah 28.920.425.160,00 28.546.482.611,58 98,71 51.009.959.505,21 

 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan telah direalisasikan oleh beberapa 

Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai berikut: 
1 Dinas Pendidikan 13.166.172.228,73 

2 Dinas Kesehatan 11.848.044.722,46 

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.245.902.119,39 

4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

227.500.000,00 

5 Dinas Komunikasi dan Informatika, 

Persandian dan Statistik 

89.900.000,00 

6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

167.000.000,00 

7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 129.500.000,00 

8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 99.756.000,00 

9 Dinas Pertanian 99.995.000,00 

10 Dinas Peternakan 148.792.541,00 

11 Setda  

  Bagian Umum 316.920.000,00 

12 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah 7.000.000,00 

  

Jumlah 

 

28.546.482.611,58 

 

I.B.2.4. Belanja Modal JIJ 

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian 

sebagai berikut: 

Belanja Modal Jalan, Irigasi & 

Jaringan  

Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Rp Rp  Rp 

Pengadaan Jalan 24.417.315.467,30 24.066.487.461,54 98,56 16.933.205.087,52 

Pengadaan  Jembatan 35.996.400,00 35.996.000,00 100 0,00 

Pengadaan Bangunan Air Irigasi 1.971.125.905,00 1.971.080.904,66 100 1.638.000.000,00 

Pengadaan bangunan air  

bersih/baku 

11.996.533.757,00 11.215.155.436,64 93,49 707.140.000,00 

Pengadaan bangunan air kotor 557.750.00,00 537.444.183,76 96,36 339.900.000,00 
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Pengadaan Instalasi 401.793.000,00 401.493.000,00 99,93 1.849.702.981,00 

Pengadaan Jaringan 233.270.000,00 233.270.000,00 100 0,00 

Jumlah 39.613.784.529,30 38.460.926.986,60 97,09 21.467.948.068,79 

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah direalisasikan oleh beberapa 

Perangkat Daerah sebagai berikut: 
1 Dinas Pendidikan 401.493.000,00 

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37.926.153.986,60 

4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 118.580.000,00 

5 Kecamatan Laboya Barat 14.700.000,00 

 Jumlah 38.460.926.986,60 

 

I.B.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai 

berikut: 

Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 

Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Rp Rp  Rp 

Pengadaan Buku  0,00 0,00 0 1.470.000,00 

Pengadaan Ternak Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 100 0,00 

Aset tak berwujud 13.300.000,00 13.300.000,00 100 0,00 

Pengadaan barang-barang  

Perpustakaan 
0,00 0,00 0 14.000.000,00 

Pengadaan Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0 199.528.900,00 

Aset Tetap Lainnya – BOS 5.298.604.263,00 4.117.232.181,70 77,70 8.980.337.591,00 

Jumlah 5.316.904.263,00 4.135.532.181,70 77,78 9.195.336.491,00 

 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya telah direalisasikan oleh beberapa 

Perangkat Daerah sebagai berikut: 
1 Dinas Pendidikan 4.117.232.181,70 

2 Dinas Peternakan 5.000.000,00 

3 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 13.300.000,00 

 Jumlah 4.135.532.181,70 

 

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan 

sebesar Rp22.321.205.410,43 termasuk didalamnya belanja yang bersumber 

dari Dana BOS di seluruh sekolah negeri (SD dan SMP) sebesar 

Rp4.117.232.181,70. 

Atas realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp116.870.830.531,49 tidak seluruhnya menambah nilai Aset Tetap, 

diantaranya terdapat pada Perangkat Daerah berikut: 
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1. Dinas Pendidikan, realisasi Belanja Modal sebesar 

Rp22.321.205.410,43 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp20.163.230.358,00 sedangkan sisanya sebesar Rp2.157.975.052,43 

tidak menambah aset tetap dengan rincian sebesar Rp801.439.332,00 

merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap dan 

sebesar Rp1.356.535.720,43 merupakan belanja modal yang masuk 

persediaan. 

2. Dinas Kesehatan, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp13.976.105.262,46 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp13.927.717.620,10 sedangkan sisanya sebesar Rp48.387.642,36 tidak 

menambah aset tetap yang merupakan belanja modal dibawah nilai 

kapitalisasi aset tetap. 

a. Puskesmas Puuweri, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp73.042.600,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp60.730.800,00 sedangkan sisanya sebesar Rp12.311.800,00 

merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi yang tidak 

menambah Aset Tetap. 

b. Puskesmas Tanarara, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp10.141.300,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp8.641.300,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 

merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi yang tidak 

menambah Aset Tetap. 

c. Puskesmas Lahihuruk, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp24.500.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp9.500.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 

merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi yang tidak 

menambah Aset Tetap. 

d. Puskesmas Kabukarudi, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp82.483.900,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp13.028.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp69.455.900,00 

merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi yang tidak 

menambah Aset Tetap. 

e. Puskesmas Malata, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp177.669.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp141.919.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp35.750.000,00 

merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi yang tidak 

menambah Aset Tetap. 

f. Puskesmas Weekarou, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp78.260.100,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp71.510.100,00 sedangkan sisanya sebesar Rp6.750.000,00 

merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi yang tidak 

menambah Aset Tetap. 
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g. Puskesmas Kareka Nduku, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp20.051.760,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp18.176.760,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.875.000,00 

merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi yang tidak 

menambah Aset Tetap. 

h. Puskesmas Padediwatu, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp23.420.000,00 merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi 

yang tidak menambah Aset Tetap. 

i. Puskesmas Gaura, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp15.293.600,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai 

Aset Tetap. 

j. Puskesmas Lolowano, realiasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp20.152.400,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp14.902.400,00 sedangkan sisanya sebesar Rp5.250.000,00 

merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi yang tidak 

menambah Aset Tetap. 

3. RSUD Waikabubak, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp33.033.305.366,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp32.979.183.798,00 sedangkan sisanya sebesar Rp54.121.568,00 tidak 

menambah aset tetap yang merupakan belanja modal dibawah nilai 

kapitalisasi aset tetap. 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, realisasi Belanja Modal 

adalah sebesar Rp40.186.376.107,60 namun yang menambah nilai Aset 

Tetap sebesar Rp40.181.376.107,60 sedangkan sisanya sebesar 

Rp5.532.000,00 tidak menambah aset tetap yang merupakan belanja 

modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, realisasi Belanja 

Modal adalah sebesar Rp216.223.000,00 namun yang menambah nilai 

Aset Tetap sebesar Rp198.828.000,00 sedangkan sisanya sebesar 

Rp17.395.000,00 tidak menambah aset tetap yang merupakan belanja 

modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, realisasi Belanja Modal 

adalah sebesar Rp14.277.100,00 namun yang menambah nilai Aset 

Tetap sebesar Rp7.952.100,00 sedangkan sisanya sebesar 

Rp6.325.000,00 tidak menambah Aset Tetap yang merupakan belanja 

modal dibawah kapitalisasi Aset Tetap. 

7. Dinas sosial, realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp136.179.000,00 

merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap. 

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, realisasi 

Belanja Modal adalah sebesar Rp19.100.000,00 merupakan belanja 

modal yang menambah nilai Aset Tetap sedangkan sisanya sebesar 

Rp1.000.000,00 merupakan belanja modal yang masuk persediaan. 
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9. Dinas Pangan, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp408.350.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp400.000.000,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset 

Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp8.350.000,00 merupakan belanja 

modal yang masuk persediaan. 

10. Dinas Lingkungan Hidup, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp24.492.490,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset 

Tetap. 

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp247.536.150,00 merupakan belanja modal yang menambah 

nilai Aset Tetap. 

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp89.841.400,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap 

sebesar Rp87.341.400,00 merupakan belanja modal yang menambah 

nilai Aset Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 merupakan 

belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, realisasi 

Belanja Modal adalah sebesar Rp882.133.680,00 namun yang 

menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp732.719.760,00 merupakan 

belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap sedangkan sisanya 

sebesar Rp149.413.920,00 merupakan belanja modal dibawah nilai 

kapitalisasi aset tetap. 

14. Dinas Perhubungan, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp45.582.450,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp37.614.900,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset 

Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp7.967.550,00 merupakan belanja 

modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

15. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, realisasi 

Belanja Modal adalah sebesar Rp289.959.800,00 namun yang 

menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp279.884.800,00 merupakan 

belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap sedangkan sisanya 

sebesar Rp10.075.000,00 merupakan belanja modal dibawah nilai 

kapitalisasi aset tetap. 

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, realisasi Belanja Modal 

adalah sebesar Rp13.277.100,00 merupakan belanja modal yang 

menambah nilai Aset Tetap. 

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi 

Belanja Modal adalah sebesar Rp265.095.900,00 merupakan belanja 

modal yang menambah nilai Aset Tetap. 

18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp153.555.200,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap 
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sebesar Rp152.649.300,00 sedangkan sisanya sebesar Rp905.900,00 

merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

19. Dinas Pertanian, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp164.643.700,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset 

Tetap. 

20. Dinas Peternakan, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp578.403.491,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp577.503.491,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset 

Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp900.000,00 merupakan belanja 

modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp10.000.000,00 merupakan belanja modal yang menambah 

nilai aset tetap. 

22. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp35.392.700,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap 

sebesar Rp33.717.700,00 merupakan belanja modal yang menambah 

nilai Aset Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp1.675.000,00 merupakan 

belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sebesar 

Rp675.000,00 dan masuk persediaan sebesar Rp1.000.000,00 

23. Sekretariat Daerah terdiri dari : 

a. Bagian Organisasi realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp27.027.000,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai 

aset tetap. 

b. Bagian Hukum realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp24.798.200,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai 

aset tetap. 

b. Bagian Ekonomi realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp119.716.700,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp116.123.200,00 sedangkan sisanya sebesar Rp3.593.500,00 

merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap 

sebesar Rp2.800.000,00 dan sebesar Rp793.500,00 merupakan 

kapitalisasi aset tetap. 

c. Bagian Umum realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp2.038.492.600,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap 

sebesar Rp2.009.780.800,00 sedangkan sisanya sebesar 

Rp28.711.800,00 merupakan belanja modal dibawah nilai 

kapitalisasi aset tetap. 

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp40.124.300,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap 

sebesar Rp40.124.300,00. 
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e. Bagian Humas dan Protokol realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp4.911.800,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp2.500.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp2.411.800,00 

merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp63.267.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap 

sebesar Rp63.267.000,00. 

g. Bagian ESDM dan Kehutanan realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp6.830.900,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap 

sebesar Rp5.350.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.480.900,00 

merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

24. Inspektorat Kabupaten, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp49.933.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp49.933.000,00. 

25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi Belanja Modal 

adalah sebesar Rp12.875.000,00 namun yang menambah nilai Aset 

Tetap sebesar Rp12.875.000,00. 

26. Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah, realisasi Belanja Modal 

adalah sebesar Rp169.576.000,00 namun yang menambah nilai Aset 

Tetap sebesar Rp169.576.000,00. 

27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, realisasi Belanja Modal 

adalah sebesar Rp147.531.300,00 namun yang menambah nilai Aset 

Tetap sebesar Rp146.831.700,00 sedangkan sisanya sebesar 

Rp699.600,00 merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset 

tetap. 

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, realisasi Belanja Modal 

adalah sebesar Rp14.277.100,00 namun yang menambah nilai Aset 

Tetap sebesar Rp7.902.100,00 sedangkan sisanya Rp6.325.000,00 

meupakan persediaan. 

29. Sekretariat DPRD, realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp58.083.600,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp55.383.600,00 sedangkan sisanya sebesar Rp2.700.000,00 

merupakan kapitalisasi aset tetap. 

30. Kecamatan Loli realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp4.375.000,00 

namun tidak menambah nilai Aset Tetap karena merupakan belanja 

modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. 

a. Kelurahan Weekarou realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp25.214.900,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp19.414.900,00 sedangkan sisanya sebesar Rp5.800.000,00 

merupakan belanja modal masuk kapitalisasi aset tetap. 
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b. Kelurahan Sobawawi realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp9.839.900,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp9.839.900,00. 

c. Kelurahan Diratana realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp350.000,00 namun tidak menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp350.000,00 karena merupakan belanja modal dibawah nilai 

kapitalisasi aset tetap. 

d. Kelurahan Lodapare realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp3.000.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp3.000.000,00. 

e. Kelurahan Weedabo realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp18.575.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp18.575.000,00. 

31. Kecamatan Kota Waikabubak terdiri dari  : 

a. Kelurahan Kampung Sawah realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp6.305.900,00 namun tidak menambah nilai Aset Tetap karena 

merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap 

sebesar Rp905.900,00 dan masuk persediaan sebesar 

Rp5.400.000,00. 

b. Kelurahan Kampung Baru realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp15.746.200,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp14.446.200,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.300.000,00 

merupakan belanja modal masuk kapitalisasi aset tetap. 

c. Kelurahan Komerda realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp51.598.075,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp44.919.500,00 sedangkan sisanya sebesar Rp6.678.575,00 tidak 

menambah nilai Aset Tetap karena merupakan belanja modal 

dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sebesar Rp4.378.575,00 dan 

masuk kapitalisasi sebesar Rp2.300.000,00. 

d. Kelurahan Maliti realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp2.225.000,00 namun tidak menambah nilai Aset Tetap karena 

merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap 

sebesar Rp2.225.000,00. 

e. Kelurahan Wailiang realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp5.000.000,00 menambah nilai Aset Tetap. 

f. Kelurahan Padaeweta realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp25.983.789,00 namun tidak menambah nilai Aset Tetap karena 

merupakan persediaan sebesar Rp25.983.789,00. 

32. Kecamatan Wanokaka realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp12.599.600,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp11.150.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.449.600,00 tidak 
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menambah nilai Aset Tetap karena merupakan belanja modal dibawah 

nilai kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.449.600,00. 

33. Kecamatan Laboya Barat realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp51.780.000,00 menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp51.780.000,00. 

34. Kecamatan Tana Righu realisasi Belanja Modal adalah sebesar 

Rp8.231.800,00 menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp8.231.800,00. 

35. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp129.500.000,00 seluruhnya menambah nilai Aset Tetap. 

36. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan realisasi Belanja Modal adalah 

sebesar Rp99.756.000,00 menambah nilai Aset Tetap sebesar 

Rp99.756.000,00. 

Atas realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021, yang tidak menambah 

Aset Tetap/tidak dikapitalisasi adalah sebesar Rp2.745.453.897,79 

 

I.B.3 Belanja Tidak Terduga 

Belanja Tidak Terduga  Tahun 2021  Tahun 2020 

     Rp3.140.747.846,00  Rp8.981.419.591,00 

 

Jumlah  sebesar Rp3.140.747.846,00 merupakan realisasi belanja Belanja 

Tidak Terduga yang disalurkan Tahun Anggaran 2021 atau 50,63% dari 

anggaran sebesar Rp6.203.291.459,00 mengalami penurunan sebesar 

Rp5.840.671.745,00 atau 65,03% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp8.981.419.591,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga dalam rangka 

pencegahan dan pengamanan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat kepada 

RSUD Waikabubak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas 

Kesehatan,  Polres sumba Barat dan Kodim 1613 Sumba Barat berdasarkan 

surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sumba Barat. Realisasi pemanfaatan Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 

2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini terdiri dari : 

Tabel 13 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 

No Nama Penerima Anggaran yang 

disalurkan 

Realisasi Belanja 

1 RSUD Waikabubak 1.441.552.546,00 1.441.552.546,00 

2 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

330.757.300,00 

 

330.757.300,00 

3 Dinas Kesehatan 318.438.000,00 318.438.000,00 

4 Polres Sumba Barat 750.000.000,00 750.000.000,00 

5 Kodim 1613 Sumba Barat 300.000.000,00 300.000.000,00 

 Jumlah total 3.140.747.846,00 3.140.747.846,00 
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Jumlah sebesar Rp3.140.747.846,00 merupakan realisasi Belanja Tidak 

Terduga pada Tahun Anggaran 2021 atau 50,63% dari anggaran sebesar 

Rp6.203.291.459,00 yang disebabkan oleh karena penganggaran dialihkan ke 

Perangkat Daerah penerima Belanja Tidak Terduga. 

 

I.C TRANSFER 

Transfer Tahun 2021  Tahun 2020 

    Rp125.811.313.958,00  Rp126.979.768.497,00 

Realisasi  Transfer  Tahun  Anggaran 2021 sebesar Rp125.811.313.958,00 atau 

100% dari target sebesar Rp125.816.314.000,00   dan   jika dibandingkan   dengan   

realisasi   Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp126.979.768.497,00 

mengalami penurunan sebesar Rp1.168.454.539,00 atau 0,92%. 

I.C.1 Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Desa 

Transfer/Bagi Hasil Pajak ke 

Desa 

 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp693.983.442,00  Rp741.474.700,00 

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp693.983.442,00 atau 100% dari target sebesar Rp693.983.500,00 dan jika 

dibandingkan degn realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp741.474.700,00 

mengalami penurunan sebesar Rp47.491.258,00 atau 6,40%.  

Realisasi belanja transfer bagi hasil pajak sebesar Rp693.983.442,00 tersebar 

di 63 Desa pada 6 Wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 2 tahap terdiri 

dari: 

1. Tahap I  (Bulan Januari s/d Juni 2021) sebesar Rp346.991.750,00 

2. Tahap II  (Bulan Juli s/d Desember 2021) sebesar Rp346.991.750,00 

Tabel 14 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun 2021 

No Tanggal Nomor SP2D Jumlah 

1 2 3 4 

1 15 Nopember 

2021 

2506/DPMD/LS/DAU/2021 346.991.750,00 

2 10 Desember 

2021 

5726/DPMD/LS/DAU/2021 346.991.692,00 

 JUMLAH TOTAL 693.983.442,00 

 

I.C.2 Transfer/Bantuan Keuangan 

Transfer/Bantuan 

Keuangan 

 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp125.117.330.516,00  Rp126.238.293.797,00 

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp125.117.330.516,00 atau 100% dari target sbesar Rp125.122.330.500,00 

dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 
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Rp126.238.293.797,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.120.963.281,00 

atau 0,89%.  

I.C.2.1. Bantuan Keuangan ke Desa 

Bantuan 

Keuangan ke Desa 

 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp125.117.330.516,00  Rp126.238.293.797,00 

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp125.117.330.516,00 atau 100% dari target sebesar Rp125.122.330.500,00 

dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp126.238.293.797,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.120.963.281,00 

atau 0,89% telah disahkan dengan SP2D dan SPB BUD Kabupaten Sumba 

Barat. 

Tabel 15 Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2021 dan 2020 

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Bantuan Keuangan ke 

Desa 

125.122.330.500,00 125.117.330.516,00 100 125.725.697.200,00 

Bantuan Keuangan 

Lainya 

0,00 0,00 0 512.596.597,00 

 

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp125.117.330.516,00 terdiri dari  : 

1. Realisasi sebesar Rp87.786.467.000,00 yaitu dana desa  yang ditransfer 

langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas 

Desa, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 16 Rincian realisasi belanja bantuan keuangan desa dari RKUN ke Rekening Kas 

Desa Tahun 2021 

No Tanggal Nomor SP2D Jumlah 

1 2 3 4 

1 16 Maret 2021 200410302000004 7.022.917.360,00 

2 1 April 2021 200410302000014 101.400.000,00 

3 1 April 2021 200410302000013 977.939.200,00 

4 21 April 2021 200410302000021 1.721.539.520,00 

5 22 April 2021 200410302000023 155.400.000,00 

6 10 Mei 2021 210410301000026 2.565.123.360,00 

7 4 Juni 2021 210410301000042 4.035.822.080,00 

8 9 Juni 2021 210410301000052 256.800.000,00 

9 9 Juni 2021 210410301000049 425.100.000,00 

10 21 Juni 2021 210410301000058 8.356.395.840,00 

11 25 Juni 2021 210410301000070 397.800.000,00 

12 1 Juli 2021 210410301000075 3.935.349.440,00 

13 1 Juli 2021 210410301000076 220.200.000,00 

14 15 Juli 2021 210410301000091 1.043.100.000,00 

15 26 Juli 2021 210410301000115 1.299.900.000,00 

16 26 Juli 2021 210410301000114 1.299.900.000,00 
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No Tanggal Nomor SP2D Jumlah 

17 26 Juli 2021 210410301000113 1.299.900.000,00 

18 29 Juli 2021 210410301000131 1.299.900.000,00 

19 29 Juli 2021 210410301000130 1.299.900.000,00 

20 29 Juli 2021 210410301000129 1.299.900.000,00 

21 29 Juli 2021 210410301000143 1.299.900.000,00 

22 7 September 2021 210410301000187 7.746.922.800,00 

23 20 September 2021 210410301000191 6.711.762.800,00 

24 29 September 2021 210410301000197 3.824.293.200,00 

25 29 September 2021 210410301000196 4.584.591.200,00 

26 25 Oktober 2021 210410301000219 5.747.516.800,00 

27 29 Oktober 2021 210410301000227 1.299.900.000,00 

28 29 Oktober 2021 210410301000226 1.299.900.000,00 

29 29 Oktober 2021 210410301000225 1.299.900.000,00 

30 18 Nopember 2021 210410301000242 5.023.870.000,00 

31 9 Desember 2021 210410301000257 5.290.615.400,00 

32 14 Desember 2021 210410301000261 4.643.008.000,00 

    

JUMLAH TOTAL 87.786.467.000,00 

 

2. Realisasi sebesar Rp37.330.863.516,00 yaitu belanja ADD yang 

ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas 

Desa, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 17 Rincian realisasi belanja ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa 

No Tanggal SP2D Nomor SP2D Jumlah 

1 2 3 4 

1 2 Juni 2021 201/06/DPMD/LS/DAU/2021 3.214.266.400,00 

2 25 Juni 2021 559/DPMD/LS/DAU/2021 6.438.532.800,00 

3 8 Juli 2021 739/DPMD/LS/DAU/2021 6.438.532.800,00 

4 26 Agustus 2021 1390/DPMD/LS/DAU/2021 6.438.532.800,00 

5 21 September 2021 1774/DPMD/LS/DAU/2021 6.438.532.800,00 

6 16 November 2021 2570/DPMD/LS/DAU/2021 2.787.488.653,00 

7 10 Desember 2021 5727/DPMD/LS/DAU/2021 5.574.977.263,00 

 JUMLAH TOTAL  37.330.863.516,00 

 

I.C.2.2. Bantuan Keuangan Lainnya 

Bantuan Keuangan 

Lainnya 

 Tahun 2021  Tahun 2020 

             Rp  0,00  Rp512.596.597,00 

 

Realisasi Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 

atau 0% dari target sebesar Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi 

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp512.596.597,00 mengalami penurunan 

sebesar Rp512.596.597,00 atau 100% disebabkan karena bantuan keuangan 

kepada partai politik dianggarkan pada belanja hibah yang dikelola oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
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Tabel 18 Realisasi Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2021 dan 2020 

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Bantuan Keuangan Lainnya 

(Parpol) 

 

0,00 
 

0,00 

 

0 

 

512.596.597,00 

JUMLAH 0,00 0,00 0 512.596.597,00 

 
     Surplus  Anggaran  Realisasi 

   (Defisit) Tahun 2021  Tahun 2021  Tahun 2020 

    Rp2.087.164.391,00  Rp35.467.076.842,85  (Rp7.278.092.798,76) 

 

Jumlah surplus/defisit dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp35.467.076.842,85 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan 

Daerah  sebesar Rp708.565.724.704,64 dengan total realisasi belanja 

daerah sebesar Rp547.287.333.903,79  dan transfer sebesar 

Rp125.811.313.958,00.  

 

I.D PEMBIAYAAN 

I.D.1 Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan  Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp11.577.534.209,96  Rp23.940.428.407,42 

Jumlah sebesar Rp11.577.534.209,96 merupakan realisasi penerimaan 

pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari koreksi SiLPA BOS 

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.645.381,00 yaitu kas ditangan bendahara BOS 

yang merupakan saldo awal Tahun Anggaran 2021 yang sudah disetor ke Kas 

BOS pada Tahun Anggaran 2020 terdiri dari  SDN Bogora Watu sebesar 

Rp1.036.241,00; SDI Hobatete sebesar Rp7.459.140,00; SDI Kabali Bedu sebesar 

Rp150.000,00 dan SMPN 6 Lamboya sebesar Rp108.593,00 dan Jasa Giro Bos 

yang diakui sebagai pendapatan BOS Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp76.156.017,70 yang terdiri dari: 

Tabel 19 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 

1) Penggunaan SiLPA tahun lalu 11.662.335.608,66 18.970.702.682,42 

2) Pinjaman 0,00 5.000.000.000,00 

3) 

Koreksi kurang saldo awal SilPA 

BLUD Tahun 2020 yang telah 

dicatat pada Aset Lainnya (Tuntutan 

0,00 
 

(30.274.275,00) 
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Ganti Rugi) 

4) 

Koreksi SiLPA Tahun Anggaran 

2020 (Saldo awal Tahun Anggaran 

2021 dan Jasa Giro BOS Tahun 

Angaran 2020) 

(84.801.398,70) 0,00 

    

 Jumlah 11.577.534.209,96 23.940.428.407,42 

Uraian lebih lanjut dari penerimaan pembiayaan untuk Tahun 2021 adalah sebagai 

berikut: 

I.D.1.1. Penggunaan SiLPA Tahun Lalu 

SiLPA Tahun Lalu  Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp11.577.534.209,96  Rp18.940.428.407,42 

 

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.577.534.209,96 

terdiri dari: 

1. Kas di Kasda Tahun Anggaran 2020 bersih setelah dikurangi PFK 

sebesar Rp418.506.218,35;  

2. Kas di Bendahara Pengeluaran 2020 yang telah disetor tahun 2021 

sebesar Rp167.507.798,00;  

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran bersih setelah dikurangi PFK 

sebesar Rp201.552.070,00;  

4. Kas di FKTP sebesar Rp8.028.581.489,00;  

5. Kas BLUD sebesar Rp554.404.104,71 dan  

6. Kas BOS sebesar Rp2.834.723.593,26 

7. Koreksi Saldo Awal BOS sebesar (Rp8.645.381,00) 

8. Koreksi jasa giro BOS yang diakui sebagai pendapatan Tahun 2020 

sebesar (Rp76.156.017,70) 

 

I.D.1.2. Pinjaman 

Pinjaman  Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp  0,00  Rp5.000.000.000,00 

Tidak terdapat pinjaman pada Tahun Anggaran 2021. 

I.D.2 Pengeluaran Pembiayaan 

Pembiayaan 
 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp13.750.000.000,00  Rp5.000.000.000,00 
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Terdapat pengeluaran pembiayaan Tahun 2021 sebesar 

Rp13.750.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumba Barat pada PT Bank NTT. 

 

I.D.2.1. Penyertaan Modal 

Modal 
 Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp13.750.000.000,00  Rp  0,00 

Jumlah sebesar Rp13.750.000.000,00 merupakan realisasi Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah pada Bank NTT Tahun Anggaran 2021 dari 

pagu anggaran sebesar Rp13.750.000.000,00. 

I.D.2.2. Dana Cadangan 

Dana Cadangan  Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp 0,00  Rp  0,00 

Tidak terdapat Dana Cadangan Tahun Anggaran 2021 

 

I.D.2.3. Pokok Pinjaman 

Pokok Pinjaman  Tahun 2021  Tahun 2020 

 Rp 0,00  Rp5.000.000.000,00 

 

Pelunasan pokok pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 ditalangi oleh 

BPJS Kesehatan 

 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 

SiLPA Tahun Berjalan 
2021 2020 

Rp33.294.611.052,81 Rp11.662.335.608,66 

SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33.294.611.052,81 dan Tahun 

Anggaran 2020 sebesar  Rp11.662.335.608,66 dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 20 Realisasi SILPA Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020 

No Uraian Anggaran 2021 

(Rp) 

Realisasi 

2021 

(Rp) 

% 2020 

(Rp) 

1 Surplus (defisit)  2.087.164.391,00 35.467.076.842,85  (7.278.092.798,76) 

2 Penerimaan 

Pembiayaan 

11.662.835.609,00 11.577.534.209,96 99,27 23.940.428.407,42 

3 Pengeluaran 

Pembiayaan 

13.750.000.000,00 

 

13.750.000.000,00 100,00 5.000.000.000,00 

 SiLPA 0,00 33.294.611.052,81  11.662.335.608,66 
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II. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO 

ANGGARAN LEBIH (LP-SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada 

tahun pelaporan. 

II.A Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu 

Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu merupakan akumulasi SiLPA tahun-

tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp11.662.335.608,66  yang terdiri 

dari: 

1) Kas di Kas Daerah 2020                  : Rp   418.506.218,35 

2) Kas di Bendahara Pengeluaran 2020 : Rp   167.507.798,00 

3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 2020 : Rp   201.552.070,00 

4) Kas di BLUD 2020 : Rp   554.404.104,71 

5) Kas di FKTP 2020 : Rp8.028.581.489,00 

6) Kas di Bendahara BOS 2020 : Rp2.834.723.593,26 

7) Utang PFK BUD 2020 : Rp 

(542.939.664,66)  

 

II.B Penggunaan Saldo Anggaran Lebih  

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah 

digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar 

Rp11.577.534.209,96. 

 

II.C Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp33.294.611.052,81 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Surplus/Defisit Anggaran :  Rp35.467.076.842,85 

2. Pembiayaan Netto : (Rp 2.172.465.790,04) 

3. SiLPA/SiKPA Tahun berjalan :  Rp33.294.611.052,81 

 

II.D Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp84.801.398,70. 
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II.E Lain-lain 

Tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL. 

 

II.F Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan 

Sisa Anggaran Lebih Tahun berjalan sebesar Rp33.294.611.052,81 dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Kas di Kas Daerah 2021 : Rp 20.317.566.719,00  

2. Kas di Bendahara Pengeluaran 2021 : Rp        21.694.460,61    

3. Kas di BLUD 2021 : Rp   2.395.214.623,20  

4. Kas di FKTP 2021 : Rp   8.298.704.416,00  

5. Kas di Bendahara BOS 2021 : Rp   2.721.416.234,10  

6. Utang PFK : (Rp    459.985.400,10) 
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III. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA 

III.A ASET 

III.A.1 ASET LANCAR 

III.A.1.1. Kas di Kas Daerah 

Kas di Kas Daerah 

 

31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp20.317.566.719,00  Rp418.506.218,35 

 

Saldo kas di kas daerah menunjukkan saldo kas pemerintah daerah yang 

berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah.  

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember  2021 sebesar 

Rp20.317.566.719,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp418.506.218,35 Rincian saldo rekening Kas Daerah per 31 Desember 

2021 sebagai berikut: 

Tabel 21 Rincian Rekening Kas di Kas Daerah 

No Uraian 
Nama Rekening 31 Desember 2021 

(Rp) 

31 Desember 2020 

(Rp) 

A. Bank NTT Cab. Waikabubak    

1. No. Rek. 01.40.000054-1 BUPATI SUMBA BARAT (DANA 

PAD) 
0,00 8.640.604,77 

2. No. Rek. 01.40.000343-8 REK KAS UMUM DAERAH KAB 

SUMBA BARAT 
13.725.031.221,78 456.672.731,49 

3. No. Rek. 01.40.000176-6 BUPATI SUMBA BARAT (TAMPUNG 

JS DEPOST) 
616.757.060,55 83.127.466,66 

4. No. Rek. 009.09.231.09.1050 TITIPAN BUD PFK PNS 0,00 0,00 

5. No. Rek.009.01.05.001064-1 REK PENERIMAAN PBB P2 KAB 

SUMBA BARAT 
0,00 22.150.979,76 

B. BRI Cabang Waikabubak     

1. No. Rek. 0235.01.005523.50.9 
TABUNGAN PEMDA SUMBA 

BARAT 
71.826.378,62 71.873.193,62 

2. No. Rek. 0235.01.000313.30.7 GIRO PEMDA SUMBA BARAT 611.599.443,05 461.271.026,05 

3. No. Rek. 0235.01.001336.40.5 DEPOSITO PEMDA SUMBA BARAT 0,00 0,00 

9. No. Rek. 0235.01.001284.40.4 DEPOSITO PEMDA SUMBA BARAT 0,00 0,00 

C. BNI Cabang Waikabubak     

1. No. Rek. 0064290693 GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH 5.292.352.615,00 3.251.815,00 

2. No. Rek. 0119655669 
KSO PT. MERPATI NUSANTARA 

AIRLINES 
0,00 2.245.409.451,00 

 Jumlah  20.317.566.719,00 3.352.397.268,35 

Saldo kas di Kas Daerah menurut rekening Bank sebesar 

Rp20.317.566.719,00 dan menurut BKU hasil rekonsiliasi per 31 

Desember 2021 sebesar Rp20.317.566.719,00 sehingga tidak terdapat 

dengan rincian sebagai berikut  : 
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Tabel 22 Rekonsiliasi Kas BUD 

NO URAIAN NILAI 

1                                              2  3 

A SALDO REKENING KORAN 31 

DESEMBER 2020 KAS BUD 

 20.317.566.719,00 

B REKONSILIASI KAS BUD   

 SP2D BEREDAR   

 TOTAL REKONSILIASI BUD  20.317.566.719,00 

C SALDO KAS BUD   20.317.566.719,00 

D SELISIH  0.00 

   

Saldo Kas BUD sebesar Rp20.317.566.719,00 terdapat potongan PFK 

BUD yang belum disetor sebesar Rp481.819.460,87 sehingga saldo akhir 

setelah dikurangi saldo PFK BUD menjadi Rp19.835.747.258,13. 

 

III.A.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di    Bendahara 

Pengeluaran 

31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp21.694.460,61  Rp167.507.798,00 

Kas di bendahara pengeluaran adalah sisa kas yang berasal dari 

penggunaan SP2D jenis UP/GU/TU yang belum disetorkan ke rekening 

umum daerah. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 

2021 sebesar Rp21.694.460,61 yang terdapat pada : 
1) DP3A : Rp 67.500,00 

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp   1.057.477,00 

3) Kecamatan Wanokaka : Rp 218.182,00 

4) Satuan Polisi Pamong Praja : Rp 428.900,00 

5) Dinas Kesehatan : Rp  12.000.000,00  

6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp  1.575.000,00  

7) Kecamatan Kota Waikabubak : Rp  3.846.000,00  

8) Kelurahan Weedabo : Rp  149.400,00  

9) Dinas Peternakan : Rp  1.620.000,00  

10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga : Rp  730.000,00  

11) Dinas PUPR : Rp  2.001,61  

   Rp 21.694.460,61 

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dapat 

dilihat pada Lampiran 1 
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III.A.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara 

Penerimaan 

31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp 0,00  Rp 0,00 

Kas di bendahara penerimaan adalah sisa kas yang berasal dari penerimaan 

atas pendapatan daerah yang masih berada di bendahara penerimaan atau 

belum disetor ke kas umum daerah. Tidak terdapat kas di bendahara 

penerimaan per 31 Desember 2021 karena  semua penerimaan pada tahun 

2021 sudah disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2021. 

 

III.A.1.4. Kas di Bendahara FKTP 

Kas di Bendahara FKTP 
31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp8.298.704.416,00  Rp8.028.581.489,00 

Kas di bendahara FKTP adalah sisa kas yang berupa saldo rekening Koran  

yang berasal dari penggunaan dana Kapitasi pada Puskesmas sesuai 

dengan SP2B yang diterbitkan yang belum dibelanjakan. 

Saldo kas di bendahara FKTP per 31 Desember 2021 sebesar            

Rp8.298.704.416,00 yang terdiri dari saldo bank FKTP sebesar 

Rp8.298.179.098,00 dan sebesar Rp525.318,00 yaitu  jasa giro Puskesmas 

Gaura sebesar Rp462.926,00 dan Puskesmas Lolowano sebesar Rp62.392. 

Rincian saldo Dana Kapitasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 23 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP 

NO UNIT KERJA 

NOMOR 

REKENING BANK 

BRI 

KAS DIBENDAHARA FKTP 
SILPA 

KAPITASI 2021 KAS BANK 
 BUNGA BANK 2021 

DISETOR 2022  

1 
PUSKESMAS 

WEEKAROU 0235-01-005523-50-9 

       

1.134.449.805,00                         -    

      

1.134.449.805,00  

2 
PUSKESMAS 

TANARARA 0235-01-001256-30-4 

         

633.422.291,00                         -    

         

633.422.291,00  

3 
PUSKESMAS 

PADEDIWATU 0235-01-001258-30-6 443.500.213,00  3.620.209,00  

         

439.880.004,00 

4 
PUSKESMAS 

PUUWERI 0235-01-001251-30-4 

       

1.922.902.647,00                         -    

      

1.922.902.647,00  

5 
PUSKESMAS 

LAHIHURUK 0235-01-001254-30-2 

         

667.394.259,00                         -    

         

667.394.259,00  

6 
PUSKESMAS 

KAREKA NDUKU 0235-01-001255-30-8 

         

667.536.036,00                         -    

         

667.536.036,00  

7 
PUSKESMAS 

KABUKARUDI 0235-01-001253-30-6 

       

1.329.419.969,00                         -    

      

1.329.419.969,00  

8 
PUSKESMAS 

MALATA 0235-01-001252-30-0 

         

746.640.225,00                         -    

         

746.640.225,00  

9 
PUSKESMAS 

GAURA 0235-01-001250-30-8 

         

625.072.777,00            462.926,00  

         

624.609.851,00  

10 
PUSKESMAS 

LOLOWANO 0235-01-001800-30-7 

         

128.366.194,00              62.392,00  

         

128.303.802,00  

  TOTAL   8.298.704.416,00  4.145.527,00  8.294.558.889,00 
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III.A.1.5. Kas di Bendahara BOS 

Kas di Bendahara BOS 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp2.721.416.234,10  Rp2.834.723.593,26 

Kas di Bendahara BOS adalah sisa kas yang berasal dari Pendapatan 

yang diterima oleh sekolah pengelola dana BOS yang belum 

dibelanjakan dan masih berada di rekening BOS dan tunai dibendahara 

BOS. 

Saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp2.721.416.234,10 terdiri dari 

saldo kas bank sebesar Rp2.676.101.311,67 dan kas ditangan bendahara 

BOS sebesar Rp45.314.922,43. Saldo Kas Bos sebesar 

Rp2.721.416.234,10 terdiri dari  BOS SD sebesar Rp1.644.811.303,70 

yang tersebar di 64 SD Negeri/Inpres dan BOS SMP sebesar 

Rp1.076.604.930,40 yang tersebar di 35 SMP Negeri. Rincian Kas di 

Bendahara BOS adalah sebagai berikut: 

Tabel 24 Rincian Kas BOS 

Sekolah Bank Tunai Jumlah 

64 SD Negeri 1.621.816.403,70 22.994.900,00 1.644.811.303,70 

35 SMP Negeri 1.054.284.907,97 22.320.022,43 1.076.604.930,40 

Jumlah 2.676.101.311,67 45.314.922,43 2.721.416.234,10 

Rincian saldo Kas Dana Bos adalah sebagai berikut: 

Tabel 25 Rincian saldo Kas di Bendahara BOS 

Sekolah Saldo Awal 
Koreksi 

Saldo Awal 

Saldo setelah 

Koreksi 
Pendapatan Belanja Saldo Akhir 

64 SD 

Negeri 
1.580.875.355,24 8.645.381,00 1.572.229.974,24 10.600.236.141,30 10.527.654.811,84 1.644.811.303,70 

35 

SMP 

Negeri 

1.253.848.238,02 108.593,00 1.253.739.645,02 8.784.289.380,98 8.961.424.095,60 1.076.604.930,40 

Jumlah 2.834.723.593,26 8.753.974,00 2.825.969.619,26 19.384.525.522,28 19.489.078.907,44 2.721.416.234,10 

 

III.A.1.6. Kas di BLUD 

Kas di  BLUD 
31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp2.395.214.623,20       Rp584.404.104,71 

Kas di BLUD merupakan selisih antara Pendapatan yang diterima oleh 

BLUD dengan Pengeluaran BLUD yang masih terdapat pada rekening 

koran BLUD maupun kas tunai di bendahara BLUD. Saldo Kas BLUD 

per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.397.385.383,20 terdiri dari saldo 

bank sebesar Rp2.397.305.383,20 dan Saldo tunai sebesar Rp80.000,00. 
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Terdapat selisih lebih saldo bank sebesar Rp2.170.760,00 merupakan 

pendapatan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa akibat salah transfer dari 

jasa raharja. Saldo Kas di BLUD dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 26 Rincian Saldo Kas di BLUD 

 2021 

 Rp 

Kas di BLUD  

Rekening Giro 009 01.05.001067-5     2.364.850.688,20  

Rekening BRI          32.454.695,00  

Kas Bendahara Pengeluaran 80.000,00 

Jumlah 2.397.385.383,20 

 

III.A.1.7. Kas Lainnya 

Kas Lainnya 
31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp0,00         Rp201.552.070,00 

Kas Lainnya adalah sisa kas yang berasal dari penggunaan SP2D jenis LS 

yang merupakan kelebihan belanja, sisa PFK dan Pajak daerah yang sudah 

dipungut oleh bendahara serta sisa kas lain yang berada di bendahara OPD 

yang belum disetorkan ke rekening umum daerah per 31 Desember 2021. 

Tabel 27 Penjelasan Kas Lainnya 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 201.552.070,00 

Mutasi Tambah 0,00 

Mutasi Kurang  201.552.070,00 

Saldo per 31 Desember 2021 0,00 

 

III.A.1.8. Investasi Jangka Pendek 

Investasi Jangka 

Pendek 

31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp0,00  Rp0,00 

 

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.  

Tidak   terdapat   Saldo   investasi   jangka   pendek   per   31   Desember  

2021 dan 31 Desember 2020. 

 

Piutang 
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Saldo piutang yang tersaji dalam neraca adalah nilai saldo piutang yang sudah 

menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang dicatat secara 

intrakomptabel. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah mengatur kebijakan 

tentang nilai penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak 

menghapus kewajiban bayar/kewajiban tagih atas piutang tersebut. 

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut. 

Kualitas Piutang % 

Lancar 0,5 

Kurang Lancar 10 

Diragukan 50 

Macet 100 

Penyisihan piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang 

bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. 

Tabel 28 Rekapitulasi NRV piutang tahun 2021 

No Jenis Piutang Jumlah Piutang 

(Rp) 

Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih (Rp) 

NRV 

(Rp) 

1 Piutang Pajak 2.949.132.823,00 1.903.259.983,86 1.045.582.784,14 

2 Piutang Retribusi 4.836.075.940,00 4.202.815.983,20 580.671.456,80 

3 Piutang Lainnya 421.782.156,23 335.417.000,00 86.365.156,23 

Jumlah 8.154.112.364,23 6.441.492.967,06 1.712.619.397,17 

 

III.A.1.9.  Piutang Pajak 

Piutang Pajak 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp2.949.132.823,00   Rp2.651.224.687,00 

 

Piutang Pajak merupakan  pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah melalui SPTPD dan SKPD yang sudah jatuh tempo 

namun belum dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang pajak per 31 

Desember 2021 sebesar Rp2.949.132.823,00 terdiri dari : 

Tabel 29 Penjelasan Piutang Pajak 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 2.651.224.687,00 

Koreksi Tambah 0,00 

Koreksi Kurang 0,00 

Mutasi Tambah 472.217.247,00 

Mutasi kurang 174.309.111,00 

Saldo per 31 Desember 2020 2.949.132.823,00 
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Perhitungan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada 

Lampiran 2 

Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebagai 

berikut: 

Piutang Pajak 2021 2020 

Rp Rp 

1) Pajak Reklame 824.950,00 2.749.950,00 

2) Pajak Hotel 203.590.787,00 176.398.268,00 

3) Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan 

10.386.137,00 10.386.137,00 

4) Makan Minum Rapat-Rapat 

Pelatihan 

950.500,00 59.293.734,00                    

5) Pajak Bumi Dan Bangunan P2 2.725.113.049,00 2.394.129.198,00 

6) Pajak Restoran 172.400,00 172.400,00 

7) Bphtb 8.095.000,00 8.095.000,00 

 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 1.903.259.983,86 1.689.527.577,62 

 Jumlah 1.045.872.839,14 961.697.109,38 

 Saldo piutang reklame tahun 2021 adalah sebesar Rp824.950,00 

dengan penjelasan sebagai berikut : 
Wajib pajak Jumlah 

piutang 

Penyisihan Piutang 

tak tertagih 

NRV 

Pajak reklame 

 Hari Teguh Prasetya 

 UD. Metro Motor 

 

724.950,00 

100.000,00 

 

724.950,00 

100.000,00 

 

- 

- 

Jumlah 824.950,00 824.950,00 - 

 Saldo piutang Pajak Hotel tahun 2021 adalah sebesar 

Rp203.590.787,00 dengan penjelasan sebagai berikut : 

Wajib pajak 
Jumlah 

piutang 

Penyisihan 

Piutang tak 

tertagih 

NRV 

Pajak Hotel (piutang lancar) 

Pajak Hotel Rua Beach Des 2020 

Pajak Hotel Rua Beach Jan 2021 

Pajak Hotel Rua Beach Feb 2021 

Pajak Hotel Rua Beach Mar 2021 

Pajak Hotel Rua Beach Apr 2021 

 

4.225.542,00 

4.477.875,00 

2.423.094,00 

2.484.083,00 

1.691.857,00 

 

21.127,71 

22.389,38 

12.115,47 

12.420,42 

8.459,29 

 

4.204.414,29 

4.455.485,62 

2.410.978,53 

2.471.662,58 

1.683.397,71 
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Pajak Hotel Rua Beach Mei 2021 

Pajak Hotel Rua Beach Juni 2021 

Pajak Hotel Lelewatu Des 2020 

Pajak Hotel Lelewatu Jan 2021 

Pajak Hotel Lelewatu Feb 2021 

Pajak Hotel Lelewatu Mar 2021 

Pajak Hotel Lelewatu Apr 2021 

Pajak Hotel Lelewatu Mei 2021 

1.369.994,00 

5.331.745,00 

6.203.681,00 

2.000,00 

1.518.258,00 

2.821.062,00 

2.256.845,00 

1.483.193,00 

6.849,97 

26.658,73 

31.018,41 

10,00 

7.591,29 

14.105,31 

11.284,23 

7.415,97 

1.363.144,03 

5.305.086,27 

6.172.662,59 

1.990,00 

1.510.666,71 

2.806.956,69 

2.245.560,77 

1.475.777,03 

Jumlah 36.289.229,00 181.446,15 36.107.782,82 

Piutang Kurang Lancar 

 Hotel Lelewatu jan – mei 2019 

 Home stay sumba sunset nov 

2019 

 

88.428.808,00 

1.890.000,00 

 

8.842.880,80 

189.000,00 

 

79.585.972,20 

1.701.000,00 

Jumlah 90.318.808,00 9.031.880,80 81.286.972,20 

Piutang diragukan 

 Home stay sumba SURF jan 2019 

 Home stay sumba SURF feb 2019 

 Hotel Ande Ate 

 

540.000,00 

210.000,00 

250.000,00 

 

270.000,00 

105.000,00 

125.000,00 

 

270.000,00 

105.000,00 

125.000,00 

Jumlah 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 

Piutang Macet 

Hotel Ronita 

Wisma Manda Elu 

Wisma Mandaelu 

Hotel Ronita 

Hotel Artha 

Hotel Aloha 

Wisma Mandaelu 

Hotel Ande Ate 

 

4.073.000,00 

3.803.000,00 

2.838.750,00 

7.500.000,00 

100.000,00 

10.750.000,00 

23.248.000,00 

5.000.000,00 

 

4.073.000,00 

3.803.000,00 

2.838.750,00 

7.500.000,00 

100.000,00 

10.750.000,00 

23.248.000,00 

5.000.000,00 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Hotel Rakuta (2011 s.d 2013) 

Hotel Artha 

Hotel Aloha 

Hotel Ande Ate 

Hotel Rakuta 

2.500.000,00 

1.770.000,00 

8.655.000,00 

4.145.000,00 

1.600.000,00 

2.500.000,00 

1.770.000,00 

8.655.000,00 

4.145.000,00 

1.600.000,00 

- 

- 

- 

- 

- 

Jumlah 75.982.750,00 75.982.750,00 - 

 Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan tahun 2021 

adalah sebesar Rp10.386.137,00 dengan penjelasan sebagai berikut : 

Wajib pajak 
Jumlah 

piutang 

Penyisihan 

Piutang tak 

tertagih 

NRV 

Pajak galian C 

CV. Sumber laut 

CV. Maghu Ate pembangunan 

KM/WC SMP Kristen WKB 

 

9.621.835,00 

764.302,00 

 

4.810.917,50 

764.302,00 

 

4.810.917,50 

- 

Jumlah 10.386.137,00 5.575.219,50 4.810.917,50 

 Saldo Piutang Makan Minum Rapat-Rapat Pelatihan tahun 2021 

adalah sebesar Rp950.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut : 
Jenis pajak Jumlah 

piutang 

Penyisihan Piutang 

tak tertagih 

NRV 

Rapat-rapat Pelatihan 950.500,00 4.752,50 945.747,50 

Jumlah 950.500,00 4.752,50 945.747,50 

 Saldo Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 tahun 2021 adalah 

sebesar Rp2.724.822.994,00 dengan penjelasan sebagai berikut : 
Jenis pajak Jumlah piutang Penyisihan Piutang 

tak tertagih 

NRV 

PBB P2 

Tahun 2021 

Tahun 2020 

Tahun 2018 

Tahun 2017 

Tahun 2019 

Tahun 2016 

Tahun 2015 

 

434.977.518,00 

278.487.941,00 

126.555.483,00 

159.602.495,00 

191.226.095,00 

188.754.147,00 

275.927.007,00 

 

2.173.437,32 

27.848.974,10 

63.277.741,50 

79.801.247,50 

95.613.047,50 

188.754.147,00 

275.927.007,00 

 

432.804.080,68 

250.638.966,90 

63.277.741,50 

79.801.247,50 

95.613.047,50 

- 

- 
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Tahun 2014 

Tahun 2013 

Tahun 2003 s/d 2012 

185.381.549,00 

216.383.736,00 

667.817.078,00 

185.381.549,00 

216.383.736,00 

667.817.078,00 

- 

- 

- 

Jumlah 2.725.113.049,00 1.802.977.784,92 922.135.084,08 

 Saldo Piutang Pajak Restoran tahun 2021 adalah sebesar 

Rp172.400,00 dengan penjelasan sebagai berikut : 

Jenis pajak Jumlah 

piutang 

Penyisihan Piutang 

tak tertagih 

NRV 

Pajak Restoran 172.400,00 86.200,00 86.200,00 

 

Jumlah 172.400,00 86.200,00 86.200,00 

 Saldo Piutang BPHTB tahun 2021 adalah sebesar Rp8.095.000,00 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

Wajib pajak Jumlah 

piutang 

Penyisihan 

Piutang tak 

tertagih 

NRV 

BPHTB 

An. I Wayan Sulantara 

8.095.000,00 

 

8.095.000,00 - 

Jumlah 8.095.000,00 8.095.000,00 86.200,00 

 

III.A.1.10 Piutang Retribusi 

Piutang Retribusi           
31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp4.836.075.940,00  Rp4.136.937.550,00 

Piutang Retribusi merupakan  retribusi daerah yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah melalui SKRD yang sudah jatuh tempo namun belum 

dibayarkan oleh wajib retribusi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 

2021 sebesar Rp4.836.075.940,00 terdiri dari : 

Tabel 30 Penjelasan Piutang Retribusi 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 4.136.937.550,00 

Koreksi Tambah 23.200.000,00 

Saldo per 1 Januari 2020 4.160.137.550,00 
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Mutasi Tambah 1.090.663.740,00 

Mutasi kurang 414.725.350,00 

Saldo per 31 Desember 2021 4.836.075.940,00 

 

Tabel 31 Rincian Piutang Retribusi Tahun 2021 

 

N

o 

 

Nama 

Perangkat 
Daerah 

 

Saldo awal 

 

Koreksi Saldo 

Awal 

 

Saldo per 1 

Januari 2021 

 

Mutasi Tambah 

 

Mutasi 

Kurang 

Saldo per 31 

Desember 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Dinas 

Pendidikan 

1.328.250,00 

 

0,00 1.328.250,00 

 

0,00 648.000,00 680.250,00 

2 Dinas 

Kesehatan 

10.302.800,00 0,00 10.302.800,00 47.889.000,00 48.255.600,00 9.936.200,00 

3 BKAPD 135.094.500,00 0,00 135.094.500,00 31.454.740,00 10.239.750,00 156.309.490,00 

4 Dinas 

Perhubungan 

3.264.400.000,00 24.000.000,00 3.288.400.000,00 864.000.000,00 233.200.000,00 3.919.200.000,00 

5 Dinas Perindag 414.490.000,00 (800.000,00) 413.690.000,00 147.320.00,00 121.950.000,00 439.060.000,00 

6 Dinas Pertanian 302.890.000,00 0,00 302.890.000,00 0,00 0,00 302.890.000,00 

7 Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 

8 Dinas 

Peternakan 

432.000,00 0,00 432.000,00 0,00 432.000,00 0,00 

 

 
Jumlah  Total 4.136.937.550,00 23.200.000,00 4.160.137.550,00 1.090.663.740,00 414.725.350,00 4.836.075.940,00 

Rincian Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai 

berikut: 

Piutang Retribusi 
2021 2020 

Rp Rp 

1) Sewa rumah dinas (dinas pendidikan) 680.250,00 1.328.250,00 

2) Sewa rumah dinas (dinas kesehatan) 9.936.200,00 10.302.800,00 

3) Truk Manda Elu (dinas perhubungan) 3.919.200.000,00 3.264.400.000,00 

4) Sewa kios dan ruko (dinas perindag) 439.060.000,00 414.490.000,00 

5) suprainsus (dinas pertanian) 302.890.000,00 302.890.000,00 

6) Water Boom (Dinas perikanan) 8.000.000,00 8.000.000,00 

7) Sewa rumah dinas (Dinas peternakan) 0,00 432.000,00 

8) Pemakaian kekayaan daerah (BKAPD) 156.309.490,00 135.094.500,00 

 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 4.202.815.983,20 3.340.630.761,00 

 
Jumlah 633.259.956,80 796.306.789,00 

 

 

 Piutang sewa rumah dinas di dinas pendidikan awalnya sebasar 

Rp1.328.250,00 terdapat realisasi sewa rumah dinas sebesar 

Rp648.000,00 sehingga saldo piutang di dinas pendidikan sebesar 

Rp680.250,00. 

 Piutang sewa rumah dinas di dinas kesehatan awalnya sebasar 

Rp10.302.800,00 terdapat Penambahan Piutang sebesar 

Rp47.889.000,00 realisasi sewa rumah dinas sebesar Rp48.255.600,00 

sehingga saldo piutang di dinas kesehatan sebesar Rp9.936.200,00. 
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 Saldo piutang retribusi jasa usaha (truk manda elu) di dinas 

perhubungan sebesar Rp3.919.200.000,00 merupakan piutang yang 

belum dibayarkan oleh wajib retribusi sampai dengan akhir tahun. 

Total piutang per 31 desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut : 

- Piutang Lancar sebesar      Rp96.000.000,00 

- Piutang kurang Lancar       Rp192.000.000,00 

- Piutang Diragukan    Rp494.400.000,00 

- Piutang Macet Rp3.136.800.000,00 

 Saldo piutang retribusi sewa ruko dan kios di dinas perindag sebesar 

Rp439.060.000,00 dapat di jelaskan sebagai berikut : 

Jenis Piutang Saldo 31 des 

2020 

Penambahan Pengurangan Saldo 31 des 

2021 

Sewa ruko/kios 414.490.000 147.320.000,00 122.750.000,00 439.060.000 

 Saldo piutang Suprainsus di dinas Pertanian sebesar 

Rp302.890.000,00 merupakan piutang yang belum di bayarkan 

dari Tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2021. 

 Saldo piutang Water Boom di dinas Kelautan dan Perikanan 

sebesar Rp8.000.000,00 merupakan piutang yang belum di 

bayarkan oleh wajib pajak sampai dengan akhir tahun 2021. 

 Saldo piutang Sewa rumah dinas di dinas peternakan awalnya 

sebesar Rp432.000,00 terdapat realisasi sebesar Rp432.000,00 

sehingga saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 . 

 Piutang sewa rumah dinas di Badan Keuangan Aset dan 

Pendapatan Daerah awalnya sebasar Rp135.094.500,00 

terdapat Penambahan Piutang sebesar Rp31.454.740,00 

realisasi sewa rumah dinas sebesar Rp10.239.750,00 sehingga 

saldo piutang di Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah 

sebesar Rp156.309.490,00. total piutang Retribusi pemakaian 

kekayaan daerah per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

- Piutang lancar sebesar Rp30.866.240,00 

- Piutang diragukan sebesar Rp20.987.250,00 

- Piutang Macet sebesar Rp104.456.000,00  

Perhitungan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dapat dilihat 

pada Lampiran 3 

 

III.A.1.11. Piutang Transfer 

Piutang Transfer 31 Desember 2021  31 Desember 2020 
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Rp4.854.450.631,00  Rp2.036.597.783,00 

Piutang Transfer merupakan nilai bagi hasil pajak provinsi yang 

merupakan hak Kabupaten Sumba Barat dan sudah diakui oleh 

Pemerintah Provinsi namun belum ditransfer ke rekening kas umum 

daerah. 

Tabel 32 Penjelasan Piutang Transfer 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 2.036.597.783,00 

Koreksi Tambah 304.729,00 

Saldo per 1 Januari 2021 2.036.597.783,00 

Mutasi Tambah 4.854.450.63100 

Mutasi kurang 2.036.597.783,00 

Saldo per 31 Desember 2021 4.854.450.631,00 

Rincian Mutasi tambah dan mutasi kurang Piutang Transfer dapat dilihat 

dari tabel berikut : 

Tabel 33 Rincian Piutang Transfer 

No Jenis Pajak Saldo Awal 

Rp 

Mutasi Tambah 

Rp 

Mutasi Kurang 

Rp 

Saldo Akhir 

Rp 

Piutang Transfer Provinsi 

1 Bagi Hasil PBB-KB 994.427.614,00 2.871.911.051,00 994.427.614,00 2.871.911.051,00 

2 Bagi Hasil BBN-

KB 

124.542.869,00 658.886.984,00 124.542.869,00 658.886.984,00 

3 Bagi Hasil PKB 916.975.987,00 1.320.403.347,00 916.975.987,00 1.320.403.347,00 

4 PAP 651.313,00 3.249.249,00 956.042,00 3.249.249,00 

 TOTAL 2.036.597.783,00 4.854.450.631,00 2.036.597.783,00 4.854.450.631,00 

 Mutasi Tambah sebesar Rp4.854.450.631,00 merupakan piutang 

transfer dari propinsi TA 2021 

 Mutasi Kurang sebesar Rp2.036.597.783,00 merupakan pelunasan 

piutang transfer tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 

 

III.A.1.12. Bagian Lancar Ganti Rugi 

Bagian Lancar Ganti 

Rugi 

31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp  0,00  Rp 0,00 

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp0,00 
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III.A.1.13. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 

Piutang Lain-lain PAD 

yang Sah 
31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp3.628.498.604,00  Rp2.522.561.504,00 

Piutang Lain- Lain PAD yang Sah merupakan denda pajak dan retribusi 

daerah yang belum dibayarkan pada BKAPD dan pendapatan BLUD yang 

diklaim ke BPJS yang telah divalidasi tetapi belum ditransfer ke rekening 

BLUD. 

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp3.628.498.604,00 merupakan Piutang Lain-Lain PAD yang sah pada 

Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 34 Penjelasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 2.522.561.504,00 

Saldo 1 Januari 2021 2.522.561.504,00 

Mutasi Tambah 3.576.239.400,00 

Mutasi Kurang 2.470.302.300,00 

Saldo per 31 Desember 2021 3.628.498.604,00 

Perhitungan piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada lampiran 4 

 Mutasi Tambah sebesar Rp3.576.239.400,00 merupakan piutang 

BLUD yaitu klaim BPJS Kesehatan yang belum ditransfer per 31 

Desember 2021 sebesar Rp3.547.695.600,00 dan piutang atas 

kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp28.543.800,00. 

 Mutasi Kurang sebesar Rp2.470.302.300,00 merupakan pelunasan 

piutang BLUD yaitu Klaim BPJS Kesehatan sebesar 

Rp2.458.503.400,00 dan pelunasan piutang atas kelebihan 

pembayaran gaji sebesar Rp11.798.900,00. 
 

III.A.1.14. Piutang Lainnya 

Piutang Lainnya 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp421.782.156,23  Rp363.960.800,00 

Piutang Lainnya adalah Piutang yang tdk dapat diklasifikasikan sebagai 

Piutang Pajak, Piutang retribusi, dan piutang lain-lain PAD yang Sah yang 
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terdiri dari Piutang macet  Dana pemberdayaan dan kelebihan pembayaran 

pihak ketiga yang kemungkinan tertagihnya minim. 

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp421.782.156,23 

terdiri dari: 

Tabel 35 Penjelasan Piutang Lainnya 

Uraian  Nilai (Rp) 

 Saldo per 31 Desember 2020 363.960.800,00 

Mutasi Tambah 57.821.356,23 

Mutasi kurang 0,00 

 Saldo per 31 Desember 2021 421.782.156,23 

Tabel 36 Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Piutang Lainnya 

 
No 

 

Perangkat Daerah 

 

Saldo Awal 

Rp 

Mutasi      

Tambah 

Rp 

Mutasi        

Kurang 

Rp 

 

Saldo Akhir 

Rp 

1 BKAPD 28.543.800,00 0,00 0,00 28.543.800,00 

2 DINAS 

PERTANIAN 

69.820.000,00 0,00 0,00 69.820.000,00 

3 SATUAN POL PP 13.532.000,00 0,00 0,00 13.532.000,00 

4 DINAS PANGAN 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 

5 DINAS PUPR 202.065.000,00 57.821.356,23  259.886.356,23 

 TOTAL 363.960.800,00 57.821.356,23 0,00 421.782.156,23 

Mutasi tambah sebesar Rp57.281.356,23 merupakan penambahan Uang 

Muka Kerja Sumur Bor Desa Manukuku Tahun Anggaran 2021. 

 

III.A.1.15. Penyisihan Piutang 

Penyisihan Piutang 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

(Rp6.505.329.610,06)  (Rp5.426.356.738,37) 

Penyisihan Piutang adalah cadangan yang dibentuk menggunakan metode 

Aging Schedule dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas 

piutang. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar 

(Rp6.505.329.610,06) yaitu : 

 

Tabel 37 Rincian Penyisihan Piutang 

 

 

No 

 

 

Uraian 

Saldo awal 

penyisihan piutang  

(Rp) 

Mutasi Tambah 

Beban Penyisihan 

piutang  

(Rp) 

Mutasi Kurang 

Beban 

Penyisihan 

piutang 

(Rp) 

 

Total Penyisihan 

piutang 

(Rp) 

1 Pajak Daerah 1.689.527.377,62 213.732.606,24 0,00 1.903.259.983,86 

2 Retribusi Daerah 3.337.682.553,00 865.341.510,20 429.541,00 4.202.594.522,20 
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3 Piutang Denda 60.573.319,75 3.484.784,25 0,00 64.058.104,00 

4 Piutang Lainnya 335.417.000,00 0,00 0,00 335.417.000,00 

 JUMLAH 5.423.200.250,37 1.082.558.900,69 429.541,00 6.505.329.610,06 

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada 

Lampiran 5  

 

III.A.1.16. Beban dibayar Dimuka 

Beban dibayar dimuka      31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp0,00  Rp434.825.800,00 

Beban dibayar dimuka merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

swakelola yang pembayarannya melampaui realisasi fisik. Saldo beban 

dibayar dimuka sebesar Rp0,00  per 31 Desember 2021 terdiri dari: 

Tabel 38 Beban dibayar dimuka 

Uraian  Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 434.825.800,00 

Mutasi  tambah 0,00 

Mutasi  kurang 434.825.800,00 

Saldo per 31 Desember 2020 0,00 

 

III.A.1.17 Persediaan 

Persediaan 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp23.879.226.651,87    Rp54.135.637.291,68 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, 

dan barang- barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan 

hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2020 dan 2021 dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 39 Persediaan 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 54.135.637.291,68 

Koreksi Tambah 803.812.842,00 

Koreksi Kurang 221.990.950,00 

Saldo per 1 Januari 2021 54.717.459.183,68 

Mutasi Tambah 43.448.397.268,34 
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Mutasi Kurang 74.286.629.800,15 

Saldo per 31 Desember 2021 23.879.226.651,87 

 

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar  Rp23.879.226.651,87 

dijelaskan sebagai berikut  : 

Tabel 40 Rincian Saldo Persediaan 

Jenis Persediaan 31 Desember 2021 31 Desember 2020 

ATK 177.830.570,60 89.121.558,00 

Alat Listrik dan Elektronik 44.000,00 420.175,00 

BBM 0,00 0 

Materai 700.000,00 0 

Bahan Pembersih 63.370.292,00 45.401.600,00 

Alkes Pakai Habis 4.896.688.633,08 5.263.930.284,99 

Barang Cetakan 435.498.170,00 517.099.870,00 

Bahan Bangunan 285.200,00 0 

Administrasi Tender 0,00 0 

Bibit Ternak 76.202.925,00 83.115.250,00 

Obat-obatan 6.911.288.749,50 5.370.423.988,45 

Makanan Ternak 191.030.500,00 167.698.500,00 

Makanan Pasien 6.746.150,00 13.700.300,00 

Peralatan Rumah Tangga 0,00 0 

Barang Lainnya 59.400.000,00 19.250.000,00 

Suku Cadang 0,00 0 

Barang yang diserahkan  

kepada Masyarakat 
11.060.141.461,68 42.565.475.765,24 

J U M L A H 23.879.226.651,86 54.135.637.291,68 

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 6 

 Koreksi Tambah sebesar Rp803.812.842,00 terdiri dari: 

 Koreksi kelebihan  pengiriman dari penyedia tahun 2020 Plester Hyfafix 10 

cm x 5 m sebesar Rp281.592,00 pada Dinas Kesehatan. 

 Koreksi atas nilai yang sudah ada BAST yaitu Pembangunan Septitank 

Komunal Desa Lolo Wano Rp103.553.560 dan Komunal Manukuku 

Rp99.246.900 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 Koreksi Bahan Habis Pakai dari Belanja Tidak Terduga sebesar 

Rp177.422.000,00, Bahan Habis Pakai dari Dinas Kesehatan sebesar 
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Rp142.268.000,00 dan Bahan Habis Pakai Hibah dari Propinsi sebesar 

Rp42.517.458,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

 Koreksi salah pencatatan jumlah stok obat sebesar Rp9.371.391,00 pada 

Puskesmas Padedewatu. 

 Koreksi tambah persediaan berdasarkan stock opname di Apotik RSUD 

Waikabubak senilai Rp229.151.941,00 

 Koreksi Kurang sebesar Rp221.990.950,00 terdiri dari: 

 Peralatan dan mesin yang tercatat sebagai barang persediaan pada 

Puskesmas Karekanduku sebesar Rp6.994.000,00 

 Peralatan dan mesin yang tercatat sebagai barang persediaan pada Dinas 

Kesehatan sebesar Rp10.985.700,00 

 Peralatan dan mesin yang tercatat sebagai barang persediaan pada RSUD 

Waikabubak sebesar Rp10.985.700,00 

 Gedung dan Bangunan yang tercatat sebagai barang persediaan pada SD 

Negeri Puu Kaniki – Dinas Pendidikan sebesar Rp193.025.550,00 

 Mutasi Tambah tambah persediaan berdasarkan stock opname di Apotik RSUD 

Waikabubak senilai Rp229.151.941,00. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas Peralatan dan Mesin serta Gedung dan 

Bangunan milik sekolah swasta yang telah diserahkan dengan BAST Tahun 

Anggaran 2021 sebesar Rp26.148.314.385,12 pada Dinas Pendidikan. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas pekerjaan Pembangunan MCK++ 

(Karekanduku) KSM Sehat Bersama yang telah diserahkan dengan BAST 

Tahun Anggaran 2007 sebesar  Rp 439.901.000,00 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas pekerjaan KSM Maju Bersama yang telah 

diserahkan dengan BAST Tahun 2019 sebesar Rp427.500.000,00 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas pekerjaan Pembangunan Septitank Komunal 

Kelurahan Diratana dan Pembangunan Septitank Komunal Desa Puu Mawo 

yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2021 sebesar 

Rp207.100.250,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas pekerjaan KSM Weetobula, KSM Laboya Dete, 

KSM Weelibo, KSM Rua Maju, KSM Ndua Takka, KSM Puu Mawo Bersih, 

KSM Delo Sehat, KSM Pagaglihi Tana, KSM Pelangi, KSM Tana Warasa, 

KSM Rara Maju, KSM Dedekadu Sehat, KSM Weemagoma Sehat, KSM Bali 

Ledo Sehat, KSM Ubu Pede Jaya, KSM Harona Kalla dan KSM Pahola Deha 

yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2021 sebesar 

Rp5.410.250.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas pekerjaan KSM Hidup Sehat Kel.Dira Tana, 

KSM Rajaku Manai Desa Rajaka,KSM Ingin Maju,KSM Lolo Waige Desa 
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Zalakadu, KSM Desa Dobba Desa Ubu Raya,KSM Cinta Sejati Desa Gaura, 

KSM Bera Dolu Maju Desa Beradolu, KSMSEhati Desa Watu Karere 

Manukuku  yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2021 sebesar 

Rp2.061.000.000,00. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas pekerjaan Pembangunan Septitank Komunal 

Desa Lolo Wano dan Pembangunan Septitank Komunal Manukuku  yang telah 

diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2021 sebesar Rp207.100.250,00 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas pekerjaan KSM Tebar Pesoda dan KSM 

Talitakum Kalembu yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2021 

sebesar Rp484.500.000,00  pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 Mutasi Kurang Persediaan atas pekerjaan KSM Waimangoma, KSM Waihura, 

KSM Anawolu, KSM Weetana, KSMKalembu Kuni, KSM Hupu  Mada, KSM 

Panghitaka, KSM Ubu raya, KSM Pari Rara, KSM Modu Waimaringu, KSM 

WeeDabbo, KSM Loda Pare, KSM Lingu Lango, KSM Lolo Wanno, KSM 

Tebara, KSM Sobawai, KSM Weelibo, KSM Patiala Bawa, KSM Rajaka, 

KSM Puu Mawo,KSM Manu Mada, KSM Bondo Hula, KSM PAtiala Deta, 

KSM Sodana yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2021 sebesar 

Rp8.470.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 

III.A.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 

III.A.2.1. Investasi Non Permanen 

Investasi Non 

Permanen 
31 Desember 2021  31 Desember 2020 

   Rp 0,00               Rp 0,00 

Investasi non permanen merupakan investasi jangka Panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu 

akan dijual atau ditarik kembali.  

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2020  dan 31 Desember 

2021 sebesar Rp0,00.  

 

III.A.3 INVESTASI PERMANEN 

Investasi 

Permanen 

31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp73.227.562.128,00  Rp59.620.906.663,00 

 

Saldo Investasi Permanen merupakan saldo Investasi Jangka Panjang 

berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebesar 

Rp73.227.562.128,00 yaitu Penambahan nilai Investasi Investasi 

Permanen tersebut tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk 
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mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka 

panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. 

Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 

terdiri dari: 

III.A.3.1. Penyertaan Modal Pemda 

Penyertaan Modal 

Pemda 

31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp73.227.562.128,00  Rp59.620.906.663,00 

 

Pernyertaan Modal Pemda per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp73.227.562.128,00 merupakan penambahan nilai Investasi Permanen 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada Bank NTT 

yang berasal dari Konversi Dana Cadangan menjadi penambah nilai 

penyertaan modal sesuai dengan RUPS LB Bank NTT Tahun 2021, 

Penyertaan Modal terdiri dari: 

Tabel 41 Rincian Penyertaan Modal 

No Uraian 
31 Desember 2021 

 (Rp) 

31 Desember 2020 

 (Rp) 

1 PDAM Sumba Barat   

 Modal 0,00 0,00 

 Laba (Rugi) Ditahan 0,00 0,00 

 Sub Jumlah 0,00 0,00 

2 PD Sumbar Dharma   

 Modal 1.019.500.000,00 1.782.767.110,00 

 Modal (2005) 498.688.600,00  

 Modal (2006) 250.000.000,00  

 Laba (Rugi) Ditahan (981.499.871) (902.940.447,00) 

 Laba (Rugi) Berjalan (50.206.601)  

 Sub Jumlah 736.482.128,00 879.826.663,00 

3 Bank NTT   

 Setoran Modal 2002 634.000.000,00 634.000.000,00 

 Setoran Modal 2003 500.000.000,00 500.000.000,00 

 Setoran Modal 2004 2.545.000.000,00 2.545.000.000,00 

 Setoran Modal 2005 1.024.340.000,00 1.024.340.000,00 

 Setoran Modal 2006 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 

 Setoran Modal 2009 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 

 Setoran Modal 2010 1.796.660.000,00 1.796.660.000,00 

 Setoran Modal 2011 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 

 Setoran Modal 2012 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 

 Setoran Modal 2013 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 
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No Uraian 
31 Desember 2021 

 (Rp) 

31 Desember 2020 

 (Rp) 

 Setoran Modal 2014 20.500.000.000,00 20.500.000.000,00 

 Setoran Modal 2015 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 

 
Konversi Dana 

Cadangan 
3.741.080.000,00 3.741.080.000,00 

 Setoran Modal 2021 13.750.000.000,00 0,00 

 Sub Jumlah 72.491.080.000,00 58.741.090.000,00 

 Jumlah 73.227.562.128,00 59.620.906.663,00 

 

 Perusahaan Daerah Air Minum 

Pada tahun 2020 PDAM sudah di bubarkan dengan Peraturan Bupati 

Sumba Barat Nomor : KEP/HK/585/2020 tanggal 2 Nopember 2020. 

 Perusahaan Daerah Sumbar Dharma. 

terdapat perubahan nilai investasi permanen pada PD Sumbar 

Dharma. Pada tahun 2021, PD Sumbar Dharma tidak beroperasi 

karena unit usaha utamanya yaitu Wisma Manda Elu digunakan 

sebagai alokasi karantina terpusat pasien Covid-19 

Tabel 42 Penjelasan Saldo Perusahaan Daerah Sumbar Dharma 

Uraian  Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 879.826.663,00 

Koreksi kurang 0,00 

Saldo 1 Januari 2021 879.826.663,00 

Mutasi kurang 0,00 

Saldo per 31 Desember 2021 879.826.663,00 

 Bank NTT 

Penyertaan modal  Pemerintah Kabupaten   Sumba  Barat pada Bank 

NTT per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.370.906.663,00. Pada 

Tahun Anggaran 2021 ada penambahan sebesar Rp13.750.000.000,00 

yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sehingga 

saldonya mengalami perubahan. 

 

III.A.3.2. Investasi Permanen Lainnya 

Investasi Permanen 

Lainnya 

31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Rp   0,00  Rp   0,00 

Tidak terdapat investasi permanen lainnya pada Pemerintah Kabupaten 

Sumba Barat per 31 Desember 2021 dan 2020. 
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III.A.4 ASET TETAP 

ASET TETAP 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp1.125.840.835.643,72  Rp1.157.424.382.075,16 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap per 31 Desember 2021 

sebesar Rp1.123.968.814,68. 

Tabel 43 Rincian Realisasi Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020 

No Uraian Aset 
31 Desember 2021 

(Rp) 

31 Desember 2020 

(Rp) 

1 Tanah  87.986.782.179,00   88.173.717.279,00  

2 Peralatan dan Mesin  453.204.404.358,32   403.617.975.812,29  

3 Gedung dan Bangunan  692.440.243.156,83   602.279.897.628,72  

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan   1.164.002.431.682,38  1.128.164.188.104,11  

5 Aset Tetap Lainnya   55.044.187.364,32  48.299.714.729,14  

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan  8.369.899.753,74   38.879.673.715,55  

7 Akumulasi Penyusutan  (1.335.207.112.850,87) (1.151.990.785.193,64) 

 Jumlah Total  1.125.840.835.643,72  1.157.424.382.075,17  

Terhadap saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 telah dilakukan Mapping 

Kode Barang atas saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sehingga dapat 

disajikan sebagai berikut : 

Tabel 44 Daftar Aset Intrakomptabel 

Aset Tetap 

Saldo Audited per 

31 Desember 2020 

(INTRAKOMPTABEL) 

Penyesuaian 
Saldo setelah 

penyesuaian Bertambah Berkurang 

1 Tanah 88.173.717.279,00 0 186.935.100,00 87.986.782.179,00 

2 
Peralatan 

dan Mesin 

403.617.975.812,29 56.086.288.256,08 6.499.859.710,05 453.204.404.358,32 

3 

Gedung 

dan 

Bangunan 

602.279.897.628,72 104.630.997.724,72 14.470.652.196,61 692.440.243.156,83 

4 

Jalan, 

Irigasi dan 

Jaringan 

1.128.164.188.104,11 52.600.118.198,94 6.686.972.539,55 1.174.077.333.763,50 

5 
Aset Tetap 

Lainnya 

48.299.714.729,14 10.305.713.617,26 13.636.143.063,20 44.969.285.283,20 

6 

Konstruksi 

Dalam 

Pengerjaan 

38.879.673.715,55 2.307.867.607,61 32.817.641.569,42 8.369.899.753,74 

7 
Akumulasi 

Penyusutan 

(1.151.990.785.193,64) (195.226.119.072,86) (12.009.791.415,63) (1.335.207.112.850,87) 
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 Jumlah 1.157.424.382.075,17 30.704.866.331,75 62.288.412.763,20 1.125.840.835.643,72 

 

Tabel 45 Daftar Aset Ekstrakomptabel 

Aset Tetap 

Saldo Audited per 

31 Desember 2020 

(EKSTRAKOMPTABEL) 

Penyesuaian 
Saldo setelah 

penyesuaian Bertambah Berkurang 

1 Tanah        

2 
Peralatan dan 

Mesin 
11.896.146.380,89 1.339.632.287,36 1.827.100,00 13.233.951.568,25 

3 
Gedung dan 

Bangunan 
2.326.065.389,10   90.137.000,00  2.235.928.389,10  

4 
Jalan, Irigasi 

dan Jaringan 
   -    

5 
Aset Tetap 

Lainnya 
   -    

6 

Konstruksi 

Dalam 

Pengerjaan 

   -    

7 
Akumulasi 

Penyusutan 
(5.544.906.350,95) (13.384.100,00) (51.128.900,00) (5.507.161.550,95) 

 Jumlah 8.677.305.419,04 1.326.248.187,36  40.835.200,00  9.962.718.406,40  

Aset Ekstrakomptabel Tahun 2021 sebesar Rp9.962.718.406,39 terdiri  

1. Penambahan pada Aset Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi dan 

Belanja Modal dibawah 1 Juta sebesar Rp1.339.632.287,36  

2. Penambahan pada Akumulasi Penyusutan Mesin dibawah Kapitalisasi 

dan Belanja Modal dibawah 1 Juta sebesar (Rp13.384.100,00)  

3. Pengurangan Aset Ekstrakomptabel peralatan dan Mesin Rusak Berat 

sebesar  Rp1.827.100,00  

4. Pengurangan Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp90.137.000,00, yaitu: 

a. Gedung dan Bangunan yang dibongkar sebesar Rp49.500.000,00 

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

b. Gedung dan Bangunan yang dihibahkan sebesar Rp17.100.000,00 

pada Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah. 

c. Gedung dan Bagunan yang direklas kembali sebagai Aset Tetap 

sebesar Rp23.537.000,00 Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

5. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Ekstrakomptabel Gedung dan 

Bangunan Gedung sebesar (Rp51.128.900,00), yaitu: 

a. Aset Ekstrakomptabel peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar 

Rp730.840,00 

b. Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp50.398.060,00 yaitu: 

 Gedung dan Bangunan yang dibongkar sebesar 

Rp35.640.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 Gedung dan Bangunan yang dihibahkan sebesar Rp5.814.000,00 

pada Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah. 
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 Gedung dan Bagunan yang direklas kembali sebagai Aset Tetap 

sebesar Rp8.944.060,00 Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

 

Tabel 46 Daftar Aset Tetap 

Aset Tetap 

Saldo Audited per 

31 Desember 2020 

(TOTAL) 

Penyesuaian 
Saldo setelah 

penyesuaian Bertambah Berkurang 

1 Tanah 88.173.717.279,00 0,00 186.935.100,00 87.986.782.179,00 

2 
Peralatan 

dan Mesin 

415.514.122.193,18 57.425.920.543,44 6.501.686.810,05 466.438.355.926,57 

3 

Gedung 

dan 

Bangunan 

604.605.963.017,82 104.630.997.724,72 14.560.789.196,61 694.676.171.545,93 

4 

Jalan, 

Irigasi dan 

Jaringan 

1.128.164.188.104,11 52.600.118.198,94 6.686.972.539,55 1.174.077.333.763,50 

5 
Aset Tetap 

Lainnya 

48.299.714.729,14 10.305.713.617,26 13.636.143.063,20 44.969.285.283,20 

6 

Konstruksi 

Dalam 

Pengerjaan 

38.879.673.715,55 2.307.867.607,61 32.817.641.569,42 8.369.899.753,74 

7 
Akumulasi 

Penyusutan 

(1.157.535.691.544,59) (195.239.503.172,86) (12.060.920.315,63) (1.340.714.274.401,82) 

 Jumlah 1.166.101.687.494,21 32.031.114.519,11 62.329.247.963,20 1.135.803.554.050,12 

 

III.A.4.1. Tanah 

Tanah 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp87.986.782.179,00  Rp88.173.717.279,00 

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang memenuhi klasifikasi aset 

tetap yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai per 

31 Desember 2021 dan 2020.  

Saldo tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.986.782.179,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 47 Penjelasan Aset Tetap - Tanah 

Uraian  Nilai (Rp) 

Saldo Awal per 31 Desember 2020 88.173.717.279,00 

Koreksi Tambah 0,00 

Koreksi Kurang 26.049.600,00 

Saldo Awal per 1 Januari 2021 88.147.667.679,00 

Mutasi Tambah 0,00 

Belanja Modal 0,00 
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Belanja Barang dan Jasa 0,00 

Hibah 0,00 

Reklas Antar Akun 0,00 

Hasil Inventarisasi  0,00 

Mutasi Kurang 160.885.500,00 

Hibah 160.885.500,00 

Reklas Antar Akun 0,00 

Saldo per 31 Desember 2021 87.986.782.179,00 

 Koreksi Kurang sebesar Rp26.049.600,00 adalah  : 

1) Tanah SMP Negeri 4 Wanokaka yang bernilai Rp26.049.600,00 

merupakan Tanah Sekolah yang berada satu lokasi dengan SDI 

Pantai Rua (dulu SATAP) sehingga terjadi dobel catat dengan 

SDI Pantai Rua yaitu TanahBang. Diklat (sekolah) 

Rp26.049.600,00 pada Dinas Pendidikan.  

 Mutasi Kurang Rp160.885.500,00 terdiri dari : 

1) Hibah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba 

Barat yaitu, Tanah Non Pertanian Rp83.268.000,00 pada Pejabat 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

2) Hibah kepada Polres Sumba Barat yaitu, Tanah Rmh Negara Gol 

III (Rumah Jabatan Kapolres) Rp41.920.000,00 pada Badan 

Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah. 

3) Hibah kepada Kejaksaan Negeri Waikabubak yaitu, Tanah Rmh 

Negara Gol III (Rumah Jabatan Kejari) Rp 35.697.500,00 pada 

Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah. 

Rincian Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran 11 

 

III.A.4.2. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp453.204.404.358,32   Rp403.617.975.812,29 

Jumlah tersebut mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat 

elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilai 

satuannya diatas Rp1.000.000,00 (menurut kebijakan akuntansi  batasan 

minimal harga satuan peralatan dan mesin bernilai Rp1.000.000,00) dan 

masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, serta dalam kondisi siap  

pakai per 31 Desember 2021. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 

2021 sebesar Rp453.110.689.695,32 dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 48 Penjelasan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin 

Uraian  Nilai (Rp) 

Saldo Awal per 31 Desember 2020 403.617.975.812,29 

Koreksi Tambah 2.407.300.000,00  
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Koreksi Kurang 201.200.000,00   

Saldo Awal 1 Januari 2021              406.025.275.812,29  

Tambah                 53.678.988.256,08  

Belanja Modal 44.947.624.397,00  

Kapitasi 525.044.660,00  

BLUD 255.217.693,00  

Hibah 1.549.421.947,00  

BTT 329.193.263,00  

Belanja Barang dan Jasa 2.500.000  

Hasil Inventarisasi 2.282.104.914,00  

Reklas dari Pesediaan 28.965.400,00  

Reklas dari Akun lain 3.758.915.982,08  

Kurang                    6.298.659.710,05  

Reklas ke Persediaan 47.434.249,00  

Reklas Aset Lain-lain 4.911.593.173,69  

Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi 26.768.200,00  

Belanja Modal Peralatan dan  mesin dibawah 

Kapitalisasi 

                      

1.312.864.087,36  

Saldo per 31 Desember 2021 453.204.404.358,32 

 

 Koreksi Tambah sebesar Rp2.407.300.000,00 adalah hasil inventarisasi 

kendaraan yang belum tercatat pada Dinas Kesehatan. 

 Koreksi Kurang sebesar Rp201.200.000,00 adalah koreksi aset tetap 

kendaraan yang dipindahkan ke asel lainnya karena dikuasai oleh pihak 

lain 

 Mutasi Tambah sebesar Rp53.678.988.256,08 terdiri dari :  

 Realiasi belanja modal sebesar Rp44.947.624.397,00 

 Realiasi belanja modal Kapitasi sebesar Rp525.044.660,00. 

 Realiasi belanja modal BLUD sebesar Rp255.217.693,00. 

 Hibah sebesar Rp1.549.421.947,00 yaitu 

o Hibah 3 unit kendaraan roda empat dari Kemeterian Perhubungan 

Rp799.800.000,00 pada Dinas Perhubungan. 

o Hibah 3 unit kendaraan bermotor roda dua dari Kemeterian 

Pertanian Rp42.007.000,00 pada Dinas Pertanian. 

o Hibah 1 unit Mobil dan kelengkapan perpustakaan dari 

Perpustaakaan Negara Rp593.213.947,00 pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan. 

o Hibah 2 unit mesin cuci dari Dinas Kesehatan Rp4.544.000,00 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

o Hibah Obgyn Bed dari BKKBN Provinsi melalui Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana sebesar 
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Rp109.857.000,00 pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Sumba 

Barat. 

 Belanja Tidak Terduga Covid 19 yaitu 15 unit tempat tidur dan 

Kasur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  sebesar 

Rp56.250.000,00 

 Belanja Tidak Terduga Covid 19 pada RSUD Waikabubak sebesar 

Rp272.943.263,00  

 Realisasi Belanja barang jasa yang masuk ke Aset Tetap Peralatan 

dan Mesin sebesar Rp2.500.000, yaitu belanja Hardisk Eksternal 

Dinas Kesehatan. 

 Realisasi Belanja barang jasa yang masuk ke Aset Tetap Peralatan 

dan Mesin yaitu obgyn bed sebesar Rp10.985.700,00 Dinas 

Kesehatan dan sebesar Rp10.985.700,00 RSUD Waikabubak 

 Hasil Inventarisasi atas peralatan dan mesin yang belum tercatat 

Rp2.282.104.914,00 pada Badan Penganggulangan Bencana Daerah. 

 Reklas Persediaan sebesar Rp6.994.000,00 pada Puskesmas 

Karekanduku  

 Reklas dari akun lain sebesar Rp3.758.915.982,08 terdiri dari  : 

1) Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu Peralatan 

kantor sebesar Rp94.410.000,00 pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. 

2) Reklas dari Aset Tetap Lainnya, yaitu Peralatan dan mesin SMP 

sebesar Rp3.540.005.982,08 pada Dinas Pendidikan 

3) Reklas dari Aset lain-Lain, yaitu Mobil Box sebesar 

Rp124.500.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan. 

 Mutasi Kurang sebesar Rp6.298.659.710,05 terdiri dari : 

 Reklas ke Persediaan sebesar Rp 47.434.249,00,00 terdiri dari  : 

- Sekop,linggis kecil,handsprayer dan Masker sebesar Rp 

8.350.000,00 pada Dinas Pangan. 

- Alat Pelindung Diri sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas 

Penberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

- Batterai Laptop sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Transmigrasi 

dan Ketenagaa Kerjaan. 

- Pengukur Tinggi dan Berat Anak sebesar Rp 5.400.000,00 pada 

Kelurahan Kampung Sawah. 

- Kursi Plastik Tanpa Sandaran Tangan, Meja Bahan Kayu Biasa, 

Alat Kesehatan Pengukur Tinggi Badan , Tempat Tidur Biasa No. 

3 Bahan Kayu, Dispenser Hot + Cold dan Alat Pemadam 

Kebakaran sebesar Rp 25.983.789,00 pada Kelurahan Padaeweta. 

- Isi ulang tabung oksigen sebesar Rp 3.225.000,00 pada 

Puskesmas Malata. 

- Isi ulang tabung oksigen sebesar Rp 2.475.460,00 pada 

Puskesmas Karekanduku. 

 Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp4.911.593.173,69 pada : 

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp504.624.350,00 
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- Dinas Perhubungan sebesar Rp104.211.600,00 

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp106.894.900,00 

- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar 

Rp9.455.000,00 

- Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.250.000,00 

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp272.606.000,00 

- Dinas Pangan sebesar Rp119.325.000,00 

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp263.255.077,00 

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu 

sebesar Rp320.264.300,00 

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp125.094.850,00 

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp185.840.200,00 

- Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan sebesar 

Rp1.472.272.191,00 

- Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp55.000.000,00 

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar 

Rp279.441.610,00 

- Sekretariat Korpri sebesar Rp45.337.263,00 

- Bagian Umum sebesar Rp50.500.000,00 

- Bagian Humas dan Protokol sebesar Rp24.712.400,00 

- Bagian Hukum sebesar Rp242.967.100,00 

- Bagian Pembangunan sebesar Rp63.270.510,00 

- Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp61.347.153,50 

- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp24.651.550,00 

- Kecamatan Loli sebesar Rp166.983.536,06 

- Kecamatan Kecamatan Kota Waikabubak sebesar 

Rp337.166.308,13 

 Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi sebesar Rp26.768.200,00 

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi sebesar 

Rp1.312.864.087,36. 

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 

12 

 

III.A.4.3. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan  31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Bangunan Rp 692.440.243.156,83  Rp602.279.897.628,72 

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung, bangunan dan monumen yang 

memenuhi klasifikasi aset tetap yaitu diperoleh dengan maksud tertentu 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap 

pakai per 31 Desember 2021 dan 2020. 

Sesuai Pasal 325 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Ayat (3) yang berbunyi: 
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“Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca 

pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi 

pemerintah (SAP)” 

dan Buletin Teknis Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca 

Awal Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah 

daerah dalam menyusun neraca awal sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah halaman 23 yang berbunyi: 

“Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar gedung dan 

bangunan adalah harga perolehan jika gedung bangunan tersebut dibeli 

atau dibangun setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Jika 

Gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal 

neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan 

menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak 

menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari 

perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang 

kompeten” 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sampai dengan saat ini tidak 

mempunyai ketetapan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Gedung 

Bangunan, sehingga dalam penilaian untuk memperoleh nilai wajar dalam 

rangka penyusunan neraca, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 

membentuk Tim Penilai, Penaksir dan Kapitasi Barang Milik Daerah yang 

kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: 

KEP/HK/46/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai, Penaksir dan 

Kapitalisasi Barang Milik Daerah Tahun 2022. Tim Penilai, Penaksir dan 

Kapitasi Barang Milik Daerah melaksanakan penilaian gedung dan 

bangunan milik daerah dengan berdasarkan Standar Harga Satuan 

Bangunan Gedung Negara, Rumah dan Pagar Negara sesuai Keputusan 

Bupati Sumba Barat Nomor: KEP/HK/618/2020 tentang Standar Harga 

Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah dan Pagar Negara di Kabupaten 

Sumba Barat. 

Tabel 49 Penjelasan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan 

Uraian  Nilai (Rp) 

Saldo Awal per 31 Desember 2020 602.279.897.628,72 

Koreksi Tambah 55.140.500.839,40 

Koreksi Kurang 214.180.185,00 

Saldo Awal 1 Januari 2021 657.206.218.283,12 

Tambah 49.683.522.435,32 

Belanja Modal 28.546.484.612,94 

Belanja Barang dan Jasa 459.889.000,00 

Reklas dari Akun Lain 20.677.148.822,38 

Kurang 14.449.497.561,61 

Hibah 562.975.000,00 

Pembongkaran 578.700.000,00 

Reklas ke Akun Lain 3.019.649.275,08 
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Reklas ke Persediaan 1.356.535.720,43 

Reklas Aset Lain-lain 6.399.473.904,35 

Pelunasan Kewajiban 2.532.163.661,75 

Saldo per 31 Desember 2021 692.440.243.156,83 

 

 Koreksi Tambah saldo awal sebesar Rp55.140.500.839,40 merupakan 

koreksi atas : 

1. Penilaian atas 154 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

Fasilitas Pendidikan yang belum tercatat sebesar 

Rp46.796.007.839,40 pada Dinas Pendidkan. 

2. Penilaian atas 14 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang belum tercatat sebesar 

Rp6.036.156.000,00 pada Dinas Kesehatan. 

3. Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibawah nilai 

kapitalisasi sebesar Rp. 23.537.000,00 pada Rumah Sakit Umum 

Daerah.  

4. Penilaian unit asset tetap gedung dan bangunan kantor Dinas 

Kesehatan yang belum tercatat sebesar Rp2.284.800.000,00. 

 Koreksi Kurang Saldo awal sebesar Rp214.180.185,00 adalah selisih 

Pencatatan Penilaian Selasar Kantor Bupati pada Bagian Umum. 

 Mutasi Tambah sebesar Rp49.201.871.545,32 terdiri dari : 

 Belanja Modal sebesar Rp28.546.484.612,94, yaitu : 

1) Belanja Modal Biaya Penunjang, Perencanaan, pengawasan 

dan Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang kelas PAUD, SD 

dan SMP  sebesar Rp13.166.172.228,73 pada Dinas 

Pendidikan. 

2) Belanja Modal Perencanaan, pengawasan Pembanggunan 

Pagar dan Gedung Rawat Inap Puskesmas Lahihuruk dan 

Pekerjaan Instalasi Pngolahan Limbah/ IPL Labkesda dan  

Sarana air Bersih Labkesda, Puskesmas Weekerou dan 

Puskesmas Padedewatu sebesar Rp11.848.044.722,46 pada 

Dinas Kesehatan. 

3) Pembangunan Taman Wisata Religius dan Monumen Kristus 

Raja Gollu Potto Rp2.245.904.120,75 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

4) Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik TA. 2022 sebesar 

Rp99.995.000,00 pada Dinas Pertanian. 

5) Perencanaan Rehab RPH dan Pembangunan Pagar dan 

Kandang Babi BC. Tana Righu sebesar Rp148.792.541,00 

pada Dinas Peternakan. 

6) Penataan Pagar Wisata Kuliner sebesar Rp129.500.000,00 

pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

7) Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp89.900.000,00 pada 

Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik. 
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8) Rehab Balai Penyuluhan KB dan Rehab Gudang Alokon 

sebesar Rp227.500.000,00 pada Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. 

9) Nama Kantor, Meja kantor dan Backdroop beserta Raknya 

sebesar Rp167.000.000,00 pada Dinas Penanaman Modal 

Terpadu Satu Pintu. 

10) Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp99.756.000,00 pada 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

11) Perencanaan dan Pengawasan Plafon Gedung Kantor sebesar 

Rp7.000.000,00 pada Badan Keuangan Aset dan Pendapatan 

Daerah. 

12) Penataan Pelataran, Perencanaan Pembangunan Gedung 

Parkir, Perencanaan Rehab Podium Manda Elu dan 

Perencanaan Rehab Rumah Jabatan  Kepala Daerah sebesar 

Rp316.920.000,00 pada Bagian Umum Sekretraiat Daerah 

Kabupaten Sumba Barat. 

 Belanja Barang dan Jasa Rp459.889.000,00. 

 Reklas dari akun lain sebesar Rp20.195.497.932,38 terdiri dari : 

1) Reklas dari Jalan Irigasi Jaringan Jaringan Air Limbah 

sebesar Rp171.400.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah. 

2) Reklas dari KDP sebesar Rp20.024.097.932,38 yaitu  : 

- Rehabilitasi Gedung dan Pembangunan Jamban SD dan 

SMP sebesar Rp3.820.522.537,28 pada Dinas 

Pendidikan.  

- Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas 

2020 sebesar Rp64.950.000,00 pada Dinas Kesehatan. 

- Pembangunan Taman Wisata Religius dan Monumen 

Kristus Raja Gollu Potto  Rp15.652.617.042,48 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

- Pembangunan Pagar dan Kandang Babi BC. Tana Righu 

Rp259.091.352,62 pada Dinas Peternakan. 

- Perencanaan Rehab Gedung kantor Rp49.940.000,00 

pada Sekretariat DPRD 

- Penataan Pelataran Rujab Wakil Kepala Daerah 

Rp176.977.000,00 pada Bagian Umum Sekretraiat 

Daerah Kabupaten Sumba Barat. 

 Mutasi Kurang sebesar Rp14.449.497.561,61 terdiri dari : 

 Hibah Rp562.975.000,00 yaitu : 

1) Hibah kepada Polres Sumba Barat yaitu, Tanah Rmh Negara 

Gol III (Rumah Jabatan Kapolres) Rp228.575.000,00 pada 

Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah. 

2) Hibah kepada Kejaksaan Negeri Waikabubak yaitu Rumah 

Jabatan Kejari Rp334.400.000,00 pada Badan Keuangan, 

Aset dan Pendapatan Daerah. 

 Pembongkaran Pasar Waikabubak Rp578.700.000,00 pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. 
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 Reklas ke akun lain sebesar Rp3.019.649.275,08 yaitu : 

1) Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp94.410.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu satu Pintu. 

2) Reklas ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 

Rp1.812.292.275,08 terdiri dari : 

1. Biaya Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan 

Pembangunan Sabitasi dan Toilet SDN Tabulodara, SDN 

Puu Wery dan SDN Weetame (DAK) Rp47.431.600,00 

pada Dinas Pendidikan. 

2. Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah/ IPL Labkesda 

dan  Sarana air Bersih Labkesda, Puskesmas Weekerou 

dan Puskesmas Padedewatu sebesar Rp1.764.860.675,00 

pada Dinas Kesehatan. 

3) Reklas ke Aset Tetap Lainnya Rehab Pagar dan Rehab 

Gedung Kantor sebagai Aset Tetap Renovasi sebesar 

Rp633.853.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

4) Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 

Rp472.980.000,00 

a. Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik TA. 2022 

sebesar Rp99.995.000,00 pada Dinas Pertanian. 

b. Perencanaan Rehab RPH sebesar Rp49.500.000,00 pada 

Dinas Peternakan. 

c. Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp89.900.000,00 

pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan 

Statistik. 

d. Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp99.756.000,00 

pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

e. Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir, Perencanaan 

Rehab Podium Manda Elu dan Perencanaan Rehab 

Rumah Jabatan  Kepala Daerah sebesar 

Rp139.943.000,00 pada Bagian Umum Sekretraiat 

Daerah Kabupaten Sumba Barat. 

5) Reklas ke Persediaan berupa Biaya Penunjang, Perencanaan, 

pengawasan dan Pembangunan PAUD, SD dan SMP Swasta 

sebesar Rp1.356.535.720,43 pada Dinas Pendidikan. 

6) Reklas ke Aset lain-lain sebesar Rp.6.399.473.904,35 yaitu : 

a. SD, SMP dan SMA swasta sebesar Rp6.027.098.904,35 

pada Dinas Pendidikan. 

b. Rehab Selasar dan Rumah Jabatan Wakil Bupati sebesar 

Rp372.375.000,00 pada Bagian Umum Sekretraiat 

Daerah Kabupaten Sumba Barat. 

7) Pelunasan kewajiban sebesar Rp2.532.163.661,75 yaitu : 
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a. Pembangunan Taman Wisata Religius dan Monumen 

Kristus Raja Gollu Potto Rp2.255.894.120,75 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

b. Pembangunan Kandang Indukan  BC. Babi Tana Righu 

sebesar Rp99.292.541,00 pada Dinas Peternakan. 

c. Penataan Pelataran Rujab Wakil Kepala Daerah 

Rp176.977.000,00 pada Bagian Umum Sekretraiat 

Daerah Kabupaten Sumba Barat. 

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran 13 

 

III.A.4.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jalan, Irigasi dan 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Jaringan Rp1.169.039.882.722,94  Rp1.128.164.188.104,11 

Jumlah tersebut merupakan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan 

jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat per 31 

Desember 2021 dan 2020  dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 50 Penjelasan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Uraian  Nilai (Rp) 

Saldo Awal per 31 Desember 2020        1.128.164.188.104,11  

Koreksi Tambah 0,00 

Koreksi Kurang 0,00 

Saldo Awal 1 Januari 2021        1.128.164.188.104,11  

Tambah             52.600.118.198,94  

Belanja Modal 38.460.926.986,85  

Realisasi Barang dan Jasa 11.701.600,00  

Kewajiban yang tidak akan ditagih 200,05 

Tukar menukar (Ruislagh) 0 

Reklas dari Akun Lain 14.127.489.412,04  

Kurang             11.724.423.580,11  

Reklas ke Akun Lain 6.997.625.048,17  

Kewajiban 4.726.798.531,94  

Saldo per 31 Desember 2021        1.169.039.882.722,94  

 

 Mutasi Tambah sebesar Rp52.600.118.198,94 terdiri dari : 

1) Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 

Desember 2021 sebesar Rp38.460.926.986,85 yaitu : 

 Pembangunan Sanitasi dan Toilet SDN Puu Wery, SDN Wee 

Tame dan SDN Tabulo Dara sebesar Rp410.493.000,00 pada 

Dinas Kesehatan.  
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 Lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Waikabubak III 

sebesar Rp2.705.573.963,00 pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

 Pembangunan Sumur Air Tanah sebesar Rp2.021.224.568,94 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp139.886.607,00 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 Pengawasan Jalan, Peningkatan Jalan sebesar 

Rp20.939.541.299,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

 Rehabilitasi Daerah Irigasi, Perencanaan Drainase, 

Pembangunan Drainase dalam Kota, Normalisasi Kali Kaori, 

Perencanaan dan Pengawasan Jaringan Irigasi 2022, 

Pengawasan Spam 2021 Tematik 02 dan 03, Pembangunan 

SPAM sebesar Rp11.402.578.948,91 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

 Survei Kondisi Jalan dan Jembatan sebesar Rp 

222.200.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang. 

 Perencanaan Jalan Dalam dan Luar Kota, Penyusunan 

Dokumen Kebijakan dan Strategi/RISPAM, Revisi RISPAM 

dan Perencanaan SPAM sebesar Rp495.148.400,00 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

 Penerangan Jalan Umum sebesar Rp118.580.000,00 pada 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 

2) Realisasi Barang dan Jasa  Instalasi air sebesar Rp11.701.600,00 

pada Dinas Pemuda Dan Olahraga. 

3) Kewajiban yang tidak akan ditagih  Pembangunan sumur Sumur 

Bor I (malata)  sebesar Rp200,05 adalah selisih Pembayaran 

Rp139.886.607,00 dengan Nilai Kontrak Rp 139.886.807,05 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  

4) Reklas dari akun lain sebesar Rp14.127.489.412,04 terdiri dari :  

1) Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp1.812.292.275,08 

a. Biaya Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan 

Pembangunan Sanitasi dan Toilet SDN Tabulodara, SDN 

Puu Wery dan SDN Weetame (DAK) Rp47.431.600,00 

pada Dinas Pendidikan. 

b. Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah/ IPL Labkesda 

dan  Sarana air Bersih Labkesda, Puskesmas Weekerou 

dan Puskesmas Padedewatu sebesar Rp1.764.860.675,00 

pada Dinas Kesehatan. 

2) Reklas dari Aset Tetap Lainnya Jaringan Listrik SMPN 1 

Loli sebesar Rp2.400.000,00 pada Dinas Pendidikan. 

3) Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Lanjutan 

Pembangunan Jalan Lingkar Waikabubak Tahap III, 
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Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah, Perencanaan Jalan 

dan Jembatan 2021, Perencanaan Irigasi 2021 dan  

Pembangunan Sumur Bor Desa Malata sebesar 

Rp12.312.797.136,96 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang.  

 Mutasi Kurang sebesar Rp11.724.423.580,11 terdiri dari : 

1) Reklas ke akun lain sebesar Rp6.997.625.048,17 yaitu : 

a. Reklas ke Gedung dan Bangunan Jaringan Air Limbah 

sebesar Rp171.400.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah. 

b. Reklas ke Aset Tetap Lainnya Peningkatan Jalan Patiala - 

Gaura (Hotmix) sebagi Aset Tetap Renovasi sebesar 

Rp5.037.451.040,56 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

c. Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Survei Kondisi Jalan 

dan Jembatan, Perencanaan Jalan Dalam dan Luar Kota, 

Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi/RISPAM, 

Revisi RISPAM, Perencanaan SPAM, SPAM Manukuku dan 

SPAM Sobarade sebesar Rp1.788.774.007,61 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  

2) Kewajiban Pengerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar 

Waikabubak Tahap III dan Pembangunan Sumur - Sumur Air 

Tanah sebesar Rp4.726.798.531,94 pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang.  

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 

14 

 

III.A.4.5. Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp55.044.187.364,32  Rp48.299.714.729,14 

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang meliputi 

buku/perpustakaan, ternak, tanaman, dan barang bercorak 

kesenian/kebudayaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 

Tabel 51 Penjelasan Aset Tetap Lainnya 

Uraian  Nilai (Rp) 

Saldo Awal per 31 Desember 2020 48.299.714.729,14 

Koreksi Tambah 0,00 

Koreksi Kurang 0,00 

Saldo Awal 1 Januari 2021 48.299.714.729,14 

Tambah 10.305.713.617,26 

Belanja Modal 18.300.000,00 

Belanja Modal Dana BOS 4.117.232.181,70 
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Reklas dari Akun Lain 6.142.023.540,56 

Hibah 28.157.895,00 

Kurang 3.561.240.982,08 

Reklas ke Akun Lain 3.555.705.982,08 

Reklas Aset Lain-lain 5.535.000,00 

Saldo per 31 Desember 2021 55.044.187.364,32 

 Mutasi Tambah sebesar Rp10.305.713.617,26 terdiri dari 

 Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Belanja BOS sebesar 

Rp4.117.232.181,70 pada Dinas Pendidikan. 

 Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 

sebesar  Rp18.300.000,00 terdiri dari :  

a. Sistem Operasi, Anti Virus dan Licensi Office sebesar 

Rp13.300.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informasi, 

Persandian dan Statistik. 

b. Pengadaan Domba Jantan sebesar Rp5.000.000,00 pada Dinas 

Peternakan. 

 Reklas dari akun lain sebesar Rp3.630.469.395,00 terdiri dari  : 

a. Reklas dari Gedung dan Bangunan Rehab Pagar dan Rehab 

Gedung Kantor sebagai Aset Tetap Renovasi sebesar 

Rp633.853.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

b. Reklas dari Jalan Irigasi dan Jaringan Peningkatan Jalan 

Patiala - Gaura (Hotmix) sebagi Aset Tetap Renovasi sebesar 

Rp5.037.451.040,56 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

 Hibah Koleksi Buku bahan Pustaka dari Perpustakaan Negara 

sebesar Rp28.157.895,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

 Mutasi Kurang sebesar Rp3.636.004.395,00 terdiri dari : 

1) Reklas ke akun lain sebesar Rp3.555.705.982,08 

 Reklas ke Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin  

dari Dana BOS sebesar Rp3.540.005.982,08 pada Dinas 

Pendidikan. 

 Reklas ke Aset Tetap Lainnya Jaringan Listrik SMPN 1 Loli 

sebesar Rp2.400.000,00 pada Dinas Pendidikan. 

 Reklas ke Aset Tak berwujud Sistem Operasi, Anti Virus dan 

Licensi Office sebesar Rp13.300.000,00 pada Dinas 

Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik. 

2) Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp5.535.000,00 Buku Undang-

Undang  Rp5.535.000,00 pada Kantor Kecamatan Kota Waikabubak. 

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 15 

 

III.A.4.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi Dalam  31 Desember 2021  31 Desember 2020 
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Pengerjaan Rp8.369.899.753,74  Rp38.879.673.715,55 

Jumlah tersebut merupakan nilai konstruksi yang belum selesai atau belum 

siap digunakan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :      

    

 

Tabel 52 Penjelasan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Uraian  Nilai (Rp) 

Saldo Awal per 31 Desember 2020 38.879.673.715,55 

Koreksi Tambah 0,00 

Koreksi Kurang 10.000.000,08 

Saldo Awal 1 Januari 2021 38.869.673.715,47 

Mutasi Tambah 2.307.867.607,61 

Mutasi Kurang 32.807.641.569,34 

Saldo per 31 Desember 2021 8.369.899.753,74 

 

 Koreksi Kurang sebesar Rp10.000.000,08 terdiri dari 

a. Perencanaan Pembangunan Menara Pemantau, Ruang Terbuka 

Hijau, Pemasangan Paving Blok adalah kegiatan yang tidak jadi 

direalisasikan sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. 

b. Selisih Kewajiban Pembangunan Kandang Indukan BC Babi Tana 

Righu Rp0,08 pada Dinas Peternakan 

 Mutasi Tambah sebesar Rp2.307.867.607,61 terdiri dari : 

1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp479.094.000,00 

a. Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik TA. 2022 sebesar 

Rp99.995.000,00 pada Dinas Pertanian. 

b. Perencanaan Rehab RPH sebesar Rp49.500.000,00 pada 

Dinas Peternakan. 

c. Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp89.900.000,00 pada 

Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik. 

d. Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp99.756.000,00 pada 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

e. Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir, Perencanaan 

Rehab Podium Manda Elu dan Perencanaan Rehab Rumah 

Jabatan  Kepala Daerah sebesar Rp139.943.000,00 pada 

Bagian Umum Sekretraiat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 

2) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Survei Kondisi Jalan 

dan Jembatan, Perencanaan Jalan Dalam dan Luar Kota, 

Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi/RISPAM, Revisi 

RISPAM, Perencanaan SPAM, SPAM Manukuku dan SPAM 
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Sobarade sebesar Rp1.788.774.007,61 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang.  

3) Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Kebijakan 

Strategi/RISPAM dan revisi RISPAM sebesar Rp39.997.600,00 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  

4) Kewajiban yang tidak akan ditagih  Survei Jalan Kabupaten 

Tersebar  sebesar Rp2.000,00 adalah selisih Pembayaran Rp 

222.200.200,00 dengan Nilai Kontrak Rp222.202.200,00 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  

 Mutasi Kurang sebesar Rp32.807.641.569,34 terdiri dari : 

1) Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.024.097.932,38 

a. Rehabilitasi Gedung dan Pembangunan Jamban SD dan SMP 

sebesar Rp3.820.522.537,28 pada Dinas Pendidikan.  

b. Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas 2020 

sebesar Rp64.950.000,00 pada Dinas Kesehatan. 

c. Pembangunan Taman Wisata Religius dan Monumen Kristus 

Raja Gollu Potto  Rp15.652.617.042,48 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

d. Pembangunan Pagar dan Kandang Babi BC. Tana Righu 

Rp259.019.352,62 pada Dinas Peternakan. 

e. Perencanaan Rehab Gedung Kantor Rp49.940.000,00 pada 

Sekretariat DPRD 

f. Penataan Pelataran Rujab Wakil Kepala Daerah 

Rp176.977.000,00 pada Bagian Umum Sekretraiat Daerah 

Kabupaten Sumba Barat.Reklas ke Jalan, Irigas dan Jaringan 

sebesar Rp6.042.546.953,55 

2) Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan Pengerjaan Pengerjaan 

Lanjutan Pembangunan Jalann Lingkar Waikabubak Tahap III, 

Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah, Perencanaan Jalan dan 

Jembatan 2021, Perencanaan Irigasi 2021 dan  Pembangunan 

Sumur Bor Desa Malata sebesar Rp12.312.797.136,96 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

3) Reklas ke Aset Tetap Lainnya Dokumen RISPAM ( Perencanaan 

Sumber Mata Air Kabupaten Sumba Barat), Buku Pembentukan 

Panitia UPTD Bidang Air Minum 2019  dan Buku Data Base 

sebesar Rp470.719.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

4) Kewajiban yang tidak akan ditagih dari Perencanaan Pasar Patiala 

Dete sebesar Rp 27.000,00 pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan.  

Rincian Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada 

Lampiran 16 
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III.A.4.7. Akumulasi Penyusutan 

Akumulasi  31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Penyusutan (Rp1.335.207.112.850,87)  (Rp1.151.990.785.193,64) 

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan berbagai 

metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nilai penyusutan 

untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset 

tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi 

menyangkut penyusutan, sehingga nilai akumulasi penyusutan per 31 

Desember 2021 sebesar (Rp1.335.207.112.850,87).  

Tabel 53 Penjelasan Akumulasi Penyusutan 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Des 2020 1.151.990.785.193,64 

Koreksi Tambah 21.514.269.834,59 

Koreksi Kurang 425.223.024,41 

Saldo awal 1 Januari 2021 1.173.079.832.003,82 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 62.758.569.145,14 

Beban Penyusutan Gedung dan 

Bangunan 

14.254.576.196,20 

Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan 96.153.755.236,93 

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 58.121.460,00 

Mutasi Tambah 486.827.200,00 

Mutasi Kurang  11.584.568.391,22 

Saldo per 31 Desember 2021 1.335.207.112.850,87 

Rincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada Lampiran 7 

 Koreksi Tambah sebesar Rp21.514.269.834,59 merupakan hasil 

reklasifikasi aset tetap, pembulatan angka, penilaian aset tetap, 

kapitalisasi ke aset induk dan koreksi saldo awal tahun sebelumnya 

yang belum tercatat, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Koreksi Tambah Peralatan dan mesin sebesar 

Rp2.713.810.781,20 

2. Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp18.279.480.320,22 

3. Koreksi Tambah Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar 

Rp401.853.352,10 
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4. Koreksi beban penyusutan atas biaya perencanaan dan 

pengawasan yang belum dikapitalisai ke aset induknya sebesar 

Rp119.125.381,10 

 Koreksi Kurang Rp425.223.024,41 merupakan merupakan hasil 

reklasifikasi aset tetap, pembulatan angka, penilaian aset tetap, 

kapitalisasi ke aset induk dan koreksi saldo awal tahun sebelumnya 

yang belum tercatat, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Koreksi Kurang Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp112.915.288,80. 

2. Koreksi Kurang Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar 

Rp312.307.735,61. 

 Mutasi Tambah sebesar Rp486.827.200,00 merupakan Reklas 

Peralatan dan Mesin antar akun sebesar Rp486.827.200,00. 

 Mutasi Kurang sebesar Rp11.584.568.391,22 terdiri dari: 

1. Reklas Gedung dan Bangunan antar akun sebesar 

Rp519.182.000,00 

2. Kapitalisasi asset sebesar Rp13.384.100,00 

3. Reklas ke Aset Lain- Lain sebesar Rp5.813.351.250,66 

4. Koreksi aset tetap kendaraan yang dipindahkan ke asel lainnya 

karena dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp201.200.000,00, dan 

5. Koreksi aset peningkatan jalan Patiala-Gaura milik Pemerintah 

Provinsi NTT sebesar Rp5.037.451.040,56. 

 

III.A.5 DANA CADANGAN  

Dana Cadangan 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp0,00  Rp0,00 

Tidak terdapat pembentukan Dana Cadangan pada tanggal neraca. Dana 

cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

anggaran dan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

III.A.6 ASET LAINNYA 

III.A.6.1. Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan Penjualan 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Angsuran Rp0,00                   Rp0,00 

Tidak terdapat tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2021 

III.A.6.2. Tuntutan Ganti Rugi 

Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2021  31 Desember 2020 
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  Rp5.856.693.158,16  Rp5.178.660.357,88 

Jumlah tersebut merupakan saldo tuntutan perbendaharaan dan tuntutan 

ganti rugi tidak lancar meliputi hasil temuan pemeriksaan BPK RI, BPKP, 

Inspektorat Provinsi NTT, dan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat yang 

menimbulkan kerugian daerah per 31 Desember 2021 dan 2020. 

III.A.6.3. Piutang Tidak Lancar Lainnya 

Piutang tidak lancar 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Lainnya Rp0,00                   Rp0,00 

Tidak terdapat piutang tidak lancar lainnya per 31 Desember 2020. 

III.A.6.4. Aset Tak Berwujud 

Aset Tak  31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Berwujud Rp3.554.565.645,00  Rp3.541.265.645,00 

Saldo sebesar Rp3.554.565.645,00 adalah Aset Tak Berwujud per 31 

Desember 2021 terdiri dari : 

Tabel 54 Penjelasan Aset Tak Berwujud 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 3.541.265.645,00 

Koreksi Tambah 0 

Koreksi Kurang 0 

Saldo per 1 Januari 2021 3.541.265.645,00 

Mutasi Tambah 13.300.000,00 

Mutasi Kurang 0 

Saldo per 31 Desember 2021 3.554.565.645,00 

    

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 8 

 Mutasi Tambah sebesar Rp13.300.000,00 merupakan reklas dari akun 

Aset Tetap Lainnya Sistem Operasi, Anti Virus dan Licensi 

Officepada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik. 

 

III.A.6.5. Akumulasi Amortisasi 

Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 (Rp3.219.663.770,00)  (Rp2.902.862.520,00) 

Akumulasi Amortisasi sebesar (Rp3.219.663.770,00) merupakan 

penambahan beban amortisasi aset tak berwujud. 
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Tabel 55 Penjelasan Akumulasi Amortisasi 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 2.902.862.520,00 

Koreksi Tambah 0,00 

Koreksi Kurang 0 

Saldo per 1 Januari 2021 2.902.862.520,00 

Mutasi Tambah 316.801.250,00 

Mutasi Kurang  0 

Saldo per 31 Desember 2021 3.219.663.770,00 

Rincian Amortisasi dapat dilihat pada Lampiran 10 

 Mutasi Tambah sebesar Rp316.801.250,00 terdiri dari : 

1) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp108.219.375,00 

pada Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah. 

2) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp49.500.000,00 

pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 

3) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp14.685.625,00 

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

4) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp 9.968.750,00 

pada Bappeda. 

5) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp22.687.500,00 

pada Dinas Perhubungan. 

6) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp108.415.000,00 

pada Dinas Pendidikan. 

7) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.325.000,00 

pada Dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan Statistik. 

 

III.A.6.6. Aset Lain-Lain 

Aset Lain-lain 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp61.370.967.891,05  Rp55.867.717.064,02 

Jumlah tersebut merupakan aset lain-lain meliputi emas, penataan lahan, 

peralatan mesin yang rusak berat dan yang tidak dapat ditemukan serta 

gedung dan bangunan yang rusak berat dan sekolah swasta. 

Tabel 56 Penjelasan Aset Lain-lain 

Uraian Nilai (Rp) 
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Saldo per 31 Desember 2020 55.867.717.064,02 

Koreksi Tambah 0,00 

Koreksi Kurang 0,00 

Saldo per 1 Januari 2021 55.867.717.064,02 

Mutasi Tambah 11.316.602.077,69 

Mutasi Kurang  5.813.351.250,66 

Saldo per 31 Desember 2021 61.370.967.891,05 

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 9 

 Mutasi Tambah sebesar Rp11.316.602.077,69 adalah barang-barang 

yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, tidak diketahui keberadaannya 

dan Gedung sekolah Swasta terdiri dari : 

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp6.027.098.904,00 

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp504.624.350,00  

3) Dinas Perhubungan sebesar Rp104.211.600,00 

4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp106.894.900,00 

5) Dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan Statistik 

Rp9.455.000,00 

6) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp50250.000,00 

7) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp272.606.000,00 

8) Dinas Pangan sebesar Rp 119.325.000,00 

9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 

263.255.077,00 

10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  

sebesar Rp 320.264.300,00 

11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp125.094.850,00 

12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp185.840.200,00 

13) Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah sebesar 

Rp1.472.272.191,00 

14) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp55.000.000,00 

15) Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran sebesar 

Rp279.441.610,00 

16) Sekretariat Korpri sebesar Rp45.337.263,00 

17) Bagian Umum sebesar Rp422.875.000,00 

18) Bagian Humas dan Protokol sebesar Rp24.712.400,00 

19) Bagian Hukum sebesar Rp242.967.100,00 

20) Bagian Pembangunan sebesar Rp63.270.510,00 

21) Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp61.347.153,50 

22) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp24.651.550,00 

23) Kecamatan Loli sebesar Rp166.983.536,06 

24) Kecamatan Kota Waikabubak sebesar Rp342.701.308.13 

25) Kelurahan Weekarou sebesar Rp18.184.500,00 

26) Puskesmas Puu Weri sebesar Rp19.616.200,00 
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27) Puskesmas Tana Rara sebesar Rp33.321.575,00 

 Mutasi Kurang sebesar Rp5.813.351.250,66 merupakan reklas dari 

akumulasi penyusutan terdiri dari : 

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp 9.065.216.55,77 

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp                      

502.895.550,00  

3) Dinas Perhubungan sebesar Rp104.211.600,00  

4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp106.894.900,00  

5) Dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan Statistik                        

Rp9.016.250,00  

6) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 3.150.000,00  

7) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp268.106.000,00 

8) Dinas Pangan sebesar Rp119.325.000,00 

9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp257.846.577,00 

10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  

sebesar Rp281.687.300,00 

11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 119.906.250,00 

12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 185.220.200,00 

13) Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah sebesar 

Rp1.439.480.382,20 

14) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp55.000.000,00 

15) Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran sebesar 

Rp279.441.610,00 

16) Sekretariat Korpri sebesar Rp44.337.263,00 

17) Bagian Umum sebesar Rp187.788.000,00 

18) Bagian Humas dan Protokol sebesar Rp24.712.400,00 

19) Bagian Hukum sebesar Rp242.967.100,00 

20) Bagian Pembangunan sebesar Rp59.496.210,00 

21) Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp61.347.153,50 

22) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp12.911.030,00 

23) Kecamatan Loli sebesar Rp156.423.536,06 

24) Kecamatan Kota Waikabubak sebesar Rp321.370.108,13 

25) Kelurahan Weekarou sebesar Rp18.184.500,00 

26) Puskesmas Puu Weri sebesar Rp18.120.200,00 

27) Puskesmas Tana Rara sebesar Rp28.990.475,00 

 

III.B KEWAJIBAN 

III.B.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

III.B.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Utang Perhitungan  31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Fihak Ketiga (PFK) Rp459.985.400,10  Rp542.939.664,66 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK 

yang dilakukan Pemerintah Daerah baik melalui BUD maupun yang 
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dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang harus diserahkan 

kepada Pihak Lain. 

Tabel 57 Penjelasan Utang PFK 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 542.939.664,66 

Koreksi kurang 0 

Saldo per 1 Januari 2021 542.939.664,66 

Mutasi Tambah  15.552.372.164,44  

Mutasi Kurang  15.635.326.429,00  

Saldo per 31 Desember 2021 459.985.400,10 

 

 Mutasi Tambah sebesar Rp15.552.372.164,44 terdiri dari : 

- Mutasi tambah PFK BUD sebesar Rp 15.551.926.505,44 

- PFK OPD sebesar Rp445.659,00 

 Mutasi Kurang sebesar Rp15.635.326.429,00 yaitu PFK BUD Tahun 

2021 yang disetor Tahun 2021. 

 

III.B.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka 

Pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp700.856,01  Rp935.135,01 

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya 

kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau 

sebagian belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. 

Tabel 58 Penjelasan pendapatan diterima dimuka 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Desember 2020 935.135,01 

 Mutasi Tambah 644.276,00 

 Mutasi Kurang 878.555,00 

Saldo per 31 Desember 2021 700.856,01 

 

 Mutasi Tambah pendapatan diterima dimuka sebesar Rp644.276,00 

terdiri dari Pembayaran PBB-P2 Bank NTT sebesar Rp644.276,00 

 Mutasi Kurang Realisasi pendapatan diterima dimuka sebesar 

Rp878.555,00 terdiri dari : Pembayaran PBB-P2 sebesar 

Rp290.055,00 dan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah sebesar Rp588.500,00. 

 Saldo akhir sebesar Rp700.856,01 merupakan pendapatan diterima 

dimuka pada BKAPD terdiri dari : PBB-P2. 
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III.B.1.3. Utang Belanja 

Utang Belanja 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp16.319.657.758,15  Rp20.417.112.896,56 

Utang belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena 

pemerintah daerah  mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan 

pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau 

sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. 

Tabel 59 Penjelasan Utang Belanja 

Uraian Nilai (Rp) 

Saldo per 31 Des 2020 20.417.112.896,56 

 Mutasi Tambah  15.339.772.496,00 

 Mutasi Kurang  19.437.227.634,41 

 Saldo per 31 Des 2021 16.319.657.758,15 

 Mutasi Kurang sebesar Rp19.417.227.634,41 terdiri dari : 

1. Dinas PUPR sebesar Rp7.143.014.862,69 

2. RSUD Waikabubak sebesar Rp11.848.508.084,64 

3. Dinas Pertanian sebesar Rp18.750.000,00 

4. Dinas Peternakan sebesar Rp99.292.541,08 

5. Dinas Perindag sebesar Rp54.913.600,00 

6. Bagian Umum sebesar Rp176.977.000,00 

7. Puskesmas Malata sebesar Rp95.771.546,00  

 Mutasi Tambah sebesar Rp15.339.772.496,00 terdiri dari: 

1. RSUD Waikabubak sebesar Rp12.804.473.426,00 Jasa pelayanan 

rumah sakit bulan September-Desember 2021, obat-obatan dan 

foto copy.  

2. Dinas Kesehatan sebesar Rp258.039.724,00 terdiri dari obat-

obatan. 

3. Dinas Pendidikan sebesar Rp67.959.250,00 adalah utang belanja 

pegawai atas honor guru dan tenaga pendidik. 

4. RSUD Waikabubak senilai Rp1.808.585.665,00 adalah koreksi 

utang belanja pada RSUD Waikabubak. 

5. Dinas Kesehatan sebesar Rp400.714.413,00 adalah koreksi utang 

belanja atas insentif bagi tenaga Kesehatan. 

 2021  2020 

Rp  Rp 

Pembangunan fisik jalan, monument, sumur 139.884.313,95  7.282.899.176,64 

Insentif, honor BLUD, jasa pelayanan, obat 14.613.059.091,00  11.848.508.084,64 

Alkes dan obat 1.424.754.155,00  766.000.000,00 

Makan Minum dan Transportasi 20.000.000,00  38.750.000,00                     

Pengawasan gedung kantor 14.272.948,20  14.272.948,20 

Perencanaan pembangunan cagar budaya 39.728.000,00  39.728.000,00 
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Pembangunan dan perencanaan breeding 0,00  99.292.541,08 

Honor, ATK dan Perencanaan 0,00  54.913.600,00 

Pelataran rumah jabatan wakil bupati 0,00  176.977.000,00 

Jasa Pelayanan 0,00  95.771.546,00 

Belanja Pegawai BOS 67.959.250,00   0,00 

Jumlah 16.319.657.758,15  20.417.112.896,56 

Saldo utang beban per 31 Desember 2021 adalah sebesar 

Rp16.319.657.758,15 dan akan dibayar pada Tahun 2022. Saldo Utang 

Beban dapat dilihat sebagai beikut: 

N

o 

SKPD Pembangunan 

fisik 

Insentif, honor, 

jasa,alkes,obat 

transportasi Pengawasan & 

perencanaan 

Jumlah 

1 PUPR 139.884.313,95    139.884.313,95 

2 RSUD  14.613.059.091,00   14.613.059.091,00 

3 Dinkes  1.424.754.155,00   1.424.754.137,00 

4 Dinas Pertanian   20.000.000,00  20.000.000,00 

5 Dinas 

Pariwisata 

   14.272.948,20 14.272.948,20 

6 Dinas 

Perumahan 

   39.728.000,00 39.728.000,00 

7 Dinas 

Pendidikan 

 67.959.250,00   67.959.250,00 

 Jumlah 139.884.313,95 16.105.772.496,00 20.000.000,00 54.000.948,20 16.319.657.758,15 

 

III.B.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya 

Utang Jangka Pendek 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

Lainnya Rp 0,00  Rp 0,00 

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 

 

III.B.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang Jangka Panjang 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

  Rp0,00  Rp0,00 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tidak memiliki utang jangka panjang, 

baik jaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri. 

 

III.C EKUITAS 

Ekuitas 31 Desember 2021  31 Desember 2020 

 Rp1.317.669.050.330,97  Rp1.330.896.558.624,49 
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Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 

yaitu selisih nilai aset dengan kewajiban. 

 

IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO) 

IV.A Pendapatan - LO 

Pendapatan – LO Kabupaten Sumba Barat  per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp627.523.199.770,64 jika dibandingkan dengan Pendapatan–LO tahun 2020 

sebesar Rp662.484.380.530,52 terjadi penurunan sebesar Rp34.961.180.759,88  

atau 5,28%  dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 60 Pendapatan - LO 

N

o 
Uraian 

Realisasi              

Tahun 2021 (Rp) 

Realisasi              

Tahun 2020 (Rp) 

Kenaikan 

/Penurunan 

(Rp) 

% 

1 
Pendapatan Asli 

Daerah 

58.317.598.750,64 53.260.258.876,41 5.057.339.874,23 9,5 

2 Pendapatan Transfer 544.735.944.928,00 525.219.613.621,41 19.516.331.306,59 3,72 

3 
Lain-lain Pendapatan  

yang Sah 

24.469.656.092,00 84.004.508.032,70 (59.534.851.940,70) (70,87) 

 Jumlah 627.523.199.770,64 662.484.380.530,52 (34.961.180.759,88) (5,28) 

 

IV.A.1 Pendapatan Asli Daerah– LO 

Pendapatan Asli Daerah–LO Kabupaten Sumba Barat periode 31 Desember 

2021  sebesar Rp58.317.598.750,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 

sebesar Rp53.260.258.876,41 mengalami penurunan sebesar 

Rp5.057.339.874,23 atau 9,55% dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 61 Pendapatan Asli Daerah – LO di SKPD 

No SKPD 

Pendapatan Asli Daerah – LO 

Pendapatan Pajak 

Daerah – LO 

Pendapatan 

Retribusi Daerah 

– LO 

Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

Lain-lain PAD 

yang Sah 

1 Dinas Pendidikan   -     25.653.000,00   -     -    

2 Dinas Kesehatan  -     1.256.861.054,00   -     5.979.059.175,00  

3 RSUD  -     -     -    25.295.378.365,49  

4 Dinas PUPR  -     68.642.648,00   -     -    
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5 Dinas Perhubungan  -     907.835.500,00   -     -    

6 Bagian Ekonomi  -     12.120.000,00   -     -    

7 Badan Keuangan, Aset 

dan Pendapatan 

Daerah 

13.938.924.280,39   51.455.990,00   8.110.451.501,00   2.295.114.736,76  

8 Dinas Pangan  -     2.245.000,00   -     -    

9 Dinas Pertanian  -     47.966.000,00   -     -    

10 Dinas Peternakan  -     14.548.000,00   -     12.320.000,00  

11 Dinas Kelautan dan 

Perikanan 
 -     51.000.000,00   -     -    

12 Dinas Perindustrian 

dan perdagangan 
 -     248.023.500,00   -     -    

 Jumlah 13.938.924.280,39   2.686.350.692,00   8.110.451.501,00  33.581.872.277,25  

Saldo Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2021 adalah sebesar 

Rp58.287.,64 dengan rincian pada masing – masing SKPD sebagai berikut: 

 
No SKPD Pendapatan Asli Daerah – LO 

1 Dinas Pendidikan   25.653.000,00  

2 Dinas Kesehatan  7.235.920.229,00  

3 RSUD  25.295.378.365,49  

4 Dinas PUPR  68.642.648,00  

5 Dinas Perhubungan  907.247.000,00 

6 Bagian Ekonomi  12.120.000,00  

7 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan 

Daerah 

  24.396.535.008,15 

8 Dinas Pangan  2.245.000,00  

9 Dinas Pertanian  47.966.000,00  

10 Dinas Peternakan  26.868.000,00  

11 Dinas Kelautan dan Perikanan  51.000.000,00  

12 Dinas Perindustrian dan perdagangan  248.023.500,00  

Jumlah 58.317.598.750,64 

 

Terdapat perbedaaan angka antara Pendapatan Asli Daerah pada Laporan 

Operasional dan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran 

pada setiap SKPD sebesar Rp2.021.795.550,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 62 Selisih antara LRA dan LO 

N SKPD Pendapatan – LO Pendapatan – LRA Selisih Keterangan 
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o 

1 Dinas Pendidikan  25.653.000,00 26.301.000,00  (648.000,00) Realisasi Piutang rumah 

dinas tahun 2021 
2 Dinas Kesehatan 7.235.920.229,00 7.236.286.829,00  (366.600,00) Pelunasan piutang rumah 

dinas TA 2021 
3 RSUD 25.295.378.365,49 24.206.186.165,49  1.089.192.200,00  Realisasi piutang BLUD  
4 Dinas 

Perhubungan 

907.247.000,00 276.447.000,00  630.800.000,00 Penambahan Piutang 

retribusi kekayaan daerah ( 

truk manda elu ) di tahun 

2021 
5 Badan Keuangan, 

Aset dan 

Pendapatan 

Daerah 

24.396.535.008,15 24.086.619.184,99  307.558.505,00    Pajak daerah sebesar 

Rp297.263.860,00 terdiri 

dari realisasi piutang 

sebesar Rp297.689.581 

dikurangi Rp354.221,00 

yaitu pajak dibayar 

dimuka sebesar 

Rp644.276,00 dikurangi 

realisasi PBB P2 yang 

diambil dari pendapatan 

dibayar dimuka pada 

tahun sebelumnya sebesar 

Rp290.055,00 

 Pajak retribusi sebesar 

Rp21.214.990,00 adalah 

piutang retribusi yang 

bertambah tahun 2021 

Rp20.626.490,00 yaitu 

piutang bertambah 

Rp30.866.240,00 

dikurangi realisasi piutang 

retribusi daerah 

Rp10.239.750,00 

ditambah dengan realisasi 

piutang yang diambil dari 

pendapatan dibayar 

dimuka sebesar 

Rp588.500,00 

Lain-lain Pad yang sah 

sebesar 11.798.900 adalah 

piutang kelebihan 

pembayaran gaji dari PT. 

TASPEN cabang kupang 

yang ditahun 2021. 
6 Dinas Peternakan 26.868.000,00      27.300.000,00  Pelunasan piutang rumah 

dinas tahun 2021 
7 Dinas 

Perindustrian dan 

perdagangan 

248.023.500,00 222.653.500,00  25.370.000,00  Penambahan piutang di 

tahun 2021 (ruko/kios) 

  58.317.598.750,64 56.266.124.645,64 2.051.474.105,00  

 

Selisih pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional dan Pendapatan 

Pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp297.263.860,00 

terdiri dari :  
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N

O 

 

URAIAN 

MUTASI 

TAMBAH 

(Rp.) 

MUTASI 

KURANG 

(Rp.) 

 

SELISIH 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 

1. Pajak Hotel 36.289.229,00 9.096.710,00 27.192.519,00 

2. Pajak Rapat-rapat 

pelatihan 

950.500,00 59.293.734,00 (58.343.234,00) 

3. Pajak Reklame 0,00 1.925.000,00 (1.925.000,00) 

4. PBB-P2 434.977.518,00 104.347.888,00 330.629.630,00 

 
JUMLAH TOTAL 472.217.247,00 174.663.332,00 297.553.915,00 

 

a. Mutasi Tambah sebesar Rp472.217.247,00 terdiri dari piutang Pajak 

Hotel Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.289.229,00, Piutang Pajak 

Rapat-rapat Pelatihan Sebesar Rp950.500,00 dan Piutang Pajak Bumi 

dan Bangunan P2 Sebesar Rp434.977.518,00   

b. Mutasi Kurang sebesar Rp174.663.332,00 merupakan realisasi piutang 

pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 

Selisih pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional dan 

Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar 

Rp676.526.890,00 merupakan koreksi saldo awal piutang, realisasi piutang, 

pendapatan diterima dimuka dan piutang Tahun 2021 terdiri dari : 

a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 

terdiri dari: 
 

NO 

 

URAIAN 

MUTASI 

TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

KURANG 

(Rp) 

SELISIH 

 

(Rp) 

1 2 4 5 6 

 

1. 

 

Dinas Pendidikan 

 

0,00 

 

648.000,00 

 

792.000,00 

 

2. 

 

Dinas Kesehatan 

 

47.889.000,00 

 

48.255.600 

 

(366.600,00) 

 

3. 

 

BKAPD 

 

31.454.740,00 

 

10.239.750,00 

 

21.214.990,00 

 

4. 

 

Dinas Perhubungan 

 

864.588.500,00 

 

233.200.000,00 

 

602.000.000,00 

 

5. 

 

Dinas Perindag 

 

147.320.000,00 

 

121.950.000,00 

 

25.370.000,00 

 

6. 

 

Dinas Peternakan 

 

0,00 

 

432.000,00 

 

(240.000,00) 

 

 

 

JUMLAH 

 

1.091.252.240,00 

 

414.725.350,00 

 

676.526.890,00 

 

 Mutasi tambah sebesar Rp1.091.252.240,00 merupakan piutang 

retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2021. 

 Mutasi kurang sebesar Rp414.725.350,00 merupakan realisasi 

piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2021. 

 



 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat  

LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 
2021 
 

 
 

Catatan atas Laporan Keuangan 

 

131 

 

b. Selisih Lain-lain PAD yang sah pada LO dan Pendapatan Lain-lain PAD 

yang sah pada LRA sebesar Rp1.077.393.300,00 terdiri dari :  

 Realisasi Piutang BLUD sebesar (Rp1.089.192.200,00) 

 Piutang kelebihan pembayaran gaji dari PT. TASPEN Cabang 

Kupang yang bertambah di Tahun 2020 sebesar Rp 11.798.900,00 

 

IV.A.2 Pendapatan Transfer– LO 

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 31 

Desember 2021 sebesar Rp544.735.944.928,00 jika dibandingkan dengan 

Tahun 2020 sebesar Rp525.219.613.621,41 mengalami penurunan sebesar 

Rp19.516.331.306,59 atau 3,72% dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 63 Pendapatan Transfer - LO 

No Uraian 
Realisasi              

Tahun 2021 (Rp) 

Realisasi              

Tahun 2020 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan (Rp) 
% 

A.2.1 Dana Perimbangan 528.661.041.010,00 505.772.133.477,00 22.888.907.533,00 4,53 

1) Dana Bagi Hasil Pajak 11.900.479.536,00 5.917.010.279,00 5.983.469.257,00 101,12 

2) Dana Bagi Hasil/SDA  892.550.071,00 (892.550.071,00) (100) 

3) Dana Alokasi Umum 373.154.810.990,00 377.323.812.000,00 (4.169.001.010,00) (1,10) 

4) Dana Alokasi Khusus 143.605.750.484,00 121.638.761.127,00 21.966.989.357,00 18.06 

A.2.2 
Tranfer Pemerintah 

Pusat Lainnya 
0,00 3.000.000.000,00 (3.000.000.000,00) (100) 

1) Dana Otonomi Khusus    0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Dana Penyesuaian 0,00 3.000.000.000,00 (3.000.000.000,00) (100) 

A.2.3 
Transfer Pemerintah 

Provinsi 
16.074.903.918,00 16.447.480.144,41 (372.576.226,41) (2.27) 

1) Bagi Hasil Pajak 16.074.903.918,00 16.447.480.144,41 (372.576.226,41) (2.27) 

2) Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) 
Bantuan Keuangan dari 

Provinsi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Jumlah 544.735.944.928,00 525.219.613.621,41 107.302.798.306,59 3,72 

Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar 

Rp544.735.944.928,00 jika dibandingkan dengan dengan Pendapatan 

Transfer - LRA sebesar Rp629.704.863.809,00 terdapat selisih sebesar 

Rp84.968.918.881,00. Hal ini disebabkan karena : 

 Mutasi Tambah sebesar Rp4.854.450.631,00, yaitu piutang transfer 

Provinsi tahun 2021 terdiri dari PKB sebesar Rp1.320.403.347,00 

BBN-KB sebesar Rp658.886.984,00, PBB-KB sebesar 

Rp2.871.911.051,00 dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebesar 

Rp3.249.249,00 sedangkan sebesar Rp2.036.902.512,00  Yaitu 
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Pelunasan Piutang  Transfer tahun 2020 terdiri dari PKB sebesar 

Rp916.975.987,00, BBN-KB sebesar Rp124.542.869,00, PBB-KB 

sebesar Rp994.427.614,00, dan Pemanfaatan air bawah tanah sebesar  

Rp956.042,00  

 Mutasi Kurang sebesar Rp87.786.467.000,00 yaitu Transfer Pemerintah 

Pusat - Lainnya Dana Desa yang tidak dicatat pada Pendapatan Transfer 

– LO 

 

IV.A.3   Lain Lain Pendapatan yang Sah 

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 

31 Desember 2021 sebesar Rp24.469.656.092,00 jika dibandingkan dengan 

Tahun 2020 sebesar Rp84.004.508.032,70 mengalami penurunan sebesar 

Rp59.534.851.940,70 atau 70,87%. 

 

IV.A.3.1   Pendapatan Hibah 

Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.141.841.842,00 

dan jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA 

sebesar Rp266.922.000,00 terdapat selisih sebesar Rp1.874.919.842,00 

yaitu penerimaan Hibah Pesediaan dari Pemerintah Provinsi di Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, koreksi penerimaan 

hibah peralatan mesin dari Kementerian kepada 3 OPD, dan koreksi 

penerimaan hibah atas hibah buku dari Perpustakaan Negara. 

Pendapatan hibah – LO terdapat dibeberapa SKPD dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 64 Pendapatan Hibah - LO 

SKPD Rp Keterangan 

Dinas pengendalian 

penduduk dan KB 
411.741.000,00 

Hibah persediaan dari 

Provinsi 

Bagian ekonomi  10.022.000,00 Hibah dari Pihak ketiga 

BKAPD 256.900.000,00 Hibah dari Bank NTT (CSR) 

Dinas Perpustakaan  593.213.947,00  Hibah Peralatan dan Mesin 

dari Kementerian 
Dinas Pertanian  42.007.000,00  

Dinas Perhubungan  799.800.000,00  

Dinas Perpustakaan 28.157.895,00 
Hibah buku dari 

Perpustakaan Negara 

IV.A.3.2  Pendapatan Lainnya 

Pendapatan Lainnya-LO per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp22.327.814.250,00 dan jika dbandingkan dengan Pendapatan Lainnya-
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LRA sebesar Rp22.327.814.250,00, Tidak terdapat selisih di Pendapatan 

Lainnya. 

 

IV.B Beban– LO 

Beban – LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 31 Desember 2021  sebesar 

Rp679.053.722.318,75 dan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp670.654.016.406,14 mengalami kenaikan sebesar Rp8.399.705.912,61 

atau 1,25% dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 65 Beban - LO 

No Uraian 
Realisasi              

Tahun 2021 (Rp) 

Realisasi              

Tahun 2020 (Rp) 

Kenaikan/ Penurunan 

(Rp) 
% 

B.1 Beban Operasi 621.614.816.295,92 735.522.301.727,80 -113.907.485.431,88 -18,32 

1 Beban Pegawai 180.972.958.106,00  266.358.718.006,00 -85.786.474.331,00 -32,21 

2 Beban persediaan 106.549.180.802,21  105.282.200.317,21 1.266.980.485,00  1,20 

3 Beban Jasa 119.535.848.833,00 117.978.148.833,00 1.557.700.000,00 1,32 

4 Beban Pemeliharan 2.870.856.605,82  2.870.856.605,82 0,00 0,00 

5 Beban Perjalanan Dinas 31.183.389.793,00 31.183.389.793,00 0,00 0,00 

6 Beban Hibah 5.736.119.728,00  35.100.073.439,03 -29.363.953.711,03  -28,35 

7 Beban Bantuan Sosial 126.400.000,00 4.636.400.000,00 -4.510.000.000,00 -97,27 

8 
Beban Penyusutan dan 

Amortisasi 

173.545.270.171,20  171.027.592.547,63 2.517.677.623,57  1,47 

9 Beban Penyisihan Piutang 1.094.792.256,69  1.084.922.186,11 9.870.070,58  0,91 

10 Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

B.2 Beban Transfer 38.024.846.958,00 39.193.301.497,00 -1.168.454.539,00 -2,98 

1 
Beban Transfer  Bagi Hasil 

Pajak 

693.983.442,00 741.474.700,00 -47.491.258,00 -6,40 

2 
Beban Transfer Bantuan 

Keuangan ke Desa 

37.330.863.516,00 37.939.230.200,00 -608.366.684,00 -1,60 

3 
Beban Transfer Keuangan 

Lainnya 

0 512.596.597,00 -512.596.597,00 -100,00 

 Jumlah 659.639.663.253,92  774.715.603.224,80 -115.075.939.970,88 -14,85 
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Terdapat perbedaan angka antara beban operasi pada Laporan Operasional dan 

belanja operasi pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp206.255.293.413,87 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 66 Selisih antara LRA dan LO 

URAIAN LO (Rp) LRA (Rp) SELISIH (Rp) 

Beban Pegawai 180.972.958.106,00 177.230.355.744,00 3.742.602.362,00 

Beban Persediaan 125.963.239.867,04  92.249.559.498,09       33.713.680.368,95 

Beban Jasa 119.535.848.833,00 118.368.794.579,00  1.167.054.254,00 

Beban Pemeliharaan 2.870.856.605,82 2.871.342.685,82 -486.080,00 

Beban Perjalanan Dinas 31.183.389.793,00 31.183.389.793,00 0,00 

Beban Hibah 5.736.119.728,00 5.245.915.228,00 490.204.500,00 

Beban Bantuan Sosial 126.400.000,00 126.400.000,00 0,00 

Beban Penyusutan dan 

Amortisasi Aset 

173.545.270.171,20 0,00 173.545.270.171,20 

Beban Penyisihan Piutang 1.094.792.256,69  0,00 1.094.792.256,69 

Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 641.028.875.360,75 427.275.757.527,91 213.753.117.832,84 

 

Rincian Beban Pegawai – LO pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 

No SKPD 
Beban Pegawai – LO 

(Rp) 

1.  Dinas Pendidikan 62.679.686.109,00 

2.  Dinas Kesehatan 17.309.444.938,00 

3.  Puskesmas Tanarara 7.500.000,00 

4.  Puskesmas Kareka Nduku 9.000.000,00 

5.  Puskesmas Malata 9.000.000,00 

6.  Puskesmas Puuweri 7.600.000,00 

7.  Puskesmas Gaura 9.000.000,00 

8.  Puskesmas Padediwatu 9.000.000,00 

9.  Puskesmas Weekarou 9.000.000,00 

10.  Puskesmas Lahihuruk 9.000.000,00 

11.  Puskesmas Kabukarudi 9.000.000,00 

12.  Puskesmas Lolowano 9.000.000,00 

13.  RSUD Waikabubak 15.459.652.532,00 

14.  Dinas PU Dan Penataan Ruang 3.206.232.371,00 

15.  Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 1.603.936.191,00 

16.  Bappeda 1.607.280.608,00 

17.  Dinas Perhubungan 1.667.242.638,00 

18.  Dinas Lingkungan Hidup 1.429.936.254,00 
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No SKPD 
Beban Pegawai – LO 

(Rp) 

19.  Dinas Pertanahan 755.255.357,00 

20.  Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 1.332.276.129,00 

21.  Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak 1.368.403.009,00 

22.  Dinas Pengendalian Penduduk & KB 1.357.928.370,00 

23.  Dinas Sosial 1.616.086.419,00 

24.  Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja 1.419.537.367,00 

25.  Dinas Koperasi & UKM 1.050.262.485,00 

26.  Dinas Kepemudaan & Olahraga 1.135.807.116,00 

27.  Badan Kesatuan Bangsa & Politik 1.160.532.483,00 

28.  Satpol PP & Pemadam Kebakaran 1.938.482.178,00 

29.  Sekretariat DPRD 12.963.188.273,00 

30.  Bag. Pengadaan Barang & Jasa 268.100.000,00 

31.  Bag. Tata Pemerintahan 9.000.000,00 

32.  Bag. Hukum 8.400.000,00 

33.  Bag. Ekonomi & SDA 14.995.000,00 

34.  Bag. Administrasi Pembangunan 12.550.000,00 

35.  Bag. Kesra 10.350.000,00 

36.  Bag. Umum 7.275.274.045,00 

37.  Bag. ESDM & Kehutanan 8.400.000,00 

38.  Bag. Organisasi 9.000.000,00 

39.  Bag. Humas & Protokol 10.200.000,00 

40.  Badan Keuangan, Aset & Pendapatan Daerah 2.425.967.102,00 

41.  BKPP 5.786.464.092,00 

42.  Inspektorat 1.785.731.536,00 

43.  Badan Penelitian & Pengembangan 1.310.443.471,00 

44.  Kec. Tanarighu 1.095.167.219,00 

45.  Kec. Loli 2.934.711.477,00 

46.  Kec. Kota Waikabubak 3.331.591.213,00 

47.  Kec. Wanokaka 813.158.431,00 

48.  Kec. Lamboya 1.227.286.254,00 

49.  Kec. Lamboya Barat 841.089.464,00 

50.  Kel. Weekarou 7.800.000,00 

51.  Kel. Sobawawi 7.800.000,00 

52.  Kel. Maliti 8.400.000,00 

53.  Kel. Padaeweta 11.460.000,00 

54.  Kel. Wailiang 8.400.000,00 

55.  Kel. Kampung Baru 5.800.000,00 

56.  Kel. Kampung Sawah 8.900.000,00 
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No SKPD 
Beban Pegawai – LO 

(Rp) 

57.  Kel. Komerda 8.400.000,00 

58.  Kel. Loda Pare 8.625.000,00 

59.  Kel. Weedabo 8.400.000,00 

60.  Kel. Diratana 8.400.000,00 

61.  Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu 1.404.379.925,00 

62.  Dinas Pangan 1.468.257.525,00 

63.  Dinas Pemb. Masyarakat Desa 1.673.832.666,00 

64.  Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 1.446.514.036,00 

65.  Dinas Perpustakaan & Kearsipan 916.873.173,00 

66.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.227.516.550,00 

67.  Dinas Pertanian 5.800.096.861,00 

68.  Dinas Peternakan 2.246.254.266,00 

69.  Dinas Keb. dan Pariwisata 1.442.423.295,00 

70.  Dinas Kelautan & Perikanan 1.476.475.416,00 

71.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.457.950.262,00 

 Jumlah 180.972.958.106,00 

 

 

Selisih sebesar Rp3.742.602.362,00 terdiri dari : 

 Kewajiban RSUD sebesar Rp3.273.928.681,00   

 Kewajiban Dinas Pendidikan (BOS) sebesar Rp 67.959.250,00 

 Kewajiban Dinas Kesehatan Sebesar Rp 400.714.431,00 

Rincian Beban Persediaan – LO senilai Rp125.963.239.867,04 rincian pada 

masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 
NO SKPD Beban Persediaan – LO 

(Rp) 

1 Dinas Pendidikan  46.786.094.729,98 

2 Dinas Kesehatan 274.527.104,92 

3 Puskesmas Tanarara 565.787.235,97 

4 Puskesmas Kareka Nduku 779.115.202,45 

5 Puskesmas Malata 875.666.451,75 

6 Puskesmas Puuweri 1.110.204.725,67 

7 Puskesmas Gaura 554.023.361,26 

8 Puskesmas Padediwatu 616.928.501,66 

9 Puskesmas Weekarou 915.474.851,53 

10 Puskesmas Lahihuruk 922.090.140,98 
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NO SKPD Beban Persediaan – LO 

(Rp) 

11 Puskesmas Kabukarudi 1.470.329.562,86 

12 Puskesmas Lolowano 429.543.261,09 

13 RSUD Waikabubak 22.453.673.374,82 

14 Dinas PU Dan Penataan Ruang 17.962.521.048,00 

15 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 2.291.679.800,00 

16 Bappeda 860.277.100,00 

17 Dinas Perhubungan 1.086.239.848,00 

18 Dinas Lingkungan Hidup 450.125.300,00 

19 Dinas Pertanahan 107.025.986,00 

20 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 457.151.600,00 

21 Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak 276.810.600,00 

22 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 1.307.223.218,00 

23 Dinas Sosial 1.254.822.650,00 

24 Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja 1.311.982.893,09 

25 Dinas Koperasi & UKM 260.755.575,00 

26 Dinas Kepemudaan & Olahraga 996.193.600,00 

27 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 87.873.205,00 

28 Satpol PP & Pemadam Kebakaran 876.195.850,00 

29 Sekretariat Dprd 2.562.869.752,00 

30 Bag. Pengadaan Barang & Jasa 90.276.600,00 

31 Bag. Tata Pemerintahan 376.069.700,00 

32 Bag. Hukum 80.615.800,00 

33 Bag. Ekonomi & SDA 114.188.900,00 

34 Bag. Administrasi Pembangunan 114.220.704,00 

35 Bag. Kesra 213.598.532,00 

36 Bag. Umum 2.483.177.450,00 

37 Bag. ESDM & Kehutanan 123.339.600,00 

38 Bag. Organisasi 174.684.000,00 

39 Bag. Humas & Protokol 246.696.630,00 

40 Badan Keuangan, Aset & Pendapatan Daerah 792.636.850,00 

41 BKPP 1.039.984.848,00 

42 Inspektorat 289.720.566,00 

43 Badan Penelitian & Pengembangan 97.244.250,00 

44 Kec. Tanarighu 250.851.950,00 

45 Kec. Loli 276.274.400,00 
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NO SKPD Beban Persediaan – LO 

(Rp) 

46 Kec. Kota Waikabubak 147.139.700,00 

47 Kec. Wanokaka 225.970.250,00 

48 Kec. Lamboya 205.687.200,00 

49 Kec. Lamboya Barat 40.228.430,00 

50 Kel. Weekarou 270.959.500,00 

51 Kel. Sobawawi 286.071.300,00 

52 Kel. Maliti 56.359.300,00 

53 Kel. Padaeweta 210.325.559,00 

54 Kel. Wailiang 119.085.800,00 

55 Kel. Kampung Baru 268.248.700,00 

56 Kel. Kampung Sawah 263.008.770,00 

57 Kel. Komerda 155.950.030,00 

58 Kel. Loda Pare 340.311.900,00 

59 Kel. Weedabo 284.932.000,00 

60 Kel. Diratana 292.233.100,00 

61 Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu 126.828.800,00 

62 Dinas Pangan 321.786.400,00 

63 Dinas Pemb. Masyarakat Desa 788.017.835,00 

64 Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 197.076.700,00 

65 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 91.801.950,00 

66 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.216.797.490,00 

67 Dinas Pertanian 357.306.859,01 

68 Dinas Peternakan 444.382.669,00 

69 Dinas Keb. dan Pariwisata 1.070.354.500,00 

70 Dinas Kelautan & Perikanan 1.388.992.875,00 

71 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 128.824.340,00 

 Jumlah 125.963.239.867,04 

 

Rincian Beban Jasa – LO senilai Rp119.535.848.833,00 rincian pada masing-

masing SKPD adalah sebagai berikut: 
No SKPD Beban Jasa – LO 

(Rp) 

1 Dinas Pendidikan 26.890.025.703,00 

2 Dinas Kesehatan 15.067.861.200,00 

3 Puskesmas Tanarara 489.349.882,00 
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No SKPD Beban Jasa – LO 

(Rp) 

4 Puskesmas Kareka Nduku 465.905.681,00 

5 Puskesmas Malata 705.592.998,00 

6 Puskesmas Puuweri 1.232.357.340,00 

7 Puskesmas Gaura 590.902.520,00 

8 Puskesmas Padediwatu 558.743.565,00 

9 Puskesmas Weekarou 958.594.763,00 

10 Puskesmas Lahihuruk 586.476.425,00 

11 Puskesmas Kabukarudi 849.171.815,00 

12 Puskesmas Lolowano 380.736.820,00 

13 RSUD Waikabubak 18.066.073.694,00 

14 Dinas PU Dan Penataan Ruang 1.826.836.638,00 

15 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 799.891.500,00 

16 Bappeda 2.550.831.950,00 

17 Dinas Perhubungan 416.315.450,00 

18 Dinas Lingkungan Hidup 2.296.142.000,00 

19 Dinas Pertanahan 247.497.400,00 

20 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 1.116.048.500,00 

21 Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak 457.084.700,00 

22 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 1.185.227.800,00 

23 Dinas Sosial 1.429.347.250,00 

24 Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja 497.131.400,00 

25 Dinas Koperasi & UKM 290.973.700,00 

26 Dinas Kepemudaan & Olahraga 534.833.900,00 

27 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 527.027.411,00 

28 Satpol PP & Pemadam Kebakaran 2.995.680.100,00 

29 Sekretariat DPRD 917.836.351,00 

30 Bag. Pengadaan Barang & Jasa 165.118.981,00 

31 Bag. Tata Pemerintahan 1.140.309.180,00 

32 Bag. Hukum 573.031.575,00 

33 Bag. Ekonomi & SDA 248.856.758,00 

34 Bag. Administrasi Pembangunan 713.649.080,00 

35 Bag. Kesra 276.284.900,00 

36 Bag. Umum 3.633.671.405,00 

37 Bag. ESDM & Kehutanan 341.790.347,00 

38 Bag. Organisasi 540.802.400,00 
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No SKPD Beban Jasa – LO 

(Rp) 

39 Bag. Humas & Protokol 781.581.090,00 

40 Badan Keuangan, Aset & Pendapatan Daerah 3.219.680.339,00 

41 BKPP 5.643.709.200,00 

42 Inspektorat 721.628.650,00 

43 Badan Penelitian & Pengembangan 475.981.000,00 

44 Kec. Tanarighu 617.844.200,00 

45 Kec. Loli 772.337.200,00 

46 Kec. Kota Waikabubak 479.331.100,00 

47 Kec. Wanokaka 550.002.800,00 

48 Kec. Lamboya 685.984.000,00 

49 Kec. Lamboya Barat 313.917.600,00 

50 Kel. Weekarou 221.367.200,00 

51 Kel. Sobawawi 265.984.000,00 

52 Kel. Maliti 233.011.565,00 

53 Kel. Padaeweta 259.826.543,00 

54 Kel. Wailiang 205.797.200,00 

55 Kel. Kampung Baru 260.618.613,00 

56 Kel. Kampung Sawah 193.828.646,00 

57 Kel. Komerda 229.773.950,00 

58 Kel. Loda Pare 157.133.600,00 

59 Kel. Weedabo 250.634.000,00 

60 Kel. Diratana 190.708.778,00 

61 Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu 970.758.200,00 

62 Dinas Pangan 492.682.100,00 

63 Dinas Pemb. Masyarakat Desa 1.272.207.618,00 

64 Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 427.995.731,00 

65 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 348.136.800,00 

66 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.290.545.600,00 

67 Dinas Pertanian 1.179.975.883,00 

68 Dinas Peternakan 1.090.907.878,00 

69 Dinas Keb. dan Pariwisata 806.598.509,00 

70 Dinas Kelautan & Perikanan 366.872.730,00 

71 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 912.973.428,00 

 Jumlah 119.535.848.833,00 
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Rincian Beban Pemeliharaan – LO senilai Rp 2.870.856.605,82 rincian pada 

masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 
No SKPD Beban Pemeliharaan – LO 

(Rp) 

1 Dinas Pendidikan 7.007.025,00 

2 Dinas Kesehatan 21.630.560,00 

3 Puskesmas Tanarara 13.003.880,00 

4 Puskesmas Kareka Nduku 7.847.900,00 

5 Puskesmas Malata 0,00 

6 Puskesmas Puuweri 11.550.000,00 

7 Puskesmas Gaura 3.061.175,00 

8 Puskesmas Padediwatu 3.250.000,00 

9 Puskesmas Weekarou 18.526.880,00 

10 Puskesmas Lahihuruk 315.000,00 

11 Puskesmas Kabukarudi 3.000.000,00 

12 Puskesmas Lolowano 13.711.100,00 

13 RSUD Waikabubak 0,00 

14 Dinas PU Dan Penataan Ruang 625.068.892,82 

15 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 21.218.300,00 

16 Bappeda 20.617.900,00 

17 Dinas Perhubungan 12.022.175,00 

18 Dinas Lingkungan Hidup 53.602.600,00 

19 Dinas Pertanahan 2.095.040,00 

20 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 4.246.678,00 

21 Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak 5.170.865,00 

22 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 222.158.870,00 

23 Dinas Sosial 31.155.700,00 

24 Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja 51.159.650,00 

25 Dinas Koperasi & UKM 37.174.204,00 

26 Dinas Kepemudaan & Olahraga 6.136.000,00 

27 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 12.397.750,00 

28 Satpol PP & Pemadam Kebakaran 11.351.625,00 

29 Sekretariat DPRD 268.191.755,00 

30 Bag. Pengadaan Barang & Jasa 5.859.500,00 

31 Bag. Tata Pemerintahan 5.378.750,00 

32 Bag. Hukum 17.600.000,00 

33 Bag. Ekonomi & SDA 18.549.900,00 
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No SKPD Beban Pemeliharaan – LO 

(Rp) 

34 Bag. Administrasi Pembangunan 14.340.000,00 

35 Bag. Kesra 34.875.000,00 

36 Bag. Umum 715.786.100,00 

37 Bag. ESDM & Kehutanan 7.623.000,00 

38 Bag. Organisasi 7.256.010,00 

39 Bag. Humas & Protokol 11.131.500,00 

40 Badan Keuangan, Aset & Pendapatan Daerah 63.069.040,00 

41 BKPP 16.613.000,00 

42 Inspektorat 28.982.327,00 

43 Badan Penelitian & Pengembangan 5.763.040,00 

44 Kec. Tanarighu 4.000.000,00 

45 Kec. Loli 9.600.000,00 

46 Kec. Kota Waikabubak 6.000.000,00 

47 Kec. Wanokaka 6.700.000,00 

48 Kec. Lamboya 6.000.000,00 

49 Kec. Lamboya Barat 108.213.670,00 

50 Kel. Weekarou 2.000.000,00 

51 Kel. Sobawawi 6.122.500,00 

52 Kel. Maliti 8.548.260,00 

53 Kel. Padaeweta 1.800.000,00 

54 Kel. Wailiang 1.225.000,00 

55 Kel. Kampung Baru 2.000.000,00 

56 Kel. Kampung Sawah 2.237.570,00 

57 Kel. Komerda 5.012.420,00 

58 Kel. Loda Pare 750.000,00 

59 Kel. Weedabo 12.670.000,00 

60 Kel. Diratana 2.000.000,00 

61 Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu 51.558.338,00 

62 Dinas Pangan 8.154.864,00 

63 Dinas Pemb. Masyarakat Desa 12.665.570,00 

64 Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 13.244.199,00 

65 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 9.000.000,00 

66 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13.961.964,00 

67 Dinas Pertanian 45.413.332,00 

68 Dinas Peternakan 64.011.360,00 
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No SKPD Beban Pemeliharaan – LO 

(Rp) 

69 Dinas Keb. dan Pariwisata 5.550.000,00 

70 Dinas Kelautan & Perikanan 15.918.867,00 

71 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7.000.000,00 

 Jumlah 2.870.856.605,82 

 

Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO senilai Rp31.183.389.793,00 rincian pada 

masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 
No SKPD Beban Perjalanan Dinas – LO 

(Rp) 

1 Dinas Pendidikan 1.149.106.756,00 

2 Dinas Kesehatan 2.353.415.639,00 

3 Puskesmas Tanarara 145.150.000,00 

4 Puskesmas Kareka Nduku 193.700.000,00 

5 Puskesmas Malata 156.650.000,00 

6 Puskesmas Puuweri 223.900.000,00 

7 Puskesmas Gaura 182.910.000,00 

8 Puskesmas Padediwatu 52.200.000,00 

9 Puskesmas Weekarou 186.500.000,00 

10 Puskesmas Lahihuruk 181.650.000,00 

11 Puskesmas Kabukarudi 167.300.000,00 

12 Puskesmas Lolowano 137.100.000,00 

13 RSUD Waikabubak 0,00 

14 Dinas PU Dan Penataan Ruang 1.110.677.351,00 

15 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 408.751.900,00 

16 Bappeda 1.841.137.600,00 

17 Dinas Perhubungan 263.151.900,00 

18 Dinas Lingkungan Hidup 181.523.400,00 

19 Dinas Pertanahan 310.816.000,00 

20 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 533.868.200,00 

21 Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak 466.304.314,00 

22 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 2.012.830.462,00 

23 Dinas Sosial 834.966.000,00 

24 Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja 576.790.000,00 

25 Dinas Koperasi & UKM 615.338.875,00 

26 Dinas Kepemudaan & Olahraga 452.997.200,00 
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No SKPD Beban Perjalanan Dinas – LO 

(Rp) 

27 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 175.960.000,00 

28 Satpol PP & Pemadam Kebakaran 367.306.000,00 

29 Sekretariat DPRD 3.062.434.363,00 

30 Bag. Pengadaan Barang & Jasa 84.485.000,00 

31 Bag. Tata Pemerintahan 262.420.596,00 

32 Bag. Hukum 221.292.099,00 

33 Bag. Ekonomi & SDA 161.431.700,00 

34 Bag. Administrasi Pembangunan 135.840.140,00 

35 Bag. Kesra 222.254.973,00 

36 Bag. Umum 287.963.800,00 

37 Bag. ESDM & Kehutanan 291.955.400,00 

38 Bag. Organisasi 195.799.300,00 

39 Bag. Humas & Protokol 1.933.724.800,00 

40 Badan Keuangan, Aset & Pendapatan Daerah 482.915.572,00 

41 BKPP 1.758.216.964,00 

42 Inspektorat 1.244.475.785,00 

43 Badan Penelitian & Pengembangan 350.691.800,00 

44 Kec. Tanarighu 94.975.000,00 

45 Kec. Loli 53.724.639,00 

46 Kec. Kota Waikabubak 172.005.000,00 

47 Kec. Wanokaka 247.180.000,00 

48 Kec. Lamboya 120.100.000,00 

49 Kec. Lamboya Barat 58.050.000,00 

50 Kel. Weekarou 33.365.000,00 

51 Kel. Sobawawi 46.675.000,00 

52 Kel. Maliti 44.100.000,00 

53 Kel. Padaeweta 43.690.000,00 

54 Kel. Wailiang 29.910.000,00 

55 Kel. Kampung Baru 49.875.000,00 

56 Kel. Kampung Sawah 45.575.000,00 

57 Kel. Komerda 51.250.000,00 

58 Kel. Loda Pare 44.775.000,00 

59 Kel. Weedabo 41.850.000,00 

60 Kel. Diratana 37.465.000,00 

61 Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu 403.607.599,00 
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No SKPD Beban Perjalanan Dinas – LO 

(Rp) 

62 Dinas Pangan 240.492.136,00 

63 Dinas Pemb. Masyarakat Desa 932.063.761,00 

64 Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 371.435.500,00 

65 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 154.192.800,00 

66 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 394.004.600,00 

67 Dinas Pertanian 121.783.300,00 

68 Dinas Peternakan 559.668.100,00 

69 Dinas Keb. dan Pariwisata 441.065.200,00 

70 Dinas Kelautan & Perikanan 148.870.744,00 

71 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 223.737.525,00 

 Jumlah 31.183.389.793,00 

 

Rincian Beban Hibah – LO senilai Rp5.736.119.728,00 rincian pada masing-

masing SKPD adalah sebagai berikut: 

 

 
No SKPD Beban Hibah – LO 

(Rp) 

1 Dinas Pendidikan 3.413.400.000,00 

2 Badan Kesatuan Bangsa & Politik  669.165.228,00 

3 Bagian Kesra 600.000.000,00 

4 Dinas Pangan 110.000.000,00 

5 Dinas Kebudayaan & Pariwisata 80.000.000,00 

6 Dinas Pemuda & Olahraga 373.350.000,00 

7 Badan Keuangan asset dan pendapatan 

Daerah 

490.204.500,00 

 Jumlah 5.736.119.728,00 

 

Rincian Beban Bantuan Sosial – LO senilai Rp126.400.000,00  rincian pada 

masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 
No SKPD Beban Bantuan Sosial – 

LO 

(Rp) 

1 Dinas Sosial 118.800.000,00 

2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

7.600.000,00 
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Rincian Beban Penyusutan Aset – LO senilai Rp173.228.468.921,20 rincian pada 

masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 
No SKPD Beban Penyusutan Aset – LO 

(Rp) 

1 Dinas Pendidikan 11.776.749.109,75 

2 Dinas Kesehatan 20.557.208.864,50 

3 Puskesmas Tanarara 29.706.441,40 

4 Puskesmas Kareka Nduku 27.363.475,00 

5 Puskesmas Malata 75.623.250,00 

6 Puskesmas Puuweri 87.094.317,29 

7 Puskesmas Gaura 23.270.750,00 

8 Puskesmas Padediwatu 48.373.485,00 

9 Puskesmas Weekarou 46.308.475,00 

10 Puskesmas Lahihuruk 30.274.900,00 

11 Puskesmas Kabukarudi 60.786.580,00 

12 Puskesmas Lolowano 21.996.000,00 

13 RSUD Waikabubak 26.464.318.633,36 

14 Dinas PU dan Penataan Ruang 92.951.519.804,09 

15 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 619.835.302,38 

16 Bappeda 372.164.386,70 

17 Dinas Perhubungan 2.330.726.777,08 

18 Dinas Lingkungan Hidup 656.093.093,54 

19 Dinas Pertanahan 102.808.375,00 

20 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 404.351.892,50 

21 Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak 128.386.764,50 

22 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 597.624.254,60 

23 Dinas Sosial 232.684.285,35 

24 Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja 73.582.487,50 

25 Dinas Koperasi & UKM 77.981.279,17 

26 Dinas Kepemudaan & Olahraga 99.416.595,33 

27 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 91.958.925,00 

28 Satpol PP & Pemadam Kebakaran 121.411.574,70 

29 Sekretariat DPRD 591.118.031,91 

30 Bag. Pengadaan Barang & Jasa 118.790.278,50 

31 Bag. Tata Pemerintahan 36.875.980,50 

32 Bag. Hukum 51.085.927,00 
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No SKPD Beban Penyusutan Aset – LO 

(Rp) 

33 Bag. Ekonomi & SDA 38.184.320,00 

34 Bag. Administrasi Pembangunan 57.957.374,50 

35 Bag. Kesra 51.152.240,00 

36 Bag. Umum 2.651.209.644,71 

37 Bag. ESDM & Kehutanan 3.137.195.394,79 

38 Bag. Organisasi 18.522.285,00 

39 Bag. Humas & Protokol 126.320.300,00 

40 Badan Keuangan, Aset & Pendapatan Daerah 634.117.178,39 

41 BKPP 396.395.870,00 

42 Inspektorat 235.470.385,00 

43 Badan Penelitian & Pengembangan 73.585.852,70 

44 Kec. Tanarighu 116.145.067,40 

45 Kec. Loli 131.195.184,89 

46 Kec. Kota Waikabubak 96.540.547,00 

47 Kec. Wanokaka 105.114.552,02 

48 Kec. Lamboya 110.991.399,17 

49 Kec. Lamboya Barat 123.563.659,00 

50 Kel. Weekarou 9.886.142,70 

51 Kel. Sobawawi 17.263.777,70 

52 Kel. Maliti 14.289.082,70 

53 Kel. Padaeweta 19.222.962,70 

54 Kel. Wailiang 14.258.352,70 

55 Kel. Kampung Baru 28.187.660,00 

56 Kel. Kampung Sawah 28.228.120,20 

57 Kel. Komerda 30.636.140,70 

58 Kel. Loda Pare 25.069.050,00 

59 Kel. Weedabo 29.796.310,85 

60 Kel. Diratana 26.787.559,43 

61 Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Pintu 222.588.619,23 

62 Dinas Pangan 88.379.455,00 

63 Dinas Pemb. Masyarakat Desa 153.940.837,50 

64 Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 147.131.625,00 

65 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 126.153.044,70 

66 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 540.236.143,90 

67 Dinas Pertanian 2.483.718.610,15 
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No SKPD Beban Penyusutan Aset – LO 

(Rp) 

68 Dinas Peternakan 527.614.327,64 

69 Dinas Keb. dan Pariwisata 208.658.906,25 

70 Dinas Kelautan & Perikanan 455.460.641,29 

71 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 995.569.564,21 

72 KORPRI 24.240.435,00 

 

Beban penyusutan aset sebesar Rp173.228.468.921,20 merupakan beban 

penyusutan   pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja yaitu :  

a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp62.883.069.765,13 

b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.130.075.576,21 

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp96.153.755.236,93 

d. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp58.121.460,00 

 

Rincian Beban Amortisasi Aset – LO senilai Rp316.801.250,00 rincian pada 

masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 

 

No SKPD Beban Amortisasi Aset – LO 

(Rp) 

1 Dinas Pendidikan 108.415.000,00 

2 Bappeda 9.968.750,00 

3 Dinas Perhubungan 22.687.500,00 

4 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan 

Sipil 

14.685.625,00 

5 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan 

Daerah 

108.219.375,00 

6 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan 

49.500.000,00 

7 Dinas Komunikasi, Informatika & 

Statistik 

3.325.000,00 

 

Beban Amortisasi sebesar Rp316.801.250,00 terdiri dari : 

a. Beban amortisasi aset tak berwujud pada BKAPD sebesar Rp108.219.375,00  

b. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil sebesar Rp14.685.625,00 
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c. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan sebesar Rp49.500.000,00 

d. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

sebesar Rp3.325.000,00  

e. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Pendidikan sebesar 

Rp108.415.000,00 

f. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Rp9.968.750,00 

g. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Perhubungan 

Rp22.687.500,00 

 

Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO senilai Rp1.079.402.412,69 rincian pada 

masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 

No SKPD Beban Penyisihan Piutang – LO 

(Rp) 

1 Dinas Pendidikan 140.040,00 

2 Dinas Kesehatan 0,00 

3 Dinas Perhubungan 796.440.000,00 

4 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah 238.689.116,69 

5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 59.523.100,00 

 

Beban penyisihan piutang sebesar Rp1.079.402.412,69  terdiri dari :  

a. Beban penyisihan  piutang pajak pada BKAPD sebesar Rp238.689.116,69 

b. Beban penyisihan piutang retribusi terdiri dari : 

 Beban Penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada 

Dinas Perhubungan sebesar Rp796.440.000,00 

 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp59.523.100,00 

 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada 

Dinas Pendidikan sebesar Rp140.040,00 

 

IV.C Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional  

Surplus/defisit dari Operasi–LO per 31 Desember 2021 sebesar 

(Rp51.530.522.548,11) merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar 

Rp627.523.199.770,64  dan Beban-LO sebesar Rp679.053.722.318,75. 

 

IV.D Surplus Defisit Non Operasional 

Defisit Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp50.206.601,00. 
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IV.E Pos Luar Biasa 

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian 

luar biasa tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal 

dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. 

 

IV.E.1.  Pendapatan Luar Biasa 

Tidak terdapat pendapatan luar biasa Per 31 Desember 2021. 

 

IV.E.2.   Beban Luar Biasa 

Terdapat beban luar biasa per 31 Desember 2021 Sebesar Rp0,00. 

 

IV.F Surplus Defisit – LO 

Surplus Defisit – LO per 31 Desember 2021 sebesar (Rp51.580.729.149,11) 
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V. LAPORAN ARUS KAS 

V.A Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

V.A.1 Arus Masuk Kas 

 2021 2020 

Arus Masuk Kas  Rp708.565.724.704,64 Rp720.442.494.613,02 

 

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum 

Daerah dari seluruh aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat 

Tahun Anggaran 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 67 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasional 

No Uraian 
Tahun 2021 

(Rp) 

Tahun 2020 

(Rp) 

1.1 Pajak Daerah  13.641.370.365,39 10.784.718.624,00 

1.2 Retribusi Daerah 2.009.823.802,00 2.981.750.726,00 

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan 

8.110.451.501,00 8.381.091.920,37 

1.4 Lain-lain PAD yang Sah  32.504.478.977,25 33.524.572.374,02 

1.5 Dana Bagi Hasil Pajak 11.900.479.536,00 5.917.010.279,00 

1.6 Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00 892.550.071,00 

1.7 Dana Alokasi Umum 373.154.810.990,00 377.323.812.000,00 

1.8 Dana Alokasi Khusus 143.605.750.484,00 121.638.761.127,00 

1.9 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 

1.10 Dana Penyesuaian 87.786.467.000,00 90.786.467.000,00 

1.13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 13.257.355.799,00 15.023.021.209,41 

1.14 Pendapatan Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 

1.15 Pendapatan Hibah 266.922.000,00 24.812.529.648,20 

1.16 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 

1.17 Pendapatan Lainnya 22.327.814.250,00 28.376.209.634,00 

 Jumlah Arus Masuk Kas 708.565.724.704,64 720.442.494.613,02 

 

Jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah dari seluruh aktivitas 

operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp708.565.724.704,64 jika 

dibandingkan Tahun 2020 Rp720.442.494.613,02 terjadi penurunan sebesar 

Rp11.876.769.908,36 atau 1,65%.  

 

V.A.2 Arus Keluar Kas 

 2021 2020 

Arus Keluar Kas Rp556.227.819.331,91 Rp585.780.153.708,28 
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Jumlah tersebut merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum 

Daerah untuk membiayai seluruh operasi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 68 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasional 

No Uraian 
Tahun 2021 

(Rp) 

Tahun 2020 

(Rp) 

2.1 Belanja Pegawai   177.230.355.744,00  266.058.718.006,00 

2.2 Belanja Barang  244.673.086.555,91  147.918.774.175,25 

2.3 Belanja Bunga  -    0,00 

2.4 Belanja Subsidi  0,00 

2.5 Belanja Hibah  5.245.915.228,00  35.100.073.439,03 

2.6 Belanja Bantuan Sosial dan 

Keuangan 

 126.400.000,00  741.400.000,00 

2.7 Belanja Tidak Terduga  3.140.747.846,00  8.981.419.591,00 

2.8 Bagi Hasil Pajak  693.983.442,00  741.474.700,00 

2.9 Bagi Hasil Retribusi  0,00 

2.10 Transfer lainnya  125.117.330.516,00  126.238.293.797,00 

 Jumlah Arus Keluar Kas 556.227.819.331,91 585.780.153.708,28 

Tidak terdapat perbedaan angka antara arus keluar kas (belanja) aktivitas 

operasi pada Laporan Arus Kas dengan Belanja Operasi pada Laporan 

Realisasi Anggaran hal ini disebabkan karena Laporan Arus Kas dan Laporan 

Realisasi Anggaran bersumber pada angka SPJ dengan rincian sebagai berikut  

Tabel 69 Selisih Antara LAK dan LRA 

URAIAN LAK (Rp) LRA (Rp) SELISIH 

Pegawai 177.230.355.744,00 177.230.355.744,00 0,00 

Barang dan Jasa   244.673.086.555,91  244.673.086.555,91   0,00 

Hibah 5.245.915.228,00 5.245.915.228,00 0,00 

Bantuan Sosial 126.400.000,00 126.400.000,00 0,00 

BTT 3.140.747.846,00 3.140.747.846,00 0,00 

Bagi Hasil Pajak 693.983.442,00 693.983.442,00 0,00 

Transfer Lainnya 125.117.330.516,00 125.117.330.516,00 0,00 

JUMLAH 556.227.819.331,91 556.227.819.331,91  0,00 

V.A.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 

Arus Kas Bersih dari 2021 2020 

Aktivitas Operasi Rp 152.337.905.372,73 Rp134.662.340.904,74 

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar 

kas dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 

Anggaran 2021 dan 2020. 
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V.B Arus Kas dari Aktivitas Investasi  

V.B.1 Arus Masuk Kas 

Arus Masuk 
2021 2020 

Kas  Rp 0,00 Rp 0,00 

Jumlah tersebut merupakan arus masuk kas dari aktivitas investasi. Selama 

tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan  arus masuk kas dari aktivitas investasi aset 

non keuangan Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 70 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 

No Uraian 
Tahun 2021 

(Rp) 

Tahun 2020 

(Rp) 

1 Pendapatan penjualan atas Tanah  0,00 0,00 

2 Pendapatan penjualan atas Peralatan &Mesin 

(Kendaraan) 

0,00 0,00 

3 Pendapatan  Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 

4 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 

5 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap lainnya 0,00 0,00 

6 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 

 Jumlah arus masuk kas 0,00 0,00 

 

V.B.2 Arus Keluar Kas 

Arus Keluar Kas 2021 2020 

 Rp130.620.828.529,88 Rp141.940.433.703,50 

Jumlah tersebut merupakan arus keluar kas untuk memperoleh aset tetap 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 dan 2020, dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 71 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 

No Uraian 
Tahun 2021 

(Rp) 

Tahun 2020 

(Rp) 

2.2 Belanja Tanah  0,00 7.187.989.075,00 

2,3 Belanja Peralatan dan Mesin 45.727.886.750,00 53.079.200.563,50 

2.4 Belanja Gedung dan Bangunan 28.546.482.611,58 51.009.967.005,70 

2.5 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 38.460.926.986,60 21.467.948.068,79 

2.6 Belanja Aset Tetap Lainnya 4.135.532.181,70 9.195.336.491,00 

2.7 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 

2.8 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 13.750.000.000,00 0,00 

 Jumlah arus keluar kas 130.620.828.529,88 141.940.433.703,50 
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Arus keluar kas dari aktivitas investasi  sebesar (Rp130.620.828.529,88) 

adalah realisasi pembayaran untuk pembelian aset tetap . 

Tidak terdapat perbedaan angka antara arus keluar kas (belanja) aktivitas 

Investasi pada Laporan Arus Kas dan belanja modal Laporan Realisasi 

Anggaran.  

 

V.B.3 Arus Kas Bersih 

 Arus Kas Bersih 2021 2020 

 Rp(130.620.828.529,88) Rp(141.940.433.703,50) 

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas 

investasi  dan arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2021 

dan 2020. 

 

V.C Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

V.C.1 Arus Masuk Kas 

Arus Masuk Kas 2021 2020 

 Rp  0,00 Rp5.000.000.000,00 

Tidak terdapat Arus Masuk Kas pada Tahun Angaran 2021. 

 

V.C.2 Arus Keluar Kas 

. Arus Keluar Kas 2021 2020 

 Rp  0,00 Rp5.000.000.000,00 

Tidak terdapat Arus Masuk Kas pada Tahun Angaran 2021. 

 

V.C.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 

Arus Kas Bersih dari 2021 2020 

Aktivitas Pendanaan Rp  0,00 Rp  0,00 

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas 

pendanaan dan arus keluar kas aktivitas pendanaan Tahun Anggaran 2021 

dan 2020. 
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V.D Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 

V.D.1 Arus Masuk Kas 

Arus Masuk Kas 2021 2020 

 Rp15.552.372.164,44 Rp15.807.569.940,03 

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 72 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 

No Uraian 
Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2020 

(Rp) 

1 Penerimaan PFK 15.552.372.164,44 15.807.569.940,03 

2 Penerimaan Sisa Kas Bendahara 

Pengeluaran Tahun sebelumnya 

0,00 0,00 

3 Penerimaan Kontra Pos dan Pengembalian 

Uang Persediaan 

0,00 0,00 

 Jumlah arus masuk kas 15.552.372.164,44 15.807.569.940,03 

 

V.D.2 Arus Keluar Kas 

Arus Keluar Kas 2021 2020 

 Rp15.635.326.429,00 Rp15.537.470.581,00 

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus keluar kas dari aktivitas transitoris 

yaitu penyetoran yang telah dilakukan atas penerimaan kas dari pihak ketiga 

(PFK) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 

Anggaran 2021 sebesar  Rp15.635.326.429,00 . 

 

V.D.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 

Arus Kas Bersih dari  2021 2020 

  Aktivitas Transitoris (Rp82.954.264,56) Rp203.286.274,00 

 

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada 

tahun 2021 dan pada tahun 2020. 
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V.E Saldo Akhir Kas di BUD 

Saldo Akhir Kas di BUD 2021 2020 

 33.754.596.452,91 Rp11.972.652.189,29 

Jumlah tersebut merupakan jumlah kenaikan/penurunan kas dan saldo awal 

kas di BUD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 73 Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2021 dan 2020 

No Uraian 
Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2020 

(Rp) 

1 Kenaikan/ penurunan kas di 

BUD 

21.614.200.176,68  (7.007.993.439,73)  

 Saldo Awal Kas di BUD  12.205.275.273,32  19.011.716.643,05  

 Koreksi SiLPA (84.801.398,70)   

2 Kas Lainnya di Bendahara 

(Selain BUD) – Terkait PFK  

19.922.401,61   

 Saldo Kas di BUD  33.754.596.452,91    12.205.275.273,32   

 

Jumlah sebesar Rp33.760.585.611,91 terdiri dari : 

a. Kas di BUD sebesar    Rp20.317.566.719,00 

b. Kas di FKTP sebesar    Rp  8.298.704.416,00 

c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar  Rp       21.694.460,61 

d. Kas di BLUD sebesar    Rp  2.395.214.623,20 

e. Kas di BOS sebesar    Rp  2.721.416.234,10 

Saldo akhir kas sebesar Rp33.754.596.452,91 jika dibandingkan dengan 

Sisa Lebih  Pembiayaan Anggaran sebesar Rp33.294.611.052,81 terdapat 

selisih sebesar Rp459.985.400,10 terdiri dari Saldo PFK BUD yang belum 

disetor per 31 Desember 2021 sebesar Rp459.985.400,10. 

 

VI. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan 

Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas 

operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

VI.A Ekuitas Awal 

Jumlah ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebesar 

Rp1.330.829.745.539,46 
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VI.B Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO) 

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO 

pada akhir periode pelaporan senilai (Rp51.580.729.149,11) 

 

VI.C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar 

(Rp38.420.033.940,62) terdiri dari : 

 Koreksi Ekuitas -  Aset Lancar sebesar Rp 375.916.666,29 

 Koreksi Ekuitas -  Investasi sebesar (Rp93.137.934,00) 

 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap sebesar Rp37.609.154.218,13 

 Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya sebesar Rp678.032.800,28 

 Koreksi Ekuitas - Kewajiban sebesar Rp(149.931.810,08) 

 Koreksi Ekuitas Lainnya - Sebesar Rp0,00 

 

VI.D Ekuitas Akhir 

Jumlah ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebesar 

Rp1.317.669.050.330,97. 
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BAB VI 

INFORMASI NON KEUANGAN 

 

A. Domisili Entitas Akuntansi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat 

dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam Tahun 2021 terdiri dari 4 Badan, 24 Dinas, 

Inspektorat, Setda, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 RSUD. Adapun domisili 

dari entitas akuntansi tersebut adalah sebagai berikut: 
No Nama OPD Alamat 

1 Dinas Pendidikan Jln. Weekarou 

2 Dinas Kesehatan Jln. Weekarou 

3 RSUD Waikabubak Jln. Adhyaksa 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jln. Weekarou 

5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jln. Weekarou 

6 Satuan Polisi Pamong Praja Jln. Weekarou 

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jln. Weekarou 

8 Dinas Sosial Jln. Weekarou 

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jln. Weekarou 

10 Dinas Pangan Jln. Weekarou 

11 Dinas Pertanahan Jln. Weekarou 

12 Dinas Lingkungan Hidup Jln. Weekarou 

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jln. Basuki Rachmad 

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jln. Weekarou 

15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jln. Weekarou 

16 Dinas Perhubungan Jln. Weekarou 

17 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Jln. Teratai 

18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jln. Weekarou 

19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jln. Weekarou 

20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jln. Teratai 

21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jln. Weekarou 

22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jln. Teratai 

23 Dinas Kelautan dan Perikanan Jln. Weekarou 

24 Dinas Pertanian Jln. Adhyaksa 
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No Nama OPD Alamat 

25 Dinas Peternakan Jln. Adhyaksa 

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jln. Weekarou 

27 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jln. Weekarou 

28 Setda Jln. Weekarou 

29 Inspektorat Kabupaten Jln. Basuki Rachmad 

30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jln. Weekarou 

31 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Jln. Weekarou 

32 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jln. Weekarou 

33 Badan Penelitian dan Pengembangan Jln. Weekarou 

34 Sekretariat DPRD Jln. Weekarou 

35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jln. Basuki Rachmad 

 

B. Pengguna Anggaran Kabupaten Sumba Barat 

Pengguna Anggaran wajib dan telah menyampaikan laporan keuangan yang 

menjadi tanggung jawabnya selama Tahun 2021 kepada Badan Keuangan, Aset 

dan Pendapatan Daerah selaku SKPKD dan telah dilakukan konsolidasi untuk 

menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Adapun 

nama-nama dari Pengguna Anggaran di Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai 

berikut. 
No Nama OPD Nama Pengguna Anggaran 

1 Dinas Pendidikan Sairo Umbu Awang, SE 

2 Dinas Kesehatan drg. Bonar Sinaga, M. Kes  

3 RSUD Waikabubak dr. Japendi R. P. Saragih, SP.A.M.Biomed 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. Fredrik Gah 

5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ir. Fredrik Gah 

6 Satuan Polisi Pamong Praja Daniel D. D. Robaka, S.Sos 

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ir. E. L. Chr. Loebaloe, M. Si 

8 Dinas Sosial Samuel Dato Mesa, S.Sos 

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

Drs. Jemy Oktavianus Dima, MM 

10 Dinas Pangan Melkianus L. U. Lage, SE 

11 Dinas Pertanahan Drs. Victor Umbu Sulung, MM 

12 Dinas Lingkungan Hidup Dedy Suyatno, S.TP 

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulu Bepa Tobu, SH 
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No Nama OPD Nama Pengguna Anggaran 

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Y. J. Dapamerang, SP, MM 

15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anthoneta K. L. Dapawole, SE 

16 Dinas Perhubungan Drs. Yulianus G. Mezango, SH 

17 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan 

Statistik 

Yohanis Niga Leidju, S.Hut; MP 

18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Khatrina Dade, S.IP 

19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Herybertus Ndama Nggilik, ST 

20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bani Kadengara, SH 

21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Charles Hermana Weru, S.Sos 

22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Drs. Imanuel M. Anie, M.Si 

23 Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Maxi M. O. St. Nange, M.Si 

24 Dinas Pertanian Ir. Amos Rihi Dida 

25 Dinas Peternakan Drh. Hama Doku Wedo 

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. Israel Y. Meok, M. Si 

27 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dedy Saba Ora, SE; M.Si 

28 Setda Drs. Daniel B. Pabala 

29 Inspektorat Kabupaten Ledi Laghu, SH, M.Si 

30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Titus Diaz Liurai, S.Sos; MM 

31 Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Drs. Daniel B. Pabala 

32 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Woldeman H. Wello, S.Si, M.Si 

33 Badan Penelitian dan Pengembangan Hermanus Bili Lalo, S.IPem 

34 Sekretariat DPRD Kuala Djowa, S.Sos 

35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lobu Ori, S.Pd; M.Pd 

 

C. Keadaan Wilayah 

Wilayah   administratif   Kabupaten   Sumba   Barat   terdiri dari 6 Kecamatan 

dibagi dalam  11 Kelurahan dan  63 Desa, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 71  Keadaan Wilayah 

No Kecamatan Ibu kota Desa Kelurahan 

1 Kota Waikakubak Waikabubak 7 6 

2 Loli Dokakaka 9 5 

3 Tana Righu Malata 18 - 

4 Wanukaka Lahi Huruk 14 - 

5 Lamboya Kabukarudi 11 - 
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6 Laboya Barat Hodi 4 - 

 Jumlah 63 11 

 

D. Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat 

tahun 2021 didukung dengan SDM sebagai berikut : 

Tabel 72   Sumber Daya Manusia 

GOLONGAN/ 

RUANG 

ESELON NON  ESELON 

JUMLAH 
I II III IV 

TENAGA 

FUNGSIONAL 
STAF 

Golongan IV - 32 125 2 148 5 312 

Golongan III - - 36 408 769 286 1.499 

Golongan II - - - - 124 396 520 

Golongan I - - - - - 31 31 

TOTAL - 32 161 410 1.041 718 2.362 
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BAB VII 

 

PENUTUP 

 

A. Laporan Keuangan Pokok 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 disusun dengan Pendapatan 

sebesar Rp708.565.724.704,64  dan Belanja Daerah ditambah transfer sebesar 

Rp673.098.647.861,79 sehingga mengalami surplus sebesar 

Rp35.467.076.842,85. 

Dalam Tahun 2021 terdapat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 

Rp11.577.534.209,96 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp13.750.000.000,00 

sehingga SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp33.294.611.052,81  

Neraca Tahun Anggaran 2021 disusun dengan jumlah Aset sebesar 

Rp1.334.449.394.345,23, Jumlah kewajiban sebesar Rp16.780.344.014,26 dan 

jumlah ekuitas sebesar Rp1.317.669.050.330,97. 

Laporan Operasional Tahun 2021 disusun dengan Pendapatan sebesar 

Rp627.523.199.770,64 dan Beban sebesar Rp679.053.722.318,75 surplus/defisit 

dari operasi sebesar (Rp51.530.522.548,11), surplus non operasional sebesar 

(Rp0,00), defisit non operasional sebesar Rp50.206.601,00, defisit pos luar biasa 

sebesar Rp0,00 sehingga surplus/defisit LO sebesar (Rp51.580.729.149,11). 

Laporan Arus Kas Tahun 2021 menunjukkan bahwa arus kas bersih dari 

aktivitas operasi sebesar Rp152.337.905.372,73, arus kas bersih dari aktivitas 

investasi sebesar (Rp130.620.828.529,88),  arus kas bersih dari aktivitas 

pendanaan sebesar Rp0,00 dan arus kas bersih dari aktivitas Transitoris sebesar 

(Rp82.954.264,56) sehingga saldo akhir kas di BUD + FKTP + Kas dibendahara 

Pengeluaran + BOS + Kas Lainnya sebesar Rp33.754.596.452,91   

Saldo akhir kas daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 

Rp33.754.596.452,91 terdiri dari Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara 

Pengeluaran + BLUD + FKTP + BOS sebesar Rp33.754.596.452,91, Kas di 

Bendahara Penerimaan sebesar Rp 0,00. 
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Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari kesatuan 

laporan keuangan, berfungsi memberikan informasi keuangan secara lengkap.   

  

 

Waikabubak, 13 Juni 2022 

 

BUPATI SUMBA BARAT  

  

 

 

 

 

 

 

 YOHANIS DADE, SH 

 

 

 

 

 

 

 


